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KATA PENGANTAR 
 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /  Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 

pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 

berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, 

pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan 

dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk 

menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; 

(3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih 

dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; 

(9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman 

yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan 

Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan 

Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.  

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, memerlukan sinergitas 

kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu, 

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Papua tahun 2024 ς 2029, telah disusun dan dirumuskan 

melalui serangkaian tahapan proses diskusi, koordinasi, integrasi dan konsultasi dengan para 

pemangku kepentingan yang meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Organisasi Masyarakat 

Sipil, Filantropi, Akademisi, Pelaku Bisnis serta para Pakar. 

Penyusunan RAD TPB/SDGs ini juga mempertimbangkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

Provinsi Papua Tahun 2024 - 2029, dengan harapan dapat bermanfaat dalam memastikan keselarasan 

pembangunan daerah Provinsi Papua dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, cara pencapaian 

dan proses monitoring evaluasi. 

Akhir kata, Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh 

pihak dan pemangku kepentingan, dan semoga kerja keras yang telah dilakukan dalam penyusunan 

RAD TPB/SDGs Papua Tahun 2024 ς 2029 ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua, sekaligus dapat berkontribusi terhadap pencapaian 

pembangunan nasional dan global secara berkelanjutan 

        BAPPEDA PROVINSI PAPUA  
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BAB I. 
PENDAHULUAN 

BAB I. PENDAHULUAN 
Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) telah 

dirumuskan pada tingkat global dengan melibatkan para pemimpin 193 negara anggota PBB pada 

akhir September 2015, dimana dalam agenda tersebut telah mengakui dan berkomitmen bahwa 

penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk kemiskinan ekstrim merupakan 

tantangan utama bersama di tingkat global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Agenda 

TPB/SDGs sebagai rencana aksi global yang akan dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip 

dasar yaitu People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership yang diselaraskan dalam 4 Pilar 

Pembangunan Berkelanjutan yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan serta Pilah Hukum dan 

Tata Kelola. 

Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang berperan aktif dalam menentukan sasaran 

¢t.κ{5Dǎ ǎŜōŀƎŀƛƳŀƴŀ ǘŜǊǘǳŀƴƎ ŘŀƭŀƳ ŘƻƪǳƳŜƴ άTransforming Our World: The 2030 Agenda for 

Sustainable DevelopmentέΣ Řŀƴ ǎŜōŀƎŀƛ bentuk komitmen tersebut dalam pencapaian agenda 

TPB/SDGs tersebut, maka Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (PERPRES) 

Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dalam 

upaya untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, 

mempromosikan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim hingga Tahun 2030. Keberhasilan 

tujuan TPB/SDGs membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi dan praktisi, serta organisasi masyarakat dan media. 

Peran strategis pemerintah daerah dalam pencapaian TPB/SDGs sangat penting untuk memastikan 

implementasi pelayanan publik dan indikator TPB/SDGs dapat terlaksana dengan baik di tingkat lokal.  

Berdasarkan decade aksi (Decade of Action), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah memasuki 10 

(sepuluh) tahun pelaksanaan, sehingga diperlukan adanya upaya percepatan pencapaian target oleh 

seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan RAD TPB/SDGs 

Provinsi Papua tahun 2019 ς 2023 (tahap ke 1) akan segera berakhir, dan akan dilanjutkan dengan 

pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Papua tahun 2024 ς 2029 (tahap ke 1). Pelaksanaan RAD 

TPB/SDGs Tahap ke 2 ini merujuk pada amanat Peraturan Presiden (PERPRES) Pasal 5 Nomor 111 

Tahun 2022, yang telah di tetapkan oleh Presiden Indonesia pada tanggal 13 September tahun 2022. 

Penetapan PERPRES 111 Tahun 2022 ini didasarkan pada rencana percepatan pencapaian target 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sebelumnya telah ditetapkan melalui PERPRES 59 tahun 

2017. Selain itu, penetapan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di dalam PERPRES 111 tahun 
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2022 ini juga telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional periode berjalan.  

Dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden (PERPRES) Pasal 5 Nomor 111 Tahun 2022, maka 

saat ini Pj. Gubernur Papua telah membentuk tim pelaksana TPB/SDGs Provinsi Papua 2024 ς 2029 

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor ΧΧΧΧΧΧΧΧΦ yang selanjutnya akan bertugas 

untuk melaksanakan sosialisasi dan penguatan kapasitas kepada seluruh organisasi perangkat daerah 

(OPD) terkait yang ada di ruang lingkup Pemerintahan Provinsi, serta para pihak terkait lainnya dari 

organisasi atau lembaga non-Pemerintah tentang upaya pencapaian target TPB/SDGs hingga tahun 

2029. Selain itu, tugas utama dari tim pelaksana ini adalah melaksanakan penyusunan dokumen 

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs tahun 2024 ς 2029, serta mengintegrasikan dan menyelaraskan 

seluruh indikator TPB/SDGs ke dalam agenda Pembangunan Provinsi Papua baik untuk periode jangka 

panjang maupun jangka menengah Provinsi Papua. 

1.1. Keselarasan TPB/SDGs terhadap Agenda RPJMN 2020 ς 2024 dan Agenda RPD Provinsi Papua 

2023 ς 2026 

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) telah memasuki tahun ke 10 (sepuluh) 

atau di tingkat global disebut memasǳƪƛ ǇŜǊƛƻŘŜ άŘŜŎŀŘŜ ƻŦ ŀŎǘƛƻƴέΣ Řŀƴ ōagi Indonesia momentum 

ini menjadi saat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan lima tahun pertama dan perumusan 

perencanaan untuk lima tahun berikutnya, seperti yang telah dituangkan pada dokumen Rencana Aksi 

TPB/SDGs yang sejalan dengan target dan arah kebijakan RPJMN 2020-2024. Agenda pembangunan 

nasional seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2020-2024 merupakan penjabaran operasional dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang 

disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.  

RPJMN 2020-2024 juga merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu 

Indonesia Maju. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 

memberikan landasan kokoh dan merupakan instrumen utama untuk mewujudkan transformasi 

ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dengan 

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 telah mengarusutamakan SDGs. Target-target dari 17 goals 

beserta indikatornya terefleksikan dalam agenda pembangunan nasional. Sinergi Nawacita, 7 (tujuh) 

agenda pembangunan RPJMN, dan TPB/SDGs dapat dilihat pada gambar 1.1 Keselarasan TPB/SDGs 

dengan Agenda RPJMN 2020 ς 2024. 
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Gambar 1.  1 Keselarasan TPB/SDGs dengan Agenda RPJMN 2020 ς 2024 

Sumber: Lampiran 1 RAD SDGs 2021-2024 

Saat ini, Pemerintah Provinsi Papua telah memasuki periode ke IV atau periode terakhir agenda 

pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2005 ς 2025, dengan tema 

άMewujudkan Masyarakat Papua Yang Mandiri Di Segala Bidang Dalam Tata Kehidupan Yang 

Harmonis, Selaras Dengan AlamέΦ ¢ŀƘŀǇŀƴ ƛƴƛ ŀƪŀƴ ƳŜƴƧŀŘƛ ŘŀǎŀǊ ǳntuk memasuki tahapan 

pembangunan jangka panjang selanjutnya yang berorientasi pada cara pandang visioner dalam upaya 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama orang asli papua, melalui pertumbuhan 

ekonomi yang baik paska pandemic covid 19, dengan tetap menjaga keseimbangan dan keberlanjutan 

fungsi lingkungan (Hutan Papua) sebagai modal pembangunan yang lestari dan berkelanjutan. 

Agenda pembangunan jangka panjang periode ke IV ini juga telah diterjemahkan dalam Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 ς 2026, dengan mempertimbangkan Misi 

RPJPD Provinsi Tahun 2005 ς 2025, Agenda Pembangungan RPJMN 2020 ς 2024 dan isu Strategis 

Provinsi Papua Tahun 2023 ς 2026. Tujuan Rencana Pembangunan Papua tahun 2024 ς 2026 antara 

lain: 

1. Terwujudnya sumber daya manusia Papua yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing; 

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik; 

3. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang 

pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar; dan 

4. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri 

berbasis kampung. 
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1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs  

Komitmen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Papua telah dimulai sejak dideklarasikannya 

Visi Papua 2100, dengan tema άKebahagiaan dan kualitas hidup seluruh rakyat Papua berada pada 

tingkat setinggi-tingginya secara adil dan merata, serta kondisi alam Papua, baik daratan, perairan, 

udara, tetap lestari dan terjaga serta meningkat kualitasnyaέΦ Dalam visi Papua 2100, telah 

digambarkan bagaimana bentuk-bentuk kebijakan yang harus menjadi pertimbangan dalam setiap 

perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi 

masyarakat papua, namun upaya untuk tetap menjaga dan memelihara sumberdaya alam dan 

lingkungannya untuk generasi mendatang juga tetap menjadi prioritas. Keselarasan antara kebijakan 

Visi Papua 2100 dengan TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

 

 

Visi Papua 2100 yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah salah satu bentuk konkrit 

dari komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan di 

Provinsi Papua. Dasar yang diterjemahkan dalam konteks perencanaan Pembangunan berkelanjutan 

di Provinsi Papua merujuk kepada filosofi orang Papua yaitu lingkungan atau Alam adalah Mama/Ibu 

bagi kehidupan Masyarakat Papua.  

άIǳǘŀƴ Řŀƴ !ƭŀƳ ǎŜƪƛǘŀǊ .ŀƎŀƛƪŀƴ !ƛǊ {ǳǎǳ Řŀƴ aŀŘǳ ƛōŀǊŀǘƴȅŀ ǘŀƴŀƘ ōŀƎŀƛƪŀƴ ǎŜƻǊŀƴƎ 

Mama/Ibu yang memberikan air susu yaitu kekayaan yang ada di aǘŀǎ ǘŀƴŀƘέ  

Selama puluhan ribu tahun secara turun temurun, masyarakat Papua telah hidup menyatu dengan 

alam sebagai dasar atau sumber utama penghidupan mereka. Dengan bentang alam Papua yang masih 

menyimpan banyak kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dan rumah bagi beragam 
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ekosistem penting serta keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya, maka alam Papua hingga 

saat ini masih merupakan modal dasar penghidupan masyarakat khususnya untuk Orang Asli Papua. 

Pembangunan berkelanjutan di Papua dapat diwujudkan dengan melestarikan hubungan yang baik 

antara manusia Papua dengan alamnya berdasarkan daya dukung, daya tampung dan peruntukan 

ruang yang telah disepakati bersama. Gambar berikut ini menunjukan bentuk pencapaian target 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Visi Papua 2100. 

 

DŀƳōŀǊ Χ tƻǎƛǎƛ Dƻŀƭǎ {5Dǎ ōŜǊŘŀǎŀǊƪŀƴ ±ƛǎƛ tŀǇǳŀ нмлл 

Alam dan lingkungan merupakan dasar dari segala upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat 

Papua. Jika kualitas alam meningkat, meningkat pula kualitas hidup mereka. Kualitas alam yang baik 

ini akan dipelihara sedemikian rupa sehingga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Papua secara adil, 

merata dan berkelanjutan baik pada masa sekarang maupun generasi-generasi mendatang. 

1.3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs  

Dampak dari pelaksanaan TPB/SDGs di Papua adalah keluaran dari pelaksanaan agenda pembangunan 

daerah sekaligus memenuhi komitment pembangunan nasional dan pembangunan global. Untuk itu, 

pelaksanaan TPB/SDGs harus menerapkan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan antara lain: 

¶ άUniversalityέ yaitu mendorong terlaksanannya TPB/SDGs di seluruh wilayah Provinsi 

Papua yang mencakup 8 Kabupaten dan 1 Kota 
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¶ άIntegrationέ  yang mengandung makna terintegrasinya dan saling keterkaitan antara 

dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola dalam setiap 

perencanaan pembangunan daerah; dan 

¶ άNo One Left Behindέ ŀǘŀǳ ά¢ƛŘŀƪ ŀŘŀ ǎŜƻǊŀƴƎǇǳƴ ȅŀƴƎ ¢ŜǊǘƛƴƎƎŀƭέ ȅŀƴƎ ƳŜƴƧŀƳƛƴ 

bahwa pelaksanaan TPB/SDGs harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan 

memberi manfaat bagi semua orang tanpa terkecuali. 

¶ άLƴŎƭǳǎƛǾŜέ yang dilaksanakan melalui gerakan bersama pemerintah dan pemangku 

kepentingan non pemerintah.  

Sebagai salah satu perwujudan dari prinsip inklusif tersebut dapat dilakukan melalui penetapan Tim 

Koordinasi Provinsi yang beranggotakan keempat platform partisipasi, yaitu: 1). Pemerintah dan 

Parlemen; 2). Organisasi Kemasyarakatan; 3). Filantropi dan Pelaku Usaha; dan 4). Akademisi. Setiap 

pihak dan unsur dapat berpartisipasi dan berkontribusi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Hal ini untuk memastikan prinsip-prinsip inklusif, partisipasi, 

dan tranparansi dilaksanakan sehingga kepercayaan antar pihak tumbuh dan terjaga.  

Pelaksanaan pencapaian indikator TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang 

dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPD Provinsi Papua 2024-2026. Rincian 

target dan indikator pada 4 (empat) Pilar Pembangunan Berkelanjutan yang dipantau dan dievaluasi 

adalah yang tercantum dalam RAD TPB/SDGs 2024-2029 

 

Gambar 1.  2 Indikator TPB/SDGs berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan 

Sumber: Meta Data TPB/SDGs Edisi II (PPN/BAPPENAS) Tahun 2020 
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1.4. Pembiayaan TPB/SDGs  

Sebagai daerah yang berkomitmen kuat menjalankan SDGs, pemerintah Provinsi Papua berupaya 

semaksimal mungkin untuk mendapatkan berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan 

pelaksanaan SDGs, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif 

(innovative financing).  Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari:   

1. Optimalisasi Penerimaan Daerah. 

Penerimaan daerah yang berasal dari pajak, pendapatan bukan pajak, hibah (grant), retribusi 

daerah, transfer pemerintah pusat (DBH pajak dan bukan pajak), dan lainnya akan terus 

dioptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan itu, bahkan menjadi salah satu indikator SDGs 

pada Goals 17 untuk memastikan sarana pelaksanaan SDGs (means of implementation). 

Optimalisasi pendanaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaan Provinsi Papua.  

2. Sumber Pembiayaan Non Pemerintah  

Kegiatan filantropi di Indonesia menunjukan perkembangan yang ditunjukan oleh makin 

banyak institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis keagamaan 

dan keluarga. Kedermawanan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) kini juga terus 

berkembang, diperkirakan tahun 2015 sudah mencapai lebih dari tiga triliun rupiah per tahun. 

/{w ƛƴƛ ƧǳƎŀ ŀƪŀƴ Ƴŀƪƛƴ ōŜǊƪŜƳōŀƴƎ Řŀƴ ǘŜǊŀǊŀƘ ŘŜƴƎŀƴ ŀŘŀƴȅŀ άL{h нслллΥ Guidance 

Standard on Social Responsibilityέ ȅŀƴƎ ƳŜƴƧŀŘƛ ǎǘŀƴŘŀǊ ǇŜŘƻƳŀƴ ōŜǊǎƛŦŀǘ ǎǳƪŀǊŜƭŀ ƳŜƴƎŜƴŀƛ 

tanggung tanggung jawab sosial institusi, serta terkait dengan SDGs.    

3. Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah  

Pembiayaan inovatif kini juga dikembangkan untuk pembiayaan SDGs misalnya melalui PINA 

(Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan 

Usaha), pembiayaan melalui pasar modal (mis: Kehati Index), dan pasar uang (green bond), 

pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), 

mekanisme debt swap to SDGs, mekanisme impact investing, crowd financing, serta 

pembiayaan inovatif melalui blended finance (pemerintah, swasta dan filantropi).    

1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs  

Tahapan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Papua Tahun 2024-2029 ini 

dilakukan setelah penyusunan RPD Provinsi Papua 2024 ς 2026. Dengan demikian, tujuan dan sasaran 

RPD Provinsi Papua Tahun 2024 ς 2026 ini menjadi dasar penyusunan RAD TPB yang selanjutnya akan 
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di integrasikan kedalam dokumen RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025 ς 2045 dan RPJMD Provinsi Papua 

tahun 2025 ς 2029.  

Koordinator pelaksana penyusunan RAD TPB/SDGs ini adalah Kepala BAPPEDA Provinsi Papua dengan 

melibatkan ke-4 platform partisipasi (Pemerintah dan Parlemen, Organisasi Kemasyarakatan, 

Akademisi, Filantropi dan Pelaku Usaha), melalui pentahapan pelaksanaan penyusunan RAD TPB/SDGs 

sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 1.  3 Tahapan Penyusunan RAD TPB/SDGs Papua 

 

Pelaksanaan penyusunan RAD TPB Provinsi Papua tahun 2024 ς 2029 ini dilakukan dengan 4 tahap, 

yaitu 1). Sidang Pleno; 2). Pengisian Matriks; 3). Penyusunan Kebijakanm Target, Program dan 

Kegiatan; dan 4). Konsultasi Publik. Rincian tahapan pelaksanaan penyusunan antara lain: 

1. Sidang Pleno. Sidang Pleno dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu: 

¶ Sidang Pertama dilaksanakan untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan 

RAD TPB/SDGs 

¶ Sidang Kedua dilaksanakan untuk melakukan pleno konsolidasi lintas goals dan 

penyempurnaan draft 1 

2. Pengisian Matriks. Masing-masing POKJA melakukan pengisian Matriks RAD TPB/SDGs yang 

terdiri dari : 

¶ Matriks 1. (Capaian Indikator TPB/SDGs) 

¶ Matriks 2b. (Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah) 

¶ Matriks 3. (Program dan Kegiatan Non Pemerintah) 

RAD TPB 

Provinsi 

Papua Tahun 

2024-2029 
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¶ Matriks 4. (Program dan Kegiatan Pelaku Usaha/Bisnis) 

3. Penyusunan Kebijakan, Target, Program dan Kegiatan. Masing-Masing POKJA melakukan 

pembahasan : 

¶ Analisa situasi dan tantangan pelaksanaan 

¶ Kebijakan, target, program dan kegiatan indikator dan output terkait pencapaian 

TPB/SDGs 

¶ Alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana 

¶ Sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs 

4. Konsultasi Publik. Penerapan prinsip inklusif dan memastikan keterlibatan semua pihak dalam 

kegiatan konsultasi publik (Daring dan Luring)  

1.1 Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs  

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Papua 2022 ς 2026 terdiri atas lima bagian, 

sebagai berikut:   

BAB I. PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang mengenai keselarasan TPB/SDGs terhadap agenda RPJMN 2020 ς 2024 

dan agenda RPD Provinsi Papua 2024 ς 2026, Komitmen pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs, 

prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs, pembiayaan TPB/SDGs, metodologi penyusunan 

rencana aksi TPB/SDGs dan sistematika rencana aksi TPB/SDGs. 

BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs 

Menjabarkan tentang kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi 

Indonesia untuk beberapa indikator utama dari setiap tujuan TPB/SDGs. Bab ini menjadi 

gambaran akan data dasar (baseline) dan capaian hingga tahun 2022 yang menjadi tolak ukur 

dalam penentuan target, program, dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB/SDGs 

hingga tahun 2029.    

BAB III. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs 

Menggambarkan arah kebijakan pencapaian Pemerintah Daerah Provinsi Papua seperti yang 

dituangkan dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 dengan target pencapaian setiap 

tujuan TPB/SDGs hingga tahun 2029. Berdasarkan pada arah kebijakan ini, maka pemerintah 

menetapkan program-program pembangunan untuk pencapaian setiap Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis 
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(Renstra) OPD maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Bab ini juga 

menjelaskan garis besar dari program kerja non-pemerintah yang secara lebih rinci tertuang 

dalam matriks yang ada di lampiran RAD ini.    

BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN  

BAB ini menerangkan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, umpan balik 

dan tanggung jawab masing-masing platform partisipatif, serta waktu pelaksanaan RAD 

TPB/SDGs Papua Tahun 2024-2029. BAB ini berisi teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

TPB/SDGs berdasarkan arahan PERMEN PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan.  

BAB V. PENUTUP  

Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya dan proses yang dilakukan dalam 

penyusunan Renaksi TPB/SDGs, termasuk keterlibatan berbagai pihak dengan 

mengimplementasikan prinsip-prinsip TPB/SDGs Pada bagian ini juga diuraikan tentang kaidah 

pelaksanaan TPB/SDGs serta upaya untuk menguatkan sarana pelaksanaan.   
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BAB II 

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN 
PELAKSANAAN TPB/SDGs 

BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun  

2.1 Tanpa Kemiskinan 

 

Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun 

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu 

memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 

bermartabat. Konsep yang dipakai Indonesia dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan 

memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), sehingga kemiskinan merupakan kondisi 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan 

(diukur dari sisi pengeluaran). Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan 

merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga 

sosial dan budaya. Kondisi inilah yang menjadikan Pemerintah Indonesia memberikan perhatian 

yanglebih besar kepada target pengurangan kemiskinan ekstrem hingga tahun 2024. 

A. Status Capaian  

Tingkat Kemiskinan 

Tingkat Kemiskinan adalah presentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu 

minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Persentase Penduduk 

Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis 

kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan 

dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan 

yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. 

Kabupaten dengan jumlah presentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi papua adalah Kabupaten 

supiori, mencapai 37,91 persen di tahun 2021. Presentase penduduk miskin di Kabupaten Supiori ini 

telah mengalami penurunan dari 39,22 persen di tahun 2018 menjadi 36,91 persen di tahun 2020, 

namun kembali meningkat di tahun 2021 seiring dengan kondisi pandemic covid 19 yang melanda 

Indonesia pada tahun tersebut. Kabupaten Waropen menduduki posisi kedua dengan presentase 
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penduduk miskin di tahun 2021 sebesar 29,85 persen dan diikuti Kabupaten Mamberamo Raya 

sebesar 28,78 persen. Kota Jayapura memiki presentase penduduk miskin tersedikit yaitu sebesar 

11,39 persen dan kabupaten Jayapura sebesar 12,13 persen di tahun 2021. Lihat tabel berikut ini. 

 

Gambar 2. 1 Presentase Penduduk Miskin per Kabupaten 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Garis Kemiskinan (GK) 

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang 

untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-

makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan 

(GKNM). 1). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk 

kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi 

kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, 

telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll), dan 2). Garis 

Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-

makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar 

non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.  

Garis kemiskinan tertinggi berada di Kota Jayapura dan terus mengalami kenaikan dari Rp. 944.479 di 

tahun 2018 menjadi Rp. 1.051.297 di tahun 2021. Kondisi ini menunjukan bahwa nilai rupiah minimum 

yang diperlukan penduduk kota jayapura untuk memenuhi kebutuhan pokok selama sebulan rata-rata 

di atas satu juta rupiah. Untuk kabupaten dengan garis kemiskinan terendah adalah kabupaten supiori 

yang secara fluktuatif meningkat dari Rp. 434.625 di tahun 2018 menjadi Rp. 496.615 di tahun 2021. 

Apabila dibandingkan angka garis kemiskinan dengan presentase penduduk miskin, maka terlihat 

bahwa untuk pemenuhan kebutuhan pokok penduduk di kabupaten Supiori selama sebulan masih 

termasuk kategori rendah bila dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Papua, namun dalam 
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mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan kebutuhan lainnya 

terlihat masih sangat rendah sehingga presentase penduduk miskin di kabupaten Supiori masih cukup 

tinggi. Selain itu, beberapa faktor seperti upah minimum, kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi dan 

pengangguran akan semakin mepengaruhi peningkatan presentase penduduk miskin di daerah 

tersebut. Gambar berikut ini menujukan angka garis kemiskinan per kabupaten di Provinsi Papua. 

 

Gambar 2. 2 Garis kemiskinan per Kabupaten 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Kedalaman Kemiskinan (P1) 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan 

pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, 

semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. 

 

Gambar 2. 3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) per Kabupaten 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Dari gambar di atas, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan terendah berada di Kota Jayapura 

sebesar 2,53 di tahun 2021. Indeks kedalaman kemiskinan di beberapa kabupaten selain kota Jayapura 



 

14 

   

seperti Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, terlihat menurun sejak tahun 2018 

hingga 2020, namun kembali meningkat di tahun 2021. Kondisi berbanding terbalik terjadi di 

Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kep. Yapen 

dan Kabupaten Waropen yang indeks kedalaman kemiskinan terlihat menurun di tahun 2021. Kondisi 

ini menunjukan bahwa kabupaten yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan menurun artinya rata-

rata pengeluaran penduduk semakin dekat dengan garis kemiskinan, demikian sebaliknya apabila 

indeks kedalaman semakin meningkat maka rata-rata pengeluaran penduduk semakin jauh dari garis 

kemiskinan 

Keparahan Kemiskinan (P2) 

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai 

penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi 

ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. 

Indeks Keparahan kemiskinan di beberapa kabupaten selain kota Jayapura seperti Kabupaten 

Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, terlihat menurun sejak tahun 2018 hingga 2020, 

namun kembali meningkat di tahun 2021.  

 

Gambar 2. 4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) per Kabupaten 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Kondisi berbanding terbalik terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, 

Kabupaten Supiori, Kabupaten Kep. Yapen dan Kabupaten Waropen yang indeks kedalaman 

kemiskinan terlihat menurun di tahun 2021. Kondisi ini menunjukan bahwa kabupaten yang memiliki 

indeks keparahan kemiskinan menurun artinya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin 

semakin menurun, demikian sebaliknya apabila indeks keparahan kemiskinan meningkat maka 

Ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi. 
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Kemiskinan di Semua Dimensi 

Analisis Kemiskinan multidimensi yang diukur melalui indikator Kemiskinan Multidimensi adalah 

indikator kemiskinan dari pelbagai dimensi selain kurangnya pendapatan. Kemiskinan berbagai 

dimensi adalah kekurangan atau tidak memiliki akses pada pelbagai kebutuhan dasar bagi kehidupan 

seperti perumahan, sanitasi, air bersih, perawatan kesehatan, pendidikan, dan asset pokok untuk 

bertahan hidup secara layak. Analisis ini memperlihatkan pelbagai aspek kemiskinan yang berbeda 

dan luas dari kemiskinan yang diukur berdasarkan pendapatan. Tiga dimensi yang digunakan meliputi:  

Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, dan Standar Hidup yang diukur menggunakan 12 indikator. Setiap 

indikator akan ditampilkan untuk kelompok miskin dan rentan 

 

Gambar 2. 5 Indikator Kemiskinan Multidimensi 

Sumber: Meta Data Pilar Sosial Edisi II 

Dimensi #1. Kesehatan 

1.1. Imunisasi Dasar.  

Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 

12-23 bulan yang tidak mendapatkan imunisasi dasar. Imunisasi merupakan salah satu upaya menjaga 

kesehatan pada anak. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Imunisasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah imunisasi dasar untuk 

bayi sebelum berumur 1 (satu) tahun dan dilanjutkan dengan imunisasi lanjutan untuk anak umur di 

bawah 2 (dua) tahun. Imunisasi dasar terdiri atas imunisasi terhadap beberapa penyakit, yaitu 

imunisasi BCG untuk mencegah penyakit tuberkulosis (TBC), hepatitis B untuk mencegah penyakit 

hepatitis B, polio untuk mencegah penyakit poliomyelitis, DPT untuk mencegah penyakit difteri, 

pertusis, dan tetanus, serta imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak. Program imunisasi 

dasar lengkap dari pemerintah diberikan pada bayi berumur sebelum 1 (satu) tahun. Anak umur 12-

23 bulan dikatakan menerima imunisasi dasar lengkap jika anak sudah menerima 1 (satu) kali imunisasi 
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BCG, 3 (tiga) kali imunisasi polio, 3 (tiga) kali imunisasi DPT, 3 (tiga) kali imunisasi hepatitis B dan 1 

(satu) kali imunisasi campak. 

 

Gambar 2. 6 Presentase Imunisasi Dasar per Kabupaten 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

1.2. Gizi. Prevalensi of Undernourishment (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada 

anggota rumah tangga yang kekurangan gizi.  

Kekurangan Gizi yang meliputi kategori Gizi buruk dan Gizi Kurang dihitung berdasarkan Indeks Berat 

Badan menurut panjang dan tinggi badan (BB/PB atau TB). 

 

Gambar 2. 7 PresentaseAnak Kurang Gizi (Underweight) per Kabupaten 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

1.3. Morbilitas. Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan. 

Status kesehatan masyarakat dapat mencerminkan seberapa banyak penduduk dalam sebulan 

terakhir yang sakit yaitu mereka mempunyai keluhan kesehatan dan mengganggu kegiatan sehari-

hari. Sakit yang dimaksud dalam definisi ini adalah sakit yang bersifat akut (mendadak) maupun sakit 

yang bersifat kronis yang tidak selalu dapat mengancam jiwa.  
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Gambar 2. 8 Presentase Penduduk yang mengalami gangguan Kesehatan per Kabupaten  

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Dimensi #2. Pendidikan 

2.1. Lama Sekolah. 

Persentase penduduk usia 25 ς 60 tahun yang tidak tamat SMP, terjadi deprivasi jika ada anggota 

rumah tangga yang tidak menyelesaikan pendidikan SMP pada usia 25 ς 60 tahun. Indikator ini 

mencerminkan penduduk usia sekolah SMP (13-15 tahun) yang tidak mendapatkan akses pada 

pendidikan SMP pada saat program wajib belajar 9 tahun diberlakukan sejak tahun 1994. Mereka yang 

tidak mempunyai ijazah SMP adalah mereka yang dirugikan karena tidak memperoleh atau 

memanfaatkan kesempatan bersekolah di tingkat SMP sehingga kesempatan untuk meningkatkan 

kualitas diri dengan melanjutkan pada pendidikan yang lebih tinggi menjadi hilang.  

 

Gambar 2. 9 Presentase Lama Sekolah per Kabupaten 

Sumber: BPS Tahun 2019 ς 2022 

 

2.2.  Partisipasi sekolah. 
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Persentase anak usia sekolah 7 ς 18 tahun yang tidak/belum bersekolah, terjadi deprivasi jika ada anak 

usia sekolah 7 ς 18 tahun yang tidak/belum bersekolah. 

 

Gambar 2. 10 Presentase anak usia sekolah 7 ς 18 tahun yang tidak bersekolah per kabupaten 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Dimensi #3. Standar Hidup 

3.1. Listrik. 

Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik, terjadi deprivasi jika tanpa 

listrik. 

 

Gambar 2. 11 Presentase Rumah tangga yang penerangannya bukan listrik per kabupaten 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

3.2. Air minum. 

Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumah tangga 

tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan 

kaki dari rumah. 
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Presentase rumah tangga tanpa air minum layak per kabupaten 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

3.3. Sanitasi. 

Persentase rumah tangga tidak mempunyai WC layak, terjadi deprivasi jika jika rumah tangga tidak 

mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama. 

 

Gambar 2. 12 Presentase rumah tangga tanpa WC layak atau menggunakan WC bersama 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

3.4. Lantai. 

Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang 

dari 8 m2, terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau 

luas lantai per kapita kurang dari 8m2. 
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Gambar 2. 13 Presentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

3.5. Bahan bakar memasak. 

Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg, terjadi deprivasi jika 

memasak menggunakan elpiji 3kg. 

 

Gambar 2. 14 Presentase rumah tangga dengan bahan bakar elpiji 3 kg 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

3.6. Aset. 

Persentase rumah tangga yang tidak punya aset produktif, terjadi deprivasi jika rumah tangga tidak 

mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil. 
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Gambar 2. 15 Presentase rumah tangga tanpa asset produktif 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

3.7. Akta kelahiran. 

Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran, terjadi deprivasi jika 

ada anggota rumahtangga yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran. 

 

Gambar 2. 16 Presentase penduduk usia 0 ς 17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

3.8. Akses internet. 

Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota 

rumah tangga yang bisa mengakses internet. 
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Gambar 2. 17 Presentase rumah tangga tanpa akses internet 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

3.9. Pekerjaan 

Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada 

anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 

jam seminggu. 

 

Gambar 2. 18 Presentase rumah tangga dengan anggota keluarga yang bekerja kurang dari 20 
jam/minggu 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Perlindungan Sosial ς Program Jaminan perlindungan sosial PBI menurut SJSN. 

Program Bantuan Iuran (PBI) merupakan bentuk iuran jaminan kesehatan yang disetorkan oleh 

Pemerintah kepada pihak BPJS kesehatan setiap bulannya yang peruntukannya bagi kelompok 

masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah atau orang-orang tidak mampu. Beberapa 

syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan sosial PBI ini antara lain: 1). Masyarakat yang 

termasuk dalam golongan masyarakat miskin atau kurang mampu; 2). Terdaftar dalam data terpadu 
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kesejahteraan sosial (DTKS); 3). Memiliki data yang sesuai dengan data di Dukcapil; dam 4). Bukan 

termasuk pekerja penerima upah. Jika sudah memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka Dinas Sosial 

akan mengurus pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya 

saat hendak berobat di fasilitas kesehatan rujukan tanpa membayar. Pelaksanaan Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN) ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian pada tahun 2011 

pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang 

kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan. Melalui Program 

Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS 

Kesehatan, negara hadir di tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi 

oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata. 

 

Gambar 2. 19 Presentase penduduk yang menerima program jaminan sosial 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Perlindungan Sosial ς Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. 

Selain program jaminan sosial kesehatan, Pemerintah melalui UU Nomor 24 Tahun 2011 juga telah 

menunjuk PT. Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara program jaminan sosial di bidang 

ketenagakerjaan, yang saat ini dikenal dengan nama BPJS Ketenagakerjaan, yang meliputi Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKm). 

Pelaksanaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dan pembiayaan yang berkelanjutan merupakan 

tantangan yang sangat besar dan membutuhkan serangkaian langkah-langkah besar dari Pemerintah 

dan BPJS Ketenagakerjaan.  
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Gambar 2. 20 Proporsi peserta jaminan sosial bidang ketenangakerjaan 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Akses Terhadap Pelayanan Dasar - layanan air minum dan Layanan Sanitasi Dasar 

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran 

umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur 

terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, 

penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, 

air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Indikator ini digunakan untuk 

memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air 

berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat.  

 

Gambar 2. 21 Presentase rumah tangga dengan air minum layak 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 
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Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit, dimana semakin 

besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukan semakin 

baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah. 

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan 

antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah 

rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang 

memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau 

bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat 

pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Indikator ini 

digunakan untuk mengukur rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik di 

perkotaan maupun perdesaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek 

kesehatan dan menunjukkan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di suatu 

wilayah. 

 

Gambar 2. 22 Presentase rumah tangga yang memiliki WC layak 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Ketahanan Masyarakat Miskin 

Risiko perubahan iklim dan bencana merupakan ancaman serius pada pembangunan sosial ekonomi 

Indonesia dan dapat mengganggu perolehan pendapatan negara yang saat ini juga sudah cukup sulit. 

Berbagai risiko tersebut diperkirakan akan meningkat di masa mendatang dengan adanya perubahan 

iklim, dengan dampak yang meluas pada empat sektor prioritas dalam Kebijakan Pembangunan 

Berketahanan Iklim (PBI) 2020-2045. Guncangan dan tekanan iklim juga akan memaksa penduduk 

yang hampir miskin masuk ke dalam kategori miskin, oleh karena itu diperlukan hubungan yang lebih 

erat antara upaya untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan ketahanan iklim sehingga 

pencapaian keduanya dapat berkelanjutan. Intervensi pengentasan kemiskinan, termasuk penurunan 
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beban ekonomi, penanganan isolasi spasial, dan peningkatan kapasitas ekonomi, perlu direncanakan 

dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan risiko iklim saat ini dan masa depan. Aksi iklim perlu 

direncanakan dengan seksama sehingga dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat 

miskin dan hampir miskin serta mencegah meningkatnya kerentanan dan ketidaksetaraan.  

Kemetrian lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia telah mengembangkan suatu sistem 

yang dapat mengeluarkan informasi berupa indeks tingkat kerentanan suatu wilayah dengan satuan 

analisa terkecil adalah pada tingkat desa/kampung. Sistem tersebut dinamakan SIDIK (Sistem 

Informasi Data Indeks Kerentanan), dimana Indeks kerentanan suatu wilayah disusun dengan 

mengkombinasikan Indeks Keterpaparan dan Sensivitas (IKS) dan Indeks Kapasitas Adaptasi (IKA). 

Tabel berikut ini menunjukan data indeks kerentanan, resiko banjir dan resiko kekeringan di setiap 

kota/kabupaten di Provinsi Papua yang dikeluarkan oleh Kementrian LHK Tahun 2023.  

Tabel 2. 1 indeks kerentanan wilayah dan perubahan iklim per kabupaten 

Kota/Kabupaten IKA IKS Kerentanan Risiko Banjir Risiko Kering 

Kota Jayapura 0.70 0.58 2 3 5 

Kab. Jayapura 0.70 0.69 2 2 4 

Keerom 0.64 0.71 2 2 4 

Sarmi 0.68 0.66 2 2 4 

Memberamo Raya 0.51 0.74 3 4 5 

Biak Numfor 0.70 0.67 2 2 4 

Supiori 0.69 0.66 2 3 4 

Yapen 0.63 0.71 2 2 4 

Waropen 0.61 0.68 2 2 4 

Sumber: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIDIK) Tahun 2023 

Keterangan: 

Angka 1 : Tidak Rentan; Angka 2 : Agak Rentan; Angka 3 : Cukup Rentan; Angka 4 : Rentan; dan Angka 5 : Sangat 

Rentan 

B. Tantangan  

Dalam pelaksanaan Pembangunan di provinsi Papua, tantangan utama yang dihadapi penanggulangan 

kemiskinan antara lain 1). Konektivitas (akses jalan) antar wilayah masih terbatas, 2). Akses terhadap 

pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masih terbatas, 3). Tingkat kesenjangan antar wilayah di 

Papua, 4) stabilitas harga komoditas konsumsi penduduk miskin dan kebutuhan konsumsi non-

makanan seperti rumah, listrik, BBM, sanitasi dll masih terbatas, 5) belum maksimalnya pendataan 

penduduk miskin, dan 6). Akses terhambat program perlindungan dan jaminan sosial masih sangat 

terbatas. Kondisi ini yang selalu menjadikan disparitas penduduk miskin antar kabupaten dan kota 

semakin meningkat, dan upaya untuk memberdayakan penduduk marjinal yang 

pendapatan/pengeluaran sedikit diatas garis kemiskinan berjalan lambat sehingga sangat rentan 

untuk masuk dalam katagori penduduk miskin. Kondisi ini yang selalu menjadikan disparitas penduduk 
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miskin antar kabupaten dan kota semakin meningkat, dan upaya untuk memberdayakan penduduk 

marjinal yang pendapatan/pengeluaran sedikit diatas garis kemiskinan berjalan lambat sehingga 

sangat rentan untuk masuk dalam katagori penduduk miskin.   
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2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Meningkatkan Pertanian Berkelanjun  

 

Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan 
Gizi yang Baik, Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 

Tujuan TPB 2 adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta 

meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tujuan ini dicapai apabila setiap orang, khususnya warga 

miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan termasuk ibu hamil, bayi dan disabilitas memiliki 

akses atas pangan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun, untuk dapat hidup sehat, cerdas, 

aktif, dan produktif.  

A. Status Capaian  

Ketahanan Pangan 

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu daerah sampai dengan 

perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. 

Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi Prevalensi 

Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) dan Prevalensi penduduk 

dengan kerawanan pangan sedang atau berat memerlukan serangkaian indikator yang mencerminkan 

ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.  

 

Gambar 2. 23 Peta Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2021 

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Tahun 2021 

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor 

pendukungnya, maka Badan Pangan Nasional telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam 
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bentuk IKP (Indeks Ketahanan Pangan) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem 

yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan 

IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan 

pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review 

terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan 

pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) Ketersediaan data secara rutin 

untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.  

 

Gambar 2. 24 Status Kerawanan Pangan Provinsi Papua  

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Tahun 2021 

Tabel berikut ini menunjukan indeks ketahanan pangan pada kota/kabupaten di Provinsi Papua Tahun 

2019 ς 2022 

Tabel 2. 2 Indeks Ketahanan Pangan per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2022 

 

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Tahun 2021 

Keterangan Kab Kota 

Sangat Rentan <= 41.52 <= 28.84 
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Kota Jayapura 0.00 76.94 62.20 68.83 0.00 65.87 73.69 70.18 8.89 49.00 43.71 35.48 17.68 49.89 42.34 37.80

Kab. Jayapura 24.90 81.54 65.44 58.11 10.35 83.38 66.98 54.91 10.35 83.38 66.98 54.91 58.91 85.88 67.96 70.62

Keerom 37.72 75.67 65.55 60.24 48.84 71.85 62.94 61.38 48.84 71.85 62.94 61.38 55.66 73.57 56.13 61.22

Sarmi 0.00 70.54 58.79 44.68 0.00 68.91 60.14 44.73 0.00 68.91 60.14 44.73 38.26 77.97 55.49 57.07

Memberamo Raya 0.00 39.45 19.92 19.80 0.00 41.14 24.03 21.95 0.00 41.14 24.03 21.95 0.00 46.94 22.19 22.96

Biak Numfor 0.00 67.80 70.43 48.51 0.00 68.43 71.35 49.07 0.00 68.43 71.35 49.07 0.00 67.44 69.82 48.16

Supiori 0.00 41.97 47.48 31.59 0.00 39.03 41.01 28.11 0.00 39.03 41.01 28.11 0.00 34.88 48.50 29.87

Yapen 0.00 57.15 65.59 43.38 0.00 57.82 66.44 43.92 0.00 57.82 66.44 43.92 0.00 61.54 65.90 44.82

Waropen 0.00 52.49 54.39 37.50 39.13 53.95 55.27 50.03 39.13 53.95 55.27 50.03 41.53 53.00 41.33 44.89

Kota/ Kabupaten

2019 2020 2021 2022
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Rentan > 41.52 - 51.42 > 28.84 - 41.44 

Agak Rentan > 51.42 - 59.58 > 41.44 - 51.29 

Agak Tahan > 59.58 - 67.75 > 51.29 - 61.13 

Tahan > 67.75 - 75.68 > 61.13 - 70.64 

Sangat Tahan > 75.68 > 70.64 

Gizi 

Kondisi gizi sangat berpengaruh terhadap angka kesakitan, kematian dan kualitas hidup seseorang. 

Telah diketahui bahwa masa yang terpenting dalam kehidupan manusia untuk pembentukan 

perkembangan otak, kecerdasan, dan pertumbuhan fisik adalah masa 1000 hari pertama kehidupan 

(sejak dalam kandungan hingga berusia 2 tahun). Gangguan-gangguan kesehatan yang terjadi pada 

periode ini akan mempengaruhi kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan 

tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit-penyakit metabolisme pada 

usia dewasa. Pengukuran status gizi dapat diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu Berat Badan menurut 

Umur/Underweight (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur/Stunted (TB/U), dan Berat Badan menurut 

Tinggi Badan/Wasted (BB/TB). Pengukuran ini didasarkan atas standar World Health Organization dan 

telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar 

Antropometri Anak.  

Kondisi Gizi suatu daerah sangatlah dipengaruhi oleh pola konsumsi kalori dan protein perkapita per 

hari, terutama pengaruh asupan gizi yang dikonsumsi seorang ibu proses dalam 1000 (seribu) hari 

kehidupan yang dapat berdampak besar terhadap status gizi bayi yang akan dilahirkan. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi 

yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, maka telah ditentukan bahwa rata-rata angka 

kecukupan konsumsi kalori/energi (AKE) untuk masyarakat Indonesia sebesar 2100 (dua ribu seratus) 

kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi, dan rata-rata angka kecukupan protein bagi 

masyarakat Indonesia sebesar 57 (lima puluh tujuh) gram per orang per hari pada tingkat konsumsi. 

Angka kecukupan tersebut menunjukkan banyak kalori dan protein minimum yang diperlukan setiap 

penduduk dalam sehari untuk dapat hidup sehat dan aktif.  
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Gambar 2. 25 Status Gizi Anak Per Kabupaten/Kota 

Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 dan 2022 

Selain angka kecukupan gizi (Energi/Protein), kualitas konsumsi pangan juga sangat berpengaruh pada 

prevalensi status gizi di suatu daerah. Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola 

Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar 

kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan 

pangan yang ideal di suatu wilayah. Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) 

adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan 

utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai 

situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan 

konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan 

preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk 

menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.  

Tahapan perhitungan PPH dimulai dengan Mengelompokkan jenis pangan ke dalam 8 (delapan) 

kelompok pangan, yaitu (1) Padi-padian, (2) Umbi-umbian, (3) Pangan Hewani, (4) Minyak dan Lemak, 

(5) Buah/Biji Berminyak, (6) Kacang-kacangan (7) Gula, dan (8) Sayur dan Buah. Kemudian dilakukan 

perhitungan jumlah energi masing-masing kelompok pangan dengan DKBM (Daftar Komposisi Bahan 
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Makanan), dan Menghitung persentase masing-masing kelompok pangan terhadap total energi per 

hari. Skor PPH dihitung dengan mengalikan persen energi dari kelompok pangan dengan bobot.  

 

Gambar 2. 26 Pola Konsumsi Pangan Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022 

Sumber: Susenas Maret 2018 ς 2022 (BPS) diolah Badan Pangan Nasional 

Produktivitas Pertanian 

Produktivitas pertanian merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan akan diterima pada 

waktu panen (penerimaan) dengan luas lahan atau biaya yang dikorbankan atau dengan kata lain 

Produktivitas pertanian merupakan rasio keluaran pertanian terhadap masukan. Meskipun produk 

individual biasanya diukur berdasarkan berat, yang dikenal sebagai hasil panen, produk yang 

bervariasi membuat pengukuran hasil pertanian secara keseluruhan menjadi sulit. Oleh karena itu, 

produktivitas pertanian biasanya diukur sebagai nilai pasar dari hasil akhir. Produktivitas ini dapat 

dibandingkan dengan berbagai jenis input seperti tenaga kerja atau tanah. Perbandingan seperti ini 

disebut ukuran produktivitas parsial. Produktivitas pertanian juga dapat diukur dengan apa yang 

disebut produktivitas faktor total (TFP). Metode penghitungan produktivitas pertanian ini 

membandingkan indeks masukan pertanian dengan indeks keluaran. Ukuran produktivitas pertanian 

ini ditetapkan untuk memperbaiki kekurangan ukuran produktivitas parsial; khususnya, seringkali sulit 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Perubahan TFP 

biasanya disebabkan oleh kemajuan teknologi. 
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Gambar 2. 27 Nilai Tambah Pertanian Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022 

Sumber: BPS Tahun 2018 - 2022 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan  

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah 

pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan 

cadangan pertanian pengan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk 

mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. 

Sumberdaya Genetik Tanaman dan Hewan untuk Pangan  

Sumber daya genetik hewan untuk pangan dan pertanian (SDGT), juga dikenal sebagai sumber daya 

genetik hewan ternak atau keanekaragaman hayati ternak, adalah sumber daya genetik (yaitu materi 

genetik dengan nilai aktual atau potensial) dari spesies unggas dan mamalia, yang digunakan untuk 

tujuan pangan dan pertanian. Sumber daya genetik merupakan bagian dan elemen spesifik dari 

keanekaragaman hayati pertanian. 

Indeks Orientasi Pertanian (IOP) 

Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah adalah pangsa pengeluaran untuk 

pertanian terhadap total pengeluaran pemerintah dibagi dengan pangsa nilai tambah pertanian 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Cakupan pertanian dalam arti luas, yaitu meliputi pertanian 

(tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), kehutanan, dan perikanan. 1). Nilai IOP > 1 

merefleksikan orientasi yang lebih tinggi ke arah sektor pertanian, yaitu sektor ini menerima proporsi 

pengeluaran pemerintan yang lebih tinggi relatif terhadap sumbangannya bagi nilai tambah ekonomi 

nasional; 2). Nilai IOP < 1 merefleksikan orientasi lebih rendah terhadap pertanian; dan 3). Nilai IOP 

=1 merefleksikan orientasi pemerintah netral terhadap sektor pertanian. 
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Indikator Anomali Harga Pangan 

Indikator anomali harga pangan (IAHP) mengidentifikasi harga-harga pangan di berbagai pasar yang 

secara abnormal tinggi. IAHP ini memperlihatkan tingkat pertumbuhan tertimbang dari harga-harga 

pangan, baik dalam satu tahun atau beberapa tahun. IAHP ini secara angsung mengevaluasi 

peningkatan harga-harga pangan dalam satu bulan tertentu selama beberapa tahun, dengan 

memperhitungkan sifat pasar pertanian musiman dan inflasi, sehingga dapat menjawab pertanyaan 

apakah perubahan harga tersebut dikategorikan abnormal atau tidak dalam suatu periode tertentu. 

B. Tantangan  

Tantangan dalam mencapai target TPB tujuan 2 Tanpa Kelaparan di Papua terkait erat dengan 

pembangunan sistem pangan, pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam hubungannya dengan ketahanan Papua, beberapa permasalahan dan tantangan 

yang dihadapi antara lain ketersediaan pangan lokal yang belum merata, akses terhadap pangan yang 

masih sulit, pemanfaatan pangan yang masih kurang maksimal sehingga memicu tingginya jumlah 

penduduk yang berada dalam kondisi rentan, terutama pada daerah pegunungan yang masih terbatas 

akses jalan. Kondisi ini sangat mempengaruhi akses masyarakat lokal terhadap makanan yang aman, 

bergizi, dan cukup untuk bayi dan anak. Selain itu, masih banyak terdapat penduduk miskin yang 

mengalami kekurangan gizi yang ditunjukkan oleh prevalensi stunting, malnutrisi, anemia pada ibu 

hamil, dan rendahnya pemberian ASI eklusif pada bayi. Nilai Tambah Peranian (NTP) juga masih 

terlihat menurun sejak kondisi pandemic covid-19 melanda daerah ini di awal tahun 2020. Pandemi 

ini sangat mempengaruhi kemampuan dalam penyediaan pangan di beberapa kabupaten di Papua, 

menghambat kelancaran kinerja rantai pasok pangan, dan menurunkan kemampuan masyarakat, 

terutama golongan 40% pendapatan terendah, dalam memenuhi konsumsi pangan yang beragam 

bergizi seimbang dan aman. Kelompok yang paling terkena dampak pandemi ini adalah penduduk 

dengan pendapatan 40% terbawah, termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui, balita, 

dan disabilitas. Pandemi ini juga menyebabkan disparitas perawatan kesehatan yang lebar dan 

menghadapi tantangan dalam penyediaan tenaga kesehatan yang cukup, sarana alat kesehatan dan 

obat-obatan serta pembiayaan yang sangat mahal. 
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2.3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua  

 

Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan 
Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 

Tujuan dari TPB 3 adalah Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua 

orang di segala usia merupakan isu yang kompleks dan dalam pencapaiannya perlu 

mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kesenjangan pelayanan kesehatan, kesenjangan 

ekonomi, kesetaraan gender, perubahan iklim dan lingkungan, serta transisi epidemiologi penyakit 

menular dan tidak menular 

A. Status Capaian  

Angka Kematian Ibu 

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari 

sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena 

kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup 

 

Gambar 2. 28 Angka Kematian Ibu per 1.000 hari kehidupan 

Sumber: Profilkes Papua 2019 dan 2021 

Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita 

Tingkat kesehatan umumnya dilihat dari besar kecilnya angka kematian, karena erat hubungannya 

dengan kualitas kesehatan. Kualitas kesehatan membawa implikasi kebijakan peningkatan cakupan 

sarana dan pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, pencegahan dan penanganan 

penyakit menular serta pemahaman dan kesadaran perilaku sehat masyarakat. Angka kematian 

bayi/Infant Mortality adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu tahun per 1.000 



 

36 

   

kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka ini digunakan sebagai indikator kemajuan tingkat 

pelayanan kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/Neo Natal 

Death Rate) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 

kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Sedangkan kematian Post Neonatal adalah kematian yang 

terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup 

selama 1 tahun. 

 

Gambar 2. 29 Angka Kematian Bayi per 1.000 hari kehidupan 

Sumber: Profilkes Papua 2019 dan 2021 

 

Gambar 2. 30 Angka kematian Neonatal per 1.000 hari kehidupan 

Sumber: Profilkes Papua 2019 dan 2021 

Malaria 

Malaria merupakan salah satu penyakit menular selain HIV AIDS dan Tuberkolusis yang 

pengendaliannya menjadi bagian dari tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai 

komitmen global yang harus dicapai pada akhir tahun 2030. Pada tingkat nasional program eliminasi 
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malaria ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tanggal 

28 April 2009 tentang ά9ƭƛƳƛƴŀǎƛ aŀƭŀǊƛŀ Řƛ LƴŘƻƴŜǎƛŀέΦ ¢ŀǊƎŜǘ program eliminasi malaria adalah 

seluruh wilayah di Indonesia bebas dari malaria selambat-lambatnya tahun 2030. Penilaian eliminasi 

malaria diawali dari tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2020 terdapat tiga provinsi yang seluruh 

kabupaten/kotanya telah dinyatakan bebas malaria, yaitu DKI Jakarta, Bali, dan Jawa Timur. Tiga 

provinsi di Indonesia bagian timur belum memiliki kabupaten/kota yang berstatus eliminasi malaria, 

yaitu Maluku, Papua Barat, dan Papua. Meskipun belum ada kabupaten/kota yang eliminasi di tiga 

provinsi tersebut namun sudah ada beberapa kabupaten yang mencapai endemis rendah dan bersiap 

menuju eliminasi malaria. Gambar berikut ini menunjukkan persebaraan kabupaten/kota endemis 

malaria pada tahun 2020 di seluruh Indonesia. Warna putih menunjukkan kabupaten/kota eliminasi. 

Tingkat endemisitas digambarkan dengan warna hijau, kuning dan gradasi merah. 

Angka Kesakitan Malaria  

Angka kesakitan malaria digambarkan dengan indikator Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 

penduduk, yaitu proporsi antara pasien positif malaria terhadap penduduk berisiko di wilayah 

tersebut dengan konstanta 1.000.  

 

Gambar 2. 31 Kejadian Malaria per 1.000 Orang 

Sumber: Profilkes Papua 2019 dan 2021 

Hepatitis B 

Hepatitis B adalah peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus ini dapat 

menular melalui hubungan seksual atau berbagi jarum suntik. Infeksi hepatitis B umumnya tidak 

bertahan lama dalam tubuh penderita dan dapat sembuh dengan sendirinya tanpa diobati. Kondisi ini 

disebut infeksi hepatitis akut atau hepatitis B akut. Namun, infeksi hepatitis B juga bisa menetap dan 

bertahan dalam tubuh seseorang atau menjadi kronis. Sejak tahun 2013 telah dilakukan Kegiatan 
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Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil dilayanan Kesehatan dasar (Puskesmas) dan 

Jaringannya. Pemeriksaan Hepatitis B pada ibu hamil dilakukan melalui pemeriksaan darah dengan 

menggunakan tes cepat/Rapid Diagnostic Test (RDT) HBsAg. HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) 

merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang memberikan arti adanya 

infeksi hepatitis B. Bayi yang lahir dari ibu yang terdeteksi Hepatitis B (HBsAg Reaktif) diberi HBIg 

(Hepatitis B Imunoglobulin) sebelum 24 jam kelahiran disamping imunisasi aktif sesuai program 

Nasional (HB0, HB1, HB2 dan HB3). HBIg merupakan serum antibodi spesifik Hepatitis B yang 

memberikan perlindungan langsung kepada bayi. Program Nasional dalam Pencegahan dan 

Pengendalian Virus Hepatitis B saat ini fokus pada pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA) karena 

95% anak berisiko tertular Hepatitis B kronik dari ibunya yang Positif Hepatitis B. 

 

Gambar 2. 32 Insiden Hepatitis B per Kabupaten/Kota 

Sumber: Profilkes Papua 2019 dan 2021 

Filariasis 

Filariasis adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan melalui 

nyamuk.  Di Indonesia, cacing filaria terdiri dari tiga spesies yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malayi 

dan Brugia timori. Penyakit ini menginfeksi jaringan limfe (getah bening). Filariasis menular melalui 

gigitan nyamuk yang mengandung cacing filaria dalam tubuhnya. Dalam tubuh manusia, cacing 

tersebut tumbuh menjadi cacing dewasa dan menetap di jaringan limfe sehingga menyebabkan 

pembengkakan di kaki, tungkai, payudara, lengan dan organ genital.  
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Gambar 2. 33 Kejadian Filariasis per Kabupaten/Kota  

Sumber: Profilkes Papua 2019 dan 2021 

Di Indonesia, pada tahun 2020 terdapat 9.906 kasus filariasis yang tersebar di 34 Provinsi. Angka ini 

terlihat menurun dari data tahun sebelumnya karena dilaporkan beberapa kasus meninggal dunia dan 

adanya perubahan diagnosis sesudah dilakukan validasi data/konfirmasi kasus klinis kronis yang 

dilaporkan tahun sebelumnya. 

Kusta 

Penyakit Kusta dalah penyakit infeksi kronis ini menyerang kulit, saraf tepi, mukosa saluran pernafasan 

atas dan mata. Penatalaksanaan kasus kusta yang buruk dapat menyebabkan kusta menjadi progresif, 

menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata. Penyebab penyakit 

kusta ada bakteri Mycobacterium leprae.  

 

Gambar 2. 34 Kejadian Kusta per KabUpaten/Kota 

Sumber: Profilkes Papua 2019 dan 2021 
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Tekanan darah tinggi (Hipertensi) 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi ketika tekanan darah di atas batas normal 

(130/80 mmHg atau lebih). Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan 

yang membahayakan nyawa jika dibiarkan. Bahkan, gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan 

risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Istilah tekanan darah sendiri bisa 

digambarkan sebagai kekuatan dari sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh yang merupakan 

pembuluh darah utama. Besarnya tekanan yang terjadi bergantung pada resistensi dari pembuluh 

darah dan seberapa intens jantung untuk bekerja. 

 

Gambar 2. 35 Prevelensi Hipertensi per Kabupaten/Kota 

Sumber: Profilkes Papua 2019 dan 2021 

Obesitas 

Obesitas adalah kondisi yang menggambarkan seseorang memiliki badan berlebih, kegemukan dan 

mengandung banyak lemak pada tubuhnya. Terdapat bermacam cara untuk melakukan klasifikasi 

terhadap kegemukan, tetapi metode yang paling banyak digunakan adalah menggunakan indeks 

massa tubuh (IMT). Metode ini dilakukan dengan mengukur perbandingan antara berat badan 

(kilogram) dan tinggi badan (meter) kuadrat. 
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Gambar 2. 36 Presentase Obesitas per Kabupaten/Kota 

Sumber: Profilkes Papua 2019 dan 2021 

Narkotika, Psikotropoja dan Obat Terlarang (NAPZA) 

Penyalahgunaan Napza merupakan penyakit otak yang bersifat chronic relapsing disease. Terdapat 

berbagai aspek yang terkait penyalahgunaan Napza, yaitu aspek biologis, psikologis dan sosial. Secara 

biologis terjadi perubahan fungsi dan struktur otak pada seseorang dengan ketergantungan Napza 

yang dapat mempersulit proses perubahan perilaku. Dalam proses pemulihan setiap penyalahguna 

harus menjalani program rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan dari masingmasing individu. Stigma 

yang berkembang di masyarakat dan petugas kesehatan terhadap penyalahguna Napza membuat 

aksesibilitas dalam rehabilitasi belum optimal. Pemerintah melalui Undang-undang dan Peraturan 

Pemerintah lainnya menyediakan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna Napza melalui fasilitas 

pelayanan kesehatan Institusi Penerima Wajib Lapor yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui 

Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes).   

Setiap penyalahguna wajib melaporkan diri ke Institut Penerima Wajib Lapor (IPWL) antara lain 

puskesmas, rumah sakit umum, BNN, POLRI, RSJ/RSKO, dan LAPAS/RUTAN, dan kemudian dilanjutkan 

dengan rehabilitasi medis. IPWL yang aktif dapat memberikan layanan pencegahan dan rahabilitasi 

penyalahgunaan Napza sehingga dapat menurunkan tingkat ketergantungan Napza dan mencegah 

penyalahgunaan zat yang lain.  

Pelayanan KB 

Beberapa studi menunjukkan pelayanan KB (termasuk KBPP) yang efektif dapat mengurangi kematian 

ibu dengan cara mengurangi kehamilan dan mengurangi kelahiran risiko tinggi. Salah satu faktor 

memberikan dampak pada peningkatan Angka Kematian Ibu adalah risiko 4 Terlalu (Terlalu muda 

melahirkan di bawah usia 21 tahun, Terlalu tua melahirkan di atas 35 tahun, Terlalu dekat jarak 



 

42 

   

kelahiran kurang dari 3 tahun dan Terlalu banyak jumlah anak lebih dari 2 (dua). Persentase ibu 

meninggal yang melahirkan berusia di bawah 20 tahun dan di atas  35 tahun adalah 33% dari seluruh 

kematian ibu, sehingga apabila program KB dapat dilaksanakan dengan baik lagi, kemungkinan 33% 

kematian ibu dapat dicegah melalui pemakaian kontrasepsi.  

 

Gambar 2. 37 proporsi Perempuan Usia 15-49 Tahun dengan Kontrasepsi Modern 

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022 

 

Gambar 2. 38 Total Fertility Rate pe Kabupaten/Kota 

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022 

Pelayanan Kesehatan Dasar 

Unmet need pelayanan kesehatan atau persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan 

terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan adalah perbandingan antara banyaknya penduduk 

yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan dan jumlah 

penduduk, dinyatakan dalam satuan persen (%). Aktifitas yang dimaksud adalah aktifitas penduduk 

sehari-hari seperti bekerja, bersekolah atau kegiatan sehari-hari lainnya.  
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Gambar 2. 39 Presentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan 

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022 

Persentase merokok pada penduduk umǳǊ җмр ǘŀƘǳƴΦ 

Kebiasaan merokok dapat menyebabkan munculnya penyakit kronis pada usia produktif dan 

meningkatkan morbiditas serta kematian prematur yang tinggi. Penyebab utama kematian terkait 

kebiasaan merokok adalah penyakit jantung, kanker, stroke dan penyakit saluran pernapasan (WHO, 

2020b). Lebih jauh lagi, studi di Indonesia menunjukkan beberapa dampak kesehatan dari perokok 

pasif antara lain pertumbuhan berat badan anak yang lebih rendah (TCSC-IAKMI, 2020) dan 

peningkatan peluang pneumonia pada balita (Alnur, Ismail, & Padmawati, 2017).  

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menekan jumlah perokok di Indonesia antara lain 

membentuk kawasan tanpa rokok, membatasi iklan, promosi, dan sponshorship rokok, serta 

peningkatan tarif cukai hasil tembakau.  

 

Gambar 2. 40 Presentase penduduk merokok usia ² 15 Tahun 

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2018 - 2022 
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Vaksin Nasional 

Indikator ini mencakup target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional antara lain 

1). Cakupan vaksin yang mengandung DPT (dosis ke-3) : Persentase bayi yang menerima 3 dosis vaksin 

DPT pada tahun tertentu; 2). Cakupan campak (dosis kedua): Persentase anak yang menerima dua 

dosis vaksin campak yang sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan secara nasional melalui 

layanan imunisasi rutin pada tahun tertentu; dan 3). Cakupan vaksin konjugat pneumokus/PCV (dosis 

terakhir dalam jadwal): Persentase bayi yang menerima vaksin konjugasi pneumokokus yang 

direkomendasikan secara nasional pada tahun tertentu. 

 

Gambar 2. 41 Presentase anak yang menerima vaksin DPT 

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2018 - 2022 

 

Gambar 2. 42 Presentase Anak yang menerima Vaksin Campak  

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2018 - 2022 

Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. 



 

45 

   

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 

tentang Standar Target Rasio Kebutuhan SDMK Tahun 2014, 2019, dan 2025. Maka proyeksi rasio 

kebutuhan SDMK untuk tahun 2025 untuk setiap 100.000 penduduk adalah: (a) 12 dokter spesialis, 

(b) 50 dokter umum; (c) 14 dokter gigi, (d) 200 perawat, (e) 130 bidan, (f) 21 perawat gigi, (g) 15 

apoteker, (h) 30 asisten apoteker, (i) 18 SKM, (j) 20 sanitarian, (k) 12 ahli gizi, (l) 5 keterapian fisik, (m) 

18 keterapian medis, (n) analis, (o) biomedis, (p) epidemiolog, dan (q) tenaga laboratorium. Jumlah 

dan jenis tenaga kesehatan puskesmas dapat dihitung berdasarkan standar ketenagaan minimal di 

puskesmas mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 

dan dengan perhitungan kebutuhan tenaga di puskesmas berdasarkan beban kerja. 

Tabel 2. 3 Distribusi Tenaga Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2022 

Kab/Kota 
Data Tenaga Kesehatan Tahun 2022 

Keterangan 
Dokter Perawat Bidan Tenaga Farmasi Ahli Gizi 

Kota Jayapura 67 1,588 339 233 137   

Kab. Jayapura 36 240 165 30 37   

Keerom 25 226 129 36 0   

Sarmi 19 177 124 14 13   

Memberamo Raya 0 0 0 0 0  Belum ada Data 

Biak Numfor 66 708 396 69 41   

Supiori 29 240 116 15 21   

Yapen 0 385 149 38 29   

Waropen 8 160 1 9 7   

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2018-2022 

Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara 

berkelanjutan 

Dalam rangka menjamin akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, 

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan 

ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan 

obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan 

pemerintah. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator sasaran strategis dalam Rencana 

Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan 

pencapaian upaya tersebut.  
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Gambar 2. 43 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhir 
ditolong tenaga Kesehatan terlatih 

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2018 - 2022 

 

Gambar 2. 44 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhir 
di fasilitas kesehatan 

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2018 - 2022 

B. Tantangan  

Tantangan yang akan dihadapi dalam menuju tercapainya tujuan kehidupan sehat dan sejahtera 

antara lain: Rasio Angka Kematian Ibu hingga masih di atas 70 per 100 ribu kelahiran hidup, Angka 

Kematian Neonatal masih di atas 12 per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 

kelahiran hidup, Masih tingginya angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, Masih rendahnya 

akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi dan masih rendahnya 

perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik. 

Angka Kematian Ibu 
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¶ Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan 

maternal termasuk kompetensi SDM, fasilitas, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri 

Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal 

Emergensi Komprehensif (PONEK) termasuk menjamin ketersediaan obat kesehatan ibu dan 

anak di fasilitas pelayanan kesehatan;  

¶ Perbaikan kesehatan ibu hamil, dan jika memungkinkan sebelum kehamilan terjadi, dengan 

mengurangi prevalensi anemia, dan perbaikan gizinya. Perlu dipastikan bahwa seluruh Ibu 

hamil dapat mengonsumsi tablet besi sekurang-kurangnya 120 tablet selama kehamilan, dan 

juga perbaikan konsumsi gizi selama kehamilan;   

¶ Peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi ibu dan remaja, serta pentingnya 

pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil; 

¶ Penurunan unmet need KB untuk mencegah meningkatknya kehamilan yang tidak diinginkan 

(KTD), dan juga peningkatan akses dan layanan KB pasca persalinan;  

¶ Peningkatan akses informasi yang komprehensif untuk kesehatan reproduksi dan seksualitas, 

khususnya pada remaja;  

¶ Peningkatan status gizi wanita pra-hamil dan persiapan calon ibu yang berkualitas; 

¶ Memprioritaskan wilayah sasaran mempunyai AKI tinggi dan cakupan rendah persalinan yang 

aman oleh tenaga kesehatan; dan 

¶ Aksesibilitas layanan dan fasilitas kesehatan yang ramah bagi penyandang disabilititas perlu 

menjadi pertimbangan, diikuti dengan peningkatan kapasitas petugas tenaga kesehatan untuk 

menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi. 

Angka Kematian Bayi 

¶ Peningkatan status kesehatan ibu hamil dan remaja perempuan untuk mencegah kematian 

neonatal yang disebabkan oleh komplikasi intrapartum, gangguan pernafasan, dan berat lahir 

rendah serta prematuritas; 

¶ Penguatan pelayanan kegawatdaruratan neonatal, bayi dan balita di fasilitas pelayanaan 

kesehatan dasar dan rujukan; 

¶ Peningkatan pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan anak;  

¶ Penguatan UKBM (desa siaga, kelas ibu hamil dan posyandu ); dan 

¶ Peningkatan upaya promosi dan edukasi kesehatan terutama imunisasi dan manfaatnya 

kepada masyarakat umum   

Endemi Penyakit Menular 
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¶ Perluasan screening wajib pada ibu hamil (triple eliminasi) dalam mencegah dan 

mengendalikan HIV/AIDS, Sifilis dan Hepatitis B yang harus dilakukan saat pemeriksaan 

kehamilan, sehingga penularan kepada bayi dapat dicegah; 

¶ Perluasan penggunaan metode Tes Cepat Molekuler (TCM) TB keseluruh RS untuk 

meningkatkan temuan kasus baru TB;  

¶ Peningkatan upaya mencegah Multi Drug Resistance (MDR);  

¶ Peningkatan kebutuhan logistik, SDM dan pembiayaan untuk HIV/AIDS (obat ARV, reagen dan 

kit diagnostic), untuk TB (obat anti TB dan kit diagnostic), dan untuk malaria (obat anti 

malaria);  

¶ Peningkatan cakupan HIV testing, terutama pada daerah yang jumlah kasus terbanyak, selain 

ƳŜƴƛƴƎƪŀǘƪŀƴ ΨǘǊŜŀǘƳŜƴǘ ǊŜǘŜƴǘƛƻƴ ǊŀǘŜǎΩ aŜƳǇŜǊŎŜǇŀǘ ǇŜƴƛƴƎƪŀǘŀƴ ƪŀǇŀǎƛǘŀǎ ǘŜƴŀƎŀ 

Kesehatan yang dapat melakukan HIV treatment di Rumah Sakit dan juga di Puskesmas; dan 

¶ Peningkatan upaya pencegahan COVID-19 yang terus menerus dengan melaksanakan 

protokol Kesehatan: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, 

dan mengurangi mobilitas.    

Penyakit tidak menular 

¶ Penjangkauan 2/3 penderita PTM yang belum mengetahui bahwa telah mengidap PTM 

dengan menyediakan tempat-tempat umum yang memberikan fasilitas pemeriksaan gula 

darah, fasilitas pemeriksaan tekanan darah gratis disertai dengan konseling jika terdeteksi 

pre-diabetes, atau pre-hipertensi; 

¶ Upaya promotif dan preventif untuk pengendalian faktor risiko PTM seperti promosi terus 

menerus untuk tidak merokok, konsumsi sayur dan buah, serta aktivitas fisik minimal 30 menit 

per hari. Selain itu, diperlukan berbagai upaya untuk perubahan perilaku untuk mencegah 

obesitas dan penyediaan fasilitas umum yang aman untuk melakukan aktivitas fisik; 

¶ Diberlakukannya Permenkes Nomor 30/2013 untuk pengaturan GGL pada pangan siap saji 

atau minuman berpemanis yang diproduksi oleh industri pangan;  

¶ Diberlakukannya sanksi untuk implementasi Perda tentang KTR untuk mengurangi perokok; 

¶ Upaya pencegahan PTM yang dimulai pada usia sebelum 50 tahun; 

¶ Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, serta fasilitas layanan kesehatan seiring dengan 

meningkatnya jumlah penderita PTM; dan 

¶ Deteksi dini dan screening faktor risiko PTM: rokok, obesitas, hipertensi, dan diabetes melitus, 

termasuk pada anak di sekolah. 

NAPZA dan Alkohol  
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¶ Implementasi Inpres No. 2 tahun 2020 untuk mendorong Pemerintah Daerah mengeluarkan 

regulasi pengendalian Napza;   

¶ Meningkatkan kerjasama yang sinergis antara BNN, Kemenkes, dan institusi yang terlibat 

dalam pencegahan dan pengendalian masalah napza dan alkohol;  

¶ Integrasi data untuk optimalisasi peningkatan layanan pascarehabilitasi; dan   

¶ Melakukan advokasi dan sosialisasi yang intensif pada pemegang kebijakan untuk 

menyediakan anggaran dan komitmen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan 

masalah penyalahgunaan Napza dan alkohol. 

Kesehatan seksual dan reproduksi 

¶ Peningkatan partisipasi pendidikan atau pengetahuan perempuan untuk mencegah 

pernikahan anak;  

¶ Peningkatan pemahaman kehidupan berkeluarga, dan peningkatan kualitas pendidikan 

kesehatan reproduksi terutama bagi anak usia sekolah/remaja;  

¶ Peningkatan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP); dan  

¶ Peningkatan inovasi layanan dan pemenuhan alat dan obat kontrasepsi selama masa pandemi 

COVID-19.   

Kesehatan Universal 

¶ Menjangkau kepesertaan JKN dari pekerja informal dan pekerja penerima upah;  

¶ Memperluas kerja sama BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

swasta/mandiri;  

¶ Meningkatkan akses pada fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah, 

dan meningkatkan akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan 

bermutu;  

¶ Meningkatkan koordinasi dan pola komunikasi yang efektif antar Dinas Kesehatan dan BPJS 

agar informasi terdistribusi secara lebih berdaya guna dan mengantisipasi terjadinya salah 

komunikasi;  

¶ Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan BPJS pada semua pihak (rumah 

sakit, PUSKESMAS, dan warga masyarakat), terutama tentang komponen-komponen 

pelayanan yang ditanggung dan yang tidak ditanggung oleh skema JKN/ BPJS;  

¶ Meningkatkan perhatian, kepedulian terhadap keluhan dan/atau pengaduan warga 

masyarakat tentang berbagai hal yang terkait dengan pelayanan kesehatan, khususnya 

kesehatan reproduksi, yang dicakup oleh skema JKN/BPJS; dan 
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¶ Meningkatkan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan, ketersediaan obat dan alat 

kesehatan, pemerataan distribusi SDM kesehatan, pemanfaatan data dan sistem informasi, 

kecukupan anggaran, kenaikan iuran serta regulasi yang mendorong perbaikan 

penyelenggaraan Program JKN. 

Tenaga Kesehatan 

¶ Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan;  

¶ Pengembangan skema penempatan tenaga kesehatan terutama untuk daerah tertinggal, 

perbatasan dan kepulauan (DTPK);  

¶ Redistribusi tenaga kesehatan ke wilayah dengan kekosongan tenaga kesehatan; 

¶ Meningkatkan kemandirian obat dan bahan baku obat;  

¶ Meningkatkan penggunaan obat rasional; dan  

¶ Memperkuat sistem pengawasan obat dan vaksin, serta pembinaan pelaku usaha agar 

secara mandiri dapat menjamin mutu produk yang diproduksi dan didistribusikan. 
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2.4 Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan  

 

Tujuan 4. Menjamin Kualitas Penddikan yang Inklusif dan Merata serta 
Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua 

Tujuan 4 berkaitan dengan penjaminan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta 

peningkatan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pembahasan Tujuan 4 mencakup 

empat isu utama, yaitu: (1) pemenuhan akses pendidikan; (2) peningkatan kualitas pengajaran dan 

pembelajaran; (3) pendidikan untuk peningkatan kebekerjaan termasuk pendidikan vokasi dan 

pelatihan; serta (4) penguatan pendidikan satu tahun pra-sekolah. Tujuan 4 ini terdiri dari 8 target dan 

13 indikator, terdapat target yang indikatornya secara langsung berkaitan dengan penerima manfaat 

dari sistem pendidikan, sementara tiga yang lain merupakan faktor pendorong kualitas pengajaran 

dan pembelajaran. Empat isu utama tersebut saling berkaitan, dan membutuhkan solusi yang 

sistematis. 

A. Status Capaian  

Angka Partisipasi Murni (APM) 

Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan 

yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 

1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia 

wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak 

tinggal kelas, mereka lulus SD/sederajat pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang 

digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/sederajat adalah anak atau remaja usia 13 

tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun). 

 



 

52 

   

Gambar 2. 45 Presentase anak dan remaja usia 13 ς 15 tahun yang menyelesaikan jenjang 
pendidikan sesuai rentang usia 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Anak Tidak Sekolah 

Anak Tidak Sekolah (ATS) dikategorikan sebagai anak usia 6 s.d. 21 tahun yang tidak bersekolah karena 

alasan ekonomi, sosial, kesehatan. Selain itu, mereka yang pernah sekolah dan berhenti di tengah 

proses belajarnya (putus sekolah) karena berbagai alasan seperti kesulitan ekonomi, dan sosial.   

 

Gambar 2. 46 Presentase tidak sekolah usia 16-18 tahun 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), 

menurut jenis kelamin. 

Indikator ini mengukur angka partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk 

Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu 1). Pendidikan anak usia dini (Pra-

sekolah) yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan 

PAUD, dan 2). Sekolah Dasar/sederajat. 
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Gambar 2. 47 Presentase partisipasi anak sekolah usia 6 tahun 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal 

dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin 

Indikator ini mengukur partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan baik formal 

ataupun nonformal. Pendidikan formal yang dimaksud adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Sementara pendidikan non-formal menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 

adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan 

berjenjang.  

 

Gambar 2. 48 Presentase remaja dan dewasa dalam pendidikan formal dan non-formal 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Perguruan Tinggi. 
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Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi adalah jumlah mahasiswa yang terdaftar di perguruan 

tinggi, berapapun usia mereka, berbanding dengan usia kuliah pada umumnya, yaitu 19 ς 23 tahun. 

Tingginya APK mengindikasikan tingginya tingkat partisipasi pendidikan tinggi. APK dapat lebih dari 

100% karena APK juga memperhitungkan mahasiswa yang usianya di luar rentang 19 ς 23 tahun. Oleh 

karena itu, tercapainya angka 100% adalah sesuatu yang patut diupayakan namun tidak cukup, karena 

belum tentu seluruh remaja dengan rentang usia tersebut dapat mengakses pendidikan tinggi. 

 

Gambar 2. 49 Presentase partisipasi kasar Perguruan Tinggi 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) 

Keterampilan TIK menentukan penggunaan yang efektif dari produk-produk teknologi komputer. 

Kurangnya keterampilan ini menjadi salah satu hambatan utama untuk orang dan pada perempuan 

khususnya, untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari potensi teknologi informasi dan 

komunikasi. Indikator ini akan membantu membuat kaitan antara penggunaan TIK dan dampak serta 

membantu mengukur dan melacak tingkat kemahiran pengguna TIK.  
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Gambar 2. 50 Proporsi remaja dan dewasa dengan ketrampilam TIK 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi 

Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) 

perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa 

disabilitas. 

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang 

pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Sementara angka 

partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat 

pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang 

pendidikan tertentu.  

 

Gambar 2. 51 Rasio APM SD antara Perempuan dan Laki-Laki 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 
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Gambar 2. 52 Rasio APK SMP/sederajatmya antara Perempuan dan Laki-Laki 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

 

Gambar 2. 53 Rasio APK SMA/sederajatmya antara Perempuan dan Laki-Laki 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

tŜǊǎŜƴǘŀǎŜ ŀƴƎƪŀ ƳŜƭŜƪ ŀƪǎŀǊŀ ǇŜƴŘǳŘǳƪ ǳƳǳǊ җмр ǘŀƘǳƴΦ 

Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penŘǳŘǳƪ ǳƳǳǊ җмр ǘŀƘǳƴ ŀŘŀƭŀƘ ǇŜǊōŀƴŘƛƴƎŀƴ ƧǳƳƭŀƘ 

ǇŜƴŘǳŘǳƪ ōŜǊǳƳǳǊ җмр ǘŀƘǳƴ ȅŀƴƎ ŘŀǇŀǘ ƳŜƳōŀŎŀ Řŀƴ ƳŜƴǳƭƛǎ ƪŀƭƛƳŀǘ ǎŜŘŜǊƘŀƴŀ ŘŜƴƎŀƴ ƘǳǊǳŦ 

ƭŀǘƛƴ Řŀƴ ŀǘŀǳ ƘǳǊǳŦ ƭŀƛƴƴȅŀΣ ǘŜǊƘŀŘŀǇ ƧǳƳƭŀƘ ǇŜƴŘǳŘǳƪ ǳƳǳǊ җ15 tahun. AMH merefleksikan 

outcome pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. 

Indikator ini kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan 

ekonomi. 
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Gambar 2. 54 Presentase Angka Melek Aksara Penduduk umur ² 15 Tahun Provinsi Papua 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Proporsi sekolah dengan akses ke fasilitas pendidikan ramah anak 

Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses 

terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) 

komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, 

(f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Yang disebut dengan air 

minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water). Indikator-indikator ini dapat 

digunakan untuk mengukur aksesibiltas siswa pada setiap jenjang pendidikan dan untuk 

mengembangkan berbagai bentuk layanan dasar yang diperlukan untuk memastikan lingkungan 

belajar yang aman dan efektif untuk semua siswa. 

 

Gambar 2. 55 Proporsi SD/Sederajatnya dengan akses Listrik 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

 



 

58 

   

 

Gambar 2. 56 Proporsi SD/Sederajatnya dengan akses Internet  

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

 

Gambar 2. 57 Proporsi SD/Sederajatnya dengan akses Sanitasi Dasar 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

 

Gambar 2. 58 Proporsi SD/Sederajatnya dengan Fasilitas Cuci Tangan 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 



 

59 

   

 

Gambar 2. 59 Proporsi SMP/Sederajatnya dengan Akses Listrik 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

 

Gambar 2. 60 Proporsi SMP/Sederajatnya dengan Akses Internet 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

 

Gambar 2. 61 Proporsi SMP/Sederajatnya dengan Akses Sanitasi Dasar 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 



 

60 

   

 

Gambar 2. 62 Proporsi SMP/Sederajatnya dengan Akses Fasilitas Cuci Tangan 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

 

Gambar 2. 63 Proporsi SMA/Sederajatnya dengan Akses Listrik 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

 

Gambar 2. 64 Proporsi SMA/Sederajatnya dengan Akses Internet 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 
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Gambar 2. 65 Proporsi SMA/Sederajatnya dengan Akses Sanitasi Dasar 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

 

Gambar 2. 66 Proporsi SMA/Sederajatnya dengan Akses Fasilitas Cuci Tangan 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang 

pendidikan. 

Indikator ini memberikan informasi terkait kualitas guru serta untuk memantau upaya peningkatan 

kualitas guru yang telah diatur baik di tingkat pusat maupun daerah. 
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Gambar 2. 67 Presentase guru PAUD yang memenuhi kualifikasi sesuai standart nasional 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

 

Gambar 2. 68 Presentase guru SD yang memenuhi kualifikasi sesuai standart nasional 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

 

Gambar 2. 69 Presentase guru SMP yang memenuhi kualifikasi sesuai standart nasional 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 
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Gambar 2. 70 Presentase guru SMA yang memenuhi kualifikasi sesuai standart nasional 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

 

Gambar 2. 71 Presentase guru SMK yang memenuhi kualifikasi sesuai standart nasional 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

 

Gambar 2. 72 Presentase guru SLB yang memenuhi kualifikasi sesuai standart nasional 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 
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B. Tantangan  

Salah satu dampak terbesar di sistem pendidikan di Indonesia dari kejadian pandemic covid-19 yang 

mulai melanda Indonesia pada awal maret 2020 adalah penghentian pembelajaran tatap muka di 

setiap jenjang pendidikan dan mulai melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari 

rumah dengan menggunakan metode dalam jaringan (Daring). Dengan sistem daring tersebut, para 

siswa dan guru harus menggunakan perangkat teknologi agar kegiatan belajar mengajar dapat 

berjalan dengan baik dan lancar. Perangkat teknologi yang dipakai bervariasi dari ponsel pintar, tablet, 

laptop, hingga router. Namun dibalik kecanggihan alat-alat tersebut, perangkat teknologi masih 

memiliki kendala yang dapat memberikan dampak pada kegiatan belajar mengajar. Salah satu contoh 

dari kendala tersebut adalah kendala internet. Tidak jarang kita mengalami kendala internet yang 

mengakibatkan kita tidak dapat mendengar suara guru saat menjelaskan materi atau 

mengakses Google Classroom. Berbeda dengan pembelajaran luring, karena tidak menggunakan 

jaringan internet, kegiatan belajar mengajar tidak akan terganggu, sehingga pembelajaran dapat 

berjalan dengan lancar.  

Turunnya kualitas belajar di masa pandemi COVID-19 berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi 

pedagogi guru untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui daring dan ketrampilan TIK 

masih terbatas dan fasilitas belajar yang tersedia baik untuk pendidik maupun peserta didik. Salah 

satu yang memberatkan proses belajar PJJ adalah kurang terampilnya guru dalam mengelola 

pembelajaran, sehingga kegiatan belajar menuntut anak dan remaja untuk duduk berjam-jam di 

depan laptop ataupun telepon selular mereka untuk mendengarkan guru berceramah. Hal ini 

berdampak negatif pada motivasi dan fokus anak dalam kegiatan pembelajaran. Proses belajar tanpa 

kehadiran guru dan murid di kelas berpotensi mengurangi kualitas pendidikan, selain itu distraksi dari 

perangkat yang gunakan untuk menunjang kegiatan belajar kita. Distraksi tersebut dapat berupa 

notifikasi dari media sosial kita maupun video atau gim yang dapat kita temukan di ponsel kita. Dengan 

adanya distraksi tersebut, daya tangkap siswa terhadap materi yang sedang dijelaskan oleh guru dapat 

berkurang, mengakibatkan siswa mendapatkan nilai yang kurang baik saat pengambilan nilai. 

Dibandingkan dengan pembelajaran luring, para siswa tidak dapat mengakses distraksi tersebut 

karena saat pembelajaran, ponsel akan dititipkan agar pembelajaran tidak terganggu dengan ponsel 

tersebut. Dukungan orang tua dalam mendukung pembelajaran anak juga sangat penting, namun 

tidak semua orang tua memiliki kemampuan ekonomi yang sama terutama badi mereka yang tinggal 

di daerah perkampungan dan jauh dari akses internet. 
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2.5 Mencapai kesetaraan gender danmemberdayakan kaum perempuan  

 

Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum 
Perempuan 

Tujuan TPB 5 memiliki 4 target yang diukur melalui 6 indikator untuk mewujudkan kesetaraan gender 

dan memberdayakan kaum perempuan. Mendorong terwujudnya Tujuan 5 TPB/SDGs ini tidak hanya 

upaya untuk memenuhi hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan, tapi juga merupakan landasan 

untuk menciptakan bangsa yang lebih sejahtera. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan 

perempuan penting untuk memastikan terlibatnya perempuan secara bermakna dalam proses 

pembangunan. Pembangunan inklusif gender mewarnai seluruh tujuan dari TPB/SDGs untuk 

memastikan bahwa jalan menuju kesetaraan gender hanya dapat terwujud jika pembangunan 

dilakukan secara setara diantara laki-laki dan perempuan di seluruh aspek kehidupan.   

A. Status Capaian  

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)  

Keberhasilan capaian pembangunan dalam mengakomodasi persoalan gender di suatu wilayah dapat 

diukur salah satunya dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG adalah ukuran pembangunan 

manusia yang menekankan status perempuan dan ukuran kemampuan dasar perempuan di suatu 

daerah. IPG merupakan komposit dari 4 indikator, yaitu: harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-

rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.  

 

Gambar 2. 73 Indeks Pembangunan Perempuan (IPG) dan Pemberdayaan Gender (IDG)  

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 
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Kesetaraan gender ditunjukkan dengan angka IPG yang mendekati 100, sehingga semakin besar jarak 

angka IPG dengan nilai 100 maka semakin besar ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan 

perempuan di suatu daerah. Dalam meninjau sejauh mana pemberdayaan gender di daerah 

digunakan komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).  

 

Gambar 2. 74 IPG dan IDG Tahun 2021 per Kabupaten Kota 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Partisipasi Perempuan dalam Legislatif dan Pemerintahan 

Keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif memperlihatkan sejauh mana perempuan memiliki 

akses yang sama terhadap posisi penting pengambilan keputusan dalam proses politik formal, 

khususnya di Lembaga legilatif. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang 

perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta keterkaitannya dengan pemberdayaannya. 

Meskipun proporsi perempuan yang duduk di posisi DPR masih tergolong sangat rendah, namun 

jumlahnya meningkat cukup tinggi pada tahun 2020. 
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Gambar 2. 75 Proporsi Kursi Perempuan di DPRRI dan DPRD per Kabupaten Kota 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

 

Gambar 2. 76 Proporsi Kursi Perempuan di posisi managerial 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Kepemilikan hak atas tanah pertanian 

Kepemilikan hak atas tanah di Papua sangat terkait dengan praktik pewarisan lahan pertanian sebagai 

sumber daya ekonomi yang condong dikuasai oleh laki-laki karna didorong oleh aspek sosial budaya 

pada masyarakat yang umumnya menganut sistem patrilienal. Sistem tersebut mensyaratkan 

masyarakat yang menganutnya untuk menarik garis kekerabatan dari pihak ayah. Oleh karena itu, 

kedudukan anak laki-laki diletakkan lebih utama daripada anak perempuan termasuk dalam 

pengaturan harta warisan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya fenomena pengambilan keputusan 

tentang penggunaan dan pemanfaatan lahan yang sepenuhnya dilakukan oleh laki-laki dan tidak 

melibatkan perempuan meski mereka merupakan pemilik lahan tersebut.  

 

Gambar 2. 77 Presentase kepemilikan ha katas tanah 
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Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

 

Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. 

Indikator ini untuk menggambarkan tentang tingkat akses masyarakat terhadap komunikasi dan 

informasi melalui jaringan bergerak (mobile) Fixed Wireless Access dan seluler. 

 

Gambar 2. 78 Proporsi Individu yang memiliki telepon genggam 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

B. Tantangan  

Tantangan besar dalam pencapaian tujuan TPB 5 ini adalah proses implementasi dari kebijakan 

afirmasi terhadap perempuan di segala bidang. Kebijakan afirmasi (affirmative action) terhadap 

perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan 

disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Dalam pasal 65 ayat (1) 

¦¦ bƻƳƻǊ мн ¢ŀƘǳƴ нлло ǘŜƴǘŀƴƎ tŜƳƛƭǳ 5twΣ 5t5Σ Řŀƴ 5tw5 ƳŜƴȅŀǘŀƪŀƴΥ α {ŜǘƛŀǇ tŀǊǘŀƛ tƻƭƛǘƛƪ 

Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 

untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 

30%. Selanjutnya dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu juga telah mengatur 

agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Pasal 6 

ayat (5) UU tersebut menyatakan bahwa: Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh 

perseratus). Pada kelembagaan partai politikpun, affirmatic action dilakukan dengan mengharuskan 

partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam penidirian maupun dalam 

kepengurusan di tingkat pusat. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur syarat 

pendirian Partai Politik, pada Pasal 2 menyatakan: Pendirian dan pembentukan Partai Politik 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan 

perempuan. Tidak hanya pada pendirian partai politik, affirmative action terhadap keterlibatan 

perempuan juga telah ditentukan dalam Pasal 20 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: 

Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% 

(tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing. 

Namun dengan berbagai ragam kerangka hukum yang telah tersedia, masih terdapat tantangan yang 

menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan di kursi legislatif dan sebagai pengambil keputusan 

berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah. Hal ini mengakar pada budaya patriarki yang 

berlaku di masyarakat Papua hingga saat ini sehingga menciptakan hambatan dari sisi individu 

perempuan, dan hambatan dari sisi lingkungan yang tidak mendukung partisipasi perempuan sebagai 

pengambil keputusan baik di dunia manajerial maupun dunia politik. Di dunia politik, (Gelgel dan 

Apriani, 2019) mengidentifikasi adanya perlakuan yang berbeda yang diberikan partai politik dalam 

menyeleksi calon perempuan dan laki-laki. Di internal partai, perempuan cenderung ditempatkan 

sebagai anggota partai. Dengan kata lain, hanya sedikit perempuan yang menduduki jabatan sebagai 

pimpinan partai politik.   

Tantangan lain yang menjadi penyebab rendahnya keterlibatan perempuan di kursi legislatif dan 

sebagai pengambil keputusan berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah adalah faktor 

internal perempuan. Untuk terjun ke dunia politik, tantangan perempuan adalah adanya keterbatasan 

sumber daya (finansial, jejaring sosial), pengalaman politik, serta rendahnya motivasi/ambisi/minat 

perempuan untuk berkarir di dunia politik (Gelgel & Apriani, 2019; Margret et al., 2018). Ambisi 

perempuan untuk merencanakan karir dan menduduki posisi manajerial juga ditemukan lebih rendah 

dibandingkan laki-laki (Lidyah, 2017). 

Tantangan terkait akses terhadap telepon genggam sangat 

dipengaruhi oleh cakupan area signal dan jaringan telepon 

selular hingga signal internet dan kapasitas daya beli 

perangkat telepon oleh masyarakat dan keterjangkauan 

harga perangkat telpon. Wilayah cakupan jaringan telepon 

dan signal internet di Papua masih sangat terbatas baru 

mencapai ° 20%. Kondisi ini sangat berkaitan erat dengan 

karakteristik Provinsi Papua dan konektivitas yang dibutuhkan untuk menjangkau wilayah di daerah 

pegunungan dan pinggiran pantai. Investasi yang dibutuhkan untuk menyediaakan jaringan signal 

terutama jaringan internet sangat besar tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang sedikit dan 

tersebar/jarang. Selain itu, masih kurangnya kualitas SDM handal yang bekerja di bidang TIK dan 

Cakupan Jaringan Signal/Internet di Provinsi Papua 
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rawannya pencurian dan vandalism pada daerah-daerah tertentu menyebabkan keinginan untuk 

melakukan investasi penyediaan jaringan signal di Papua masih sangat terbatas. 

2.6 Pengelolaan air bersih dan sanitasi layak  

 

Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan 
Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua 

Tujuan TPB 6 mencakup 6 Target dan 7 Indikator yang terdiri atas (6.1) pada tahun 2030, mencapai 

akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua; (6.2) pada 

tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, 

dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian 

khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan; (6.3) pada tahun 2030, 

meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan 

meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air 

limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang,  serta penggunaan kembali 

barang daur ulang yang aman secara global; (6.4) pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan 

efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang 

berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang 

menderita akibat kelangkaan air; (6.5) Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air 

terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan; dan (6.6) 

Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk 

pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. 

A. Status Capaian  

Air Minum 

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, 

air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi 

syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sedangkan sumber air minum layak adalah jika rumah 

tangga menggunakan sumber air minum utama berupa ledeng, perpipaan, perpipaan eceran, kran 

halaman, hidran umum, air terlindungi, dan penampungan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur 

bor/pompa, sumur terlindungi, dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan 

sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum 

layak sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air 

terlindung, dan air hujan. 



 

71 

   

 

Gambar 2. 79 Presentase rumah tangga dengan akses air minum 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Sanitasi Layak 

Memiliki akses sanitasi layak (access to adequate sanitation) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi 

kelayakan bangunan atas dan bawah, antara lain: memiliki fasilitas sanitasi yang klosetnya 

menggunakan leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic 

tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah 

tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Khusus untuk rumah tangga di 

perdesaan, tempat pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah dikategorikan layak. 

 

Gambar 2. 80 Presentase rumah tangga dengan akses pasilitas cuci tangan dan sanitasi layak 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 
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Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya. 

Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya adalah 

perbandingan antara kuantitas air tawar yang dimanfaatkan dibandingkan ketersediaannya yang 

dinyatakan dalam benruk persentase. Proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar untuk keperluan 

domestik terhadap ketersediannya adalah rasio besarnya pengambilan air tawar, dengan fokus untuk 

keperluan domestik, mengingat terbatasnya ketersediaan data pengambilan air tawar untuk berbagai 

keperluan lainnya.  Ketersediaan data pengambilan air untuk keperluan domestik relatif lebih lengkap 

dan berkelanjutan. Data penggunaan air untuk pertanian akan didukung dengan data irigasi yang telah 

tersedia dalam program modernisasi irigasi (memperoleh efisiensi air irigasi). 

 

Gambar 2. 81 Presentase proporsi pengambilan air baku dari air permukaan 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya. 

Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya adalah 

perbandingan antara kuantitas air tawar yang dimanfaatkan dibandingkan ketersediaannya yang 

dinyatakan dalam bentuk persentase. Proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar untuk keperluan 

domestik terhadap ketersediannya adalah rasio besarnya pengambilan air tawar, dengan fokus untuk 

keperluan domestik, mengingat terbatasnya ketersediaan data pengambilan air tawar untuk berbagai 

keperluan lainnya.  Ketersediaan data pengambilan air untuk keperluan domestik relatif lebih lengkap 

dan berkelanjutan. Data penggunaan air untuk pertanian akan didukung dengan data irigasi yang telah 

tersedia dalam program modernisasi irigasi (memperoleh efisiensi air irigasi). 
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Gambar 2. 82 Presentase proporsi pengambilan air baku dari air tanah 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

B. Tantangan  

Tantangan yang dihadapi dalam penyediaan air minum di beberapa kabupaten di Provinsi Papua 

adalah masih lemahnya kelembagaan dan sistem tata kelola penyelenggaraan air minum dan 

kebutuhan domestik, serta komitmen pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem 

Penyediaan Air Minum. (SPAM).  

 

Gambar 2. 83 Presentase rumah tangga dengan sumber air utama 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Belum optimalnya laju peningkatan sambungan rumah melalui sistem perpipaan di beberapa 

kabupaten sepeti kota Jayapura dan Kepulaan Yapen berdampak pada meningkatnya penggunaan air 

kemasan dan air isi ulang untuk air minum. Selain itu, karna akses terhadap air leding belum optimal 

maka terlihat di beberapa kabupaten seprti Keerom, Waropen, Sarmi masih menggunakan Sumur 
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sebagai sumber air utama. Sedangkan di Mamberamo Raya, sebagian besar penduduk masih 

menggunakan air hujan atau air permukaan untuk kebutuhan air domestik maupun untuk minum, 

Tantangan dalam penyediaan akses sanitasi layak dan aman secara umum adalah belum optimalnya 

peningkatan akses layanan sanitasi dilihat dari berbagai aspek, mulai dari teknis, perilaku masyarakat, 

pendanaan, kelembagaan dan regulasinya. 

Terdapat beberapa indikator TPB 6 yang belum dapat dipresentasikan dalam RAD ini karna ketidak 

tersediaan data antara lain:  

¶ Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman. 

¶ Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100). 

¶ Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu. 
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2.7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern 

 

Tujuan 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan 
dan Modern untuk Semua 

Tujuan TPB 7 terkait sektor energi dan sumber daya mineral yang merupakan sektor strategis dan 

menjadi andalan dalam mendukung pembangunan dan perekonomian di Papua. Papua memiliki 

potensi energi dan Sumber daya mineral yang sangat besar tetapi belum dapat dimanfaatkan secara 

optimal, sehingga efisiensi dan efektifitas perlu diperhatikan dalam pemanfaatan sumberdaya energi 

dan mineral dalam rangka memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. 

Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan untuk semua sangat penting dalam 

mendukung pembangunan nasional, baik pada pilar pembangunan ekonomi maupun pilar 

pembangunan lainnya. 

A. Status Capaian  

Rasio elektrifikasi. 

Rasio Elektrifikasi (RE) adalah salah satu indikator utama pembangunan ketenagalistrikan yang 

menunjukan perbandingan jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik baik dari listrik PLN maupun 

non-PLN dengan jumlah rumah tangga total Konsumsi listrik per kapita.  

 

Gambar 2. 84 Presentase rumah tangga dengan listrik PLN dan Non-PLN 

Sumber: Statistik PLN 

Konsumsi Listrik per kapita 
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Salah satu tolok ukur kemajuan suatu daerah adalah pada penyediaan energi yang memadai dan andal 

untuk seluruh masyarakat yang dapat ditunjukkan dengan tingkat konsumsi listrik. Konsumsi listrik per 

kapita merupakan perbandingan antara total penjualan tenaga listrik PLN per kelompok pelanggan 

dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut. 

 

Gambar 2. 85 Konsumsi Listrik Perkapita 

Sumber: Statistik PLN 

Rasio penggunaan gas rumah tangga. 

Rasio penggunaan gas rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang 

menggunakan gas (gas LPG dan atau jaringan gas) terhadap total rumah tangga. 

 

Gambar 2. 86 Presentase rumah tangga pengguna gas elpiji 5,5 kg 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

B. Tantangan  

HIngga saat ini, target pencapaian Rasio Elektrifikasi di Papua belum dapat mencapai 100% dan 

program melistriki kampung yang belum berlistrik masih terhambat. Kondisi ini terjadi karna lokasi 
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kampung yang belum berlistrik sangat sulit dijangkau serta alokasi anggaran pelaksanaan pencapaian 

akses terhadap tenaga listrik PLN yang masih sangat terbatas.  

Pemanfaatan gas (Elpiji) sebagai bahan bakar rumah tangga sudah dilakukan oleh masyarakat Papua, 

walaupun masih dalam presentasi yang sangat kecil. Kondisi ini disebabkan karna harga gas elpiji 

masih tergolong mahal di Papua dan hampir sebagian besar masyarakat masih lebih merasa aman 

menggunakan minyak tanah atau kayu bakar sebagai bahan bakar utama untuk memasak. 

  



 

78 

   

2.8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan  

 

Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan 
Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produkstif dan Menyeluruh, serta 
Pekerjaan yang Layak untuk Semua 

Tujuan TPB 8 adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang sejalan 

dengan peningkatan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak. Beberapa target seperti 

mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, menciptakan tingkat produktivitas ekonomi 

yang lebih tinggi, meningkatkan kebijakan pembangunan dan mendukung kegiatan produktif, 

penciptaan lapangan kerja yang semakin layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak 

menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mengurangi pekerja anak, mempromosikan pariwisata 

berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan. Bagian ini tidak membahas isu pola konsumsi 

berlanjutan yang akan dibahas pada TPB ini. 

A. Status Capaian  

Laju pertumbuhan PDB per kapita 

PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai produk 

domestik bruto (PDB) dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas 

harga dasar konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia.  

 

Gambar 2. 87 PDB per Kapita 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 
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Gambar 2. 88 Laju Pertumbuhan PDB per Kapita 

Sumber: BPS Tahun 2019 ς 2022 

Laju pertumbuhan PDB per kapita merupakan pertumbuhan PDB per kapita pada periode tertentu, 

sementara laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDB per tenaga 

kerja dalam periode waktu tertentu. Indikator ini digunakan untuk memantau tingkat produktivitas 

tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi 

Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin 

Pekerja informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha 

dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar. 

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kondisi pasar kerja secara lebih komprehensif, sebagai 

pelengkap indikator tingkat pengangguran terbuka, sehingga dapat memberikan tinjauan 

(assessment) atas kualitas lapangan kerja yang tersedia di suatu negara. Kondisi lapangan kerja 

informal memberikan gambaran untuk menetapkan kebijakan perlindungan pekerja, yaitu 

peningkatan kondisi erja, upah, dan perlindungan sosial. Selain itu, kondisi ini dapat menjadi dasar 

pengambilan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi informal, merencanakan 

pengembangan keahlian dan pelatihan, serta menetapkan kerangka regulasi, reformasi kelembagaan, 

dan kebijakan pengembangan wilayah. Penurunan proporsi ini menunjukkan bahwa ekonomi yang 

didukung oleh tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah telah mampu 

menciptakan lapangan kerja yang layak dan produktif dengan perlindungan yang memadai. 
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Gambar 2. 89 Proporsi lapangan kerja informal 

Sumber: BPS Tahun 2019 ς 2022 

Pekerjaan tetap, produktif dan layak  

Terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian target 8.5 terkait target mencapai 

pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua, antara lain indikator 8.5.1* - 

Upah rata-rata per jam pekerja, indikator 8.5.2* - Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis 

kelamin dan kelompok umur dan indikator 8.5.2.(a) - Persentase setengah pengangguran. 

Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa 

uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/ kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai 

dengan harga setempat. Upah/gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan 

potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya. Upah rata-rata per jam kerja 

merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh per jam baik berupa uang maupun 

barang. 

 

Gambar 2. 90 Upah rata-rata per jam pekerja 



 

81 

   

Sumber: BPS Tahun 2019 ς 2022 

Tingkat pengangguran terbuka 

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan 

kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya 

pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk 

yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) 

penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) 

kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan 

tetapi belum mulai bekerja.  

Indikator ini dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan 

kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator 

ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat 

memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti 

resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain.  

 

Gambar 2. 91 Presentase Tingkat pengangguran terbuka 

Sumber: BPS Tahun 2019 ς 2022 

Pekerja setengah pengangguran 

Pekerja setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 

35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu 

disebut setengah pengangguran terpaksa).  
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Gambar 2. 92 Presentase setengah pengangguran 

Sumber: BPS Tahun 2019 ς 2022 

Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). 

Penduduk usia muda yang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (youth not in education, 

employment or training atau NEET) adalah kaum muda yang melakukan kegiatan lain di luar sekolah, 

bekerja atau pelatihan. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur potensi penduduk usia muda 

untuk masuk ke pasar kerja, termasuk pekerja usia muda yang putus asa (discouraged worker) dan 

kaum muda yang bukan angkatan kerja karena disabilitas, mengurus rumah tangga, dan lain-lain. 

Indikator ini dapat memberi sinyal dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan keahlian bagi 

kaum muda, serta fasilitasi kemudahan transisi ke pasar kerja, termasuk penyediaan iklim 

ketenagakerjaan yang mendukung. 

 

Gambar 2. 93 Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti 
pelatihan 

Sumber: BPS Tahun 2019 ς 2022 
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Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja 

Pekerja anak didefinisikan sebagai semua penduduk yang berusia 5-17 tahun yang, selama angka 

waktu tertentu, terlibat dalam satu atau lebih dari kegiatan kategori berikut: 1). Bentuk-bentuk 

terburuk pekerja anak; 2). Pekerjaan di bawah usia minimum untuk bekerja; dan 3). Pekerjaan rumah 

tangga yang tidak dibayar dan berbahaya (International Conference of Labour Statisticians/ICLS 

articles 18).  

Karena saat ini Indonesia belum memiliki data yang representatif untuk menunjukkan persentase 

άǇŜƪŜǊƧŀ ŀƴŀƪέ ǎŜǎǳŀƛ ƪŀǘŜgori tersebut dan ketersediaan data Survei Angkatan Kerja Nasional 

ό{ŀƪŜǊƴŀǎύΣ Ƴŀƪŀ ƛƴŘƛƪŀǘƻǊ ƛƴƛ ƳŜƴƎƘƛǘǳƴƎ ǇŜǊǎŜƴǘŀǎŜ άŀƴŀƪ ȅŀƴƎ ōŜƪŜǊƧŀέ ŘŜƴƎŀƴ ǳǎƛŀ мл-17 tahun 

berdasarkan kriteria jam kerja dan kelompok umur sebagai berikut: a). Anak yang bekerja berusia 10-

12 tahun tanpa batas minimum jam kerja; b). Anak yang bekerja berusia 13-14 tahun dengan jam kerja 

lebih dari 15 jam seminggu; dan c). Anak yang bekerja berusia 15-17 tahun dengan jam kerja lebih dari 

40 jam seminggu.  

 

Gambar 2. 94 Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja 

Sumber: BPS Tahun 2019 ς 2022 

Indikator ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kondisi anak-anak yang bekerja 

di luar ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan proksi untuk menggambarkan 

kondisi pekerja anak. Anak-anak yang terpaksa bekerja biasanya berasal dari rumah tangga miskin, 

sehingga mereka terancam gagal memperbaiki masa depannya dan pada akhirnya tidak mampu 

mengangkat dirinya atau keluarganya untuk keluar dari kemiskinan. Indikator ini dapat memberikan 

sinyal dalam pengambilan kebijakan dan intervensi untuk menarik pekerja anak (terutama mereka 

yang berada di bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak), mengembalikan mereka ke sekolah 
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atau membekali dengan keterampilan sesuai minat, menyediakan bantuan sosial bagi keluarganya, 

dan melindungi kondisi kerja. 

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. 

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara merupakan banyaknya perjalanan kurang dari 6 bulan yang 

dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk memperoleh 

penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau 

bekerja), dengan mengunjungi obyek wisata komersial, dan/atau menginap di akomodasi komersial, 

dan/atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang. 

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur preferensi wisatawan domestik terhadap obyek wisata 

di Indonesia sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung perbaikan kebijakan pariwisata dan 

kemajuan pariwisata di Indonesia; dan menjadi dasar bagi pengukuran penerimaan negara yang 

diperoleh dari sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. 

 

Gambar 2. 95 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 

Sumber: BPS Tahun 2019 ς 2022 

B. Tantangan  

Pemulihan ekonomi Provinsi Papua diprakirakan berlanjut pada tahun 2022, ditunjukkan oleh masih 

tingginya pertumbuhan ekonomi provinsi papua. Pemulihan ekonomi ditopang oleh kinerja lapangan 

usaha pertambangan dan penggalian serta didukung oleh proses pemulihan ekonomi pada sektor 

nontambang. Sektor nontambang seperti konstruksi, transportasi dan pergudangan serta 

perdagangan besar dan eceran diprakirakan tumbuh positif. Berdasarkan sisi permintaan, 

pertumbuhan diprakirakan terutama berasal dari ekspor luar negeri yang tumbuh seiring peningkatan 

produksi lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta kenaikan harga komoditas, maupun 

dukungan konsumsi rumah tangga yang tumbuh seiring prakiraan meningkatnya aktivitas ekonomi, 
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optimisme konsumen serta mobilitas seiring peningkatan cakupan vaksinasi dan terkendalinya kasus 

COVID-19. Perekonomian Papua pada tahun 2022 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 9,24 ς 9,64% 

(yoy). Meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2021, pertumbuhan ini berada di atas 

prakiraan pertumbuhan Nasional. 

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, PDRB per kapita pun kembali mengalami 

pertumbuhan. PDRB ADHK per kapita pada triwulan I 2022 adalah sebesar Rp 3,25 juta perbulan, lebih 

tinggi dibanding triwulan I 2022 yang sebesar Rp 2,86 juta perbulan. Pertumbuhan tersebut sama 

dengan pertumbuhan PDRB sebesar 13,33% (yoy). Secara umum, perkembangan kondisi 

kesejahteraan pada September 2021 cenderung mengalami peningkatan. Secara tahunan, Jumlah dan 

persentase penduduk miskin terus mengalami peningkatan sejak September 2019. Sejalan dengan hal 

tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga memburuk 

menjadi 5,60 dan 2,05.   

Proses pemulihan ekonomi Papua berlanjut pada triwulan I 2022, tercermin pada pertumbuhan 

ekonomi sebesar 13,33% (yoy). Meskipun pertumbuhan tersebut melambat disbanding pertumbuhan 

triwulan IV 2021 yang sebesar 17,16% (yoy), pertumbuhan tersebut tetap tergolong tinggi dan jauh di 

atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,01% (yoy). Kontributor utama pendorong 

pertumbuhan pada triwulan I 2022 adalah (LU) pertambangan dan penggalian yang tumbuh 25,16% 

(yoy). Pertumbuhan tersebut terjadi seiring perkembangan produksi tembaga dan emas di tambang 

bawah tanah. Dari sisi permintaan, pertumbuhan didorong oleh ekspor luar negeri yang tumbuh 

115,89% (yoy). Pertumbuhan ekspor luar negeri juga didorong oleh perkembangan produksi tembaga 

dan emas di saat smelter tembaga masih dalam proses pembangunan, sehingga produksi tersebut 

perlu di ekspor ke luar negeri.  Meskipun tumbuh tinggi, pertumbuhan pada triwulan I 2022 

mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya, disebabkan oleh LU pertambangan dan 

penggalian maupun LU nontambang yang tumbuh lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. 

Perlambatan pertumbuhan LU nontambang disebabkan oleh LU perdagangan besar dan eceran serta 

LU transportasi dan pergudangan. Dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan berasal dari 

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB). 
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2.9 Membangun infrastruktur tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi  

 

Tujuan 9. Membangun Infrastruktur yang Tengguh, Meningkatkan 
Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi 

Tujuan TPB 9 memiliki peran penting mengingat infrastruktur konektivitas dalam menunjang 

industrialisasi sebagai mesin pendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di Papua. Ketersedian infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh 

mendorong pembangunan sektor industri yang kuat dalam rangka peningkatan produktivitas, 

menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, dan menaikkan pendapatan masyarakat yang pada 

akhirnya mempercepat pemberantasan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan lainnya. 

A. Status Capaian  

Pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar wilayah 

Indikator dalam mengukur pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan handal dalam TPB 9 ini 

meliputi indikator 9.1.1.(a) - Kondisi mantap jalan nasional, indikator 9.1.2* - Jumlah penumpang dan 

barang berdasarkan moda transportasi, indikator 9.1.2.(a) - Jumlah bandara, Indikator 9.1.2.(b) - 

Jumlah pelabuhan penyeberangan dan indikator 9.1.2.(c) - Jumlah pelabuhan strategis.  

Kondisi mantap jalan nasional (%) merupakan proporsi dari panjang jalan nasional yang memenuhi 

kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional. Kondisi mantap jalan nasional 

dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pergerakan orang dan distribusi barang.  

 

Gambar 2. 96 Presentase Kondisi Mantap Jalan Nasional 

Sumber: BPS Tahun 2019 ς 2022 
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Selain indikator panjang jalan, indikator jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda 

transportasi juga digunakan untuk mengukur capaian pembangunan infrastruktur trasnportasi dan 

mobilitas penumpang dan barang. Ketersediaan bandara (bandar udara) juga merupakan salah satu 

kategori mengukur terwujudnya penyelenggaraan penerbangan yang andal dan berkemampuan 

dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah, serta menunjukkan aksesibilitas, 

konektivitas dan mobilitas suatu daerah.  

 

Gambar 2. 97 Jumlah penumpang dan barang dengan pesawat terbang 

Sumber: BPS Tahun 2019 ς 2022 

 

Gambar 2. 98 Jumlah penumpang berangkat dengan pesawat terbang 

Sumber: BPS Tahun 2019 ς 2022 

Nilai Tambah Industri Manufaktur  

LƴŘǳǎǘǊƛ ƳŀƴǳŦŀƪǘǳǊ ǎŜŎŀǊŀ ƭǳŀǎ ŘƛŘŜŦƛƴƛǎƛƪŀƴ ǎŜōŀƎŀƛ άǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǎƛ ōŀƘŀƴ Ŧƛǎƛƪ ŀǘŀǳ ƪƛƳƛŀ ƳŜƴƧŀŘƛ 

prodǳƪ ōŀǊǳέ ǘŜǊƭŜǇŀǎ ŘŀǊƛ ǇǊƻǎŜǎ όŘŜƴƎŀƴ ƳŜǎƛƴ ŀǘŀǳ ŘŜƴƎŀƴ ǘŀƴƎŀƴύΣ ƭƻƪŀǎƛ όǇŀōǊƛƪ ŀǘŀǳ ǊǳƳŀƘύΣ 
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atau metode penjualan (grosir atau eceran). Sementara, Nilai tambah industri manufaktur merupakan 

jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan pada 

sektor industri manufaktur. Nilai tambah manufaktur di proyeksikan sebagai persentase dari produk 

domestik bruto (PDB) serta per kapita untuk periode tertentu. Nilai tambah manufaktur di hitung 

menggunakan Atas Dasar Harga Konstan 

 

Gambar 2. 99 Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur 

Sumber: BPS Tahun 2019 ς 2022 

Tabel 2. 4 Daftar perusahaan industri besar/sedang di Papua tahun 2021 

No KBLI Deskripsi Jumlah Perusahaan 

1. 10 Industri Makanan 19 

2. 11 Industri Minuman 10 

3. 13 Industri Textil 1 

4. 14 Industri Pakaian Jadi 1 

5. 16 Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk 

furniture) dan anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya 

6 

6. 23 Industri barang galian bukan logam 2 

7. 28 Mesin dan Perlengkapan ytdi 1 

8. 31 Industri furnitur 4 

Sumber: Direktori Perusahaan Manufaktur Besar dan Sedang di Papua - BPS Tahun 2021 

B. Tantangan  

Tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur jalan yang tangguh di Papua adalah kondisi 

geografis daerah yang beragam antara pengunungan, pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang tersebar. 

Pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan industrialisasi yang berkelanjutan di Provinsi Papua 

yang belum signifikan dipengaruhi oleh rendahnya kinerja infrastruktur. Konektivitas wilayah di Papua 

juga masih cukup rendah yang ditunjukkan dengan lambatnya pertambahan panjang jalan di Provinsi 

Papua serta banyaknya jaringan jalan dalam kondisi rusak. Konektivitas antar kampung dan distrik 
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akibatnya rendah, karena minimnya pengembangan jalan yang menghubungkan akses mereka untuk 

bermobilisasi. Selain itu, permasalahan konektivitas juga di pengaruhi oleh keadaan geografis yang 

ekstrim, sehingga moda angkutan umum di Provinsi Papua sangat terbatas. Belum memadainya 

kualitas infrastruktur jaringan transportasi (yaitu jalan, dan jembatan) menjadi hal penting yang perlu 

mendapat perhatian semua pihak baik Pemerintah Pusat maupun daerah, karena jalan dan jembatan 

merupakan prasarana primer dalam memfasilitasi mobilitas penduduk, termasuk mobilitas ke akses-

akses pelayanan dan sebagai faktor penentu berkembangnya perkembangan industrisasi di Papua. 

Kontribusi industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua juga terlihat belum 

maksimal dan masih cenderung fluktuatif menurun disebabkan karna beberapa faktor antara lain 

perkembangan jumlah perusahaan industri besar dan sedang dari tahun ke tahun tidak selalu 

mengalami kenaikan sebagai akibat dari berkembangnya dan surutnya usaha industri kecil menjadi 

besar/sedang, munculnya perusahaan baru, atau adanya perusahaan yang di tutup 
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2.10 Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara  

 
Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara 

Dalam mengatasi kesenjangan antarwilayah, khususnya dalam mengurangi jumlah daerah 

(kabupaten) dan desa tertinggal, Indonesia fokus pada pembangunan kewilayahan melalui 

pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Rangkaian kegiatan pembangunan fisik 

dan non-fisik dibangkitkan di berbagai titik seantero negeri. Pembangunan ini diharapkan dapat 

menjangkau pula ribuan desa untuk membuat desa tertinggal menjadi desa mandiri, dan desa mandiri 

menjadi lebih maju lagi. 

A. Status Capaian  

Gini Rasio 

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran 

secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin 

mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 

menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki 

pendapatan yang sama, sedangkan Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, 

atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan 

kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi 

pendapatan antar penduduk. 

 

Gambar 2. 100 Gini Rasio Kab/Kota di Provinsi Papua 

Sumber: BPS Tahun 2019 ς 2022 
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Presentase Penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan Nasional 

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 

makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Secara umum indikator persentase 

penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur 

ini akan digunakan untuk mengetahui distribusi penduduk yang dikategorikan miskin menurut jenis 

kelamin dan kelompok umur. Garis kemiskinan merupakan representase dari jumlah rupiah minimum 

yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimun makanan yang setara dengan 2100 

kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. 

 

Gambar 2. 101 Presentase Penduduk Miskin 

Sumber: BPS Tahun 2019 ς 2022 

Desa Tertinggal dan Desa Mandiri 

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi 

pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan 

pemberdayaan masyarakat desa.  

Pemberdayaan merupakan paradigma baru pembangunan yang terfokus pada masyarakat dan 

institusi lokal daerah. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kampung di Papua dapat tercermin 

salah satunya melalui peningkatan Indeks Desa Membangunan (IDM). IDM merupakan indeks 

komposit dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan 

ekologi/lingkungan, yang memotret perkembangan kemandirian kampung (penguatan otonomi 

kampung) di Papua berdasarkan implementasi UU Desa, dengan dukungan Dana Desa dan 

pendamping desa. IDM mengklasifikasi desa/kampung dalam lima status sebagaimana yang 

ditampilkan dalam tabel 2.33. Dalam hal ini, klasifikasi tersebut bertujuan untuk memperkuat upaya 
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fasilitasi pemajuan kampung di Papua menuju kampung berkembang, maju dan mandiri yang 

berketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan. 

Tabel 2. 5 Klasifikasi kampung berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 

No Klasifikasi Kampung  Rentang Nilai IDM 

1. Mandiri лΣумр ғ L5a Җ лΣфнл 

2. Maju лΣтлт ғ L5a Җ лΣумр 

3. Berkembang лΣрфф ғ L5a Җ лΣтлт 

4. Tertinggal лΣпфм ғ L5a Җ лΣрфф 

5. Sangat Tertinggal лΣнтл Җ L5a Җ лΣпфм 

Sumber: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Terdapat 2 indikator desa membangun dalam upaya pencapaian TPB 10 yaitu indikator 10.1.1.(b) ς 

Jumlah desa tertinggal dan indikator 10.1.1.(c) ς jumlah desa mandiri. Yang dimaksudkan dengan desa 

tertinggal adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, 

infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang 

masih minim. (Bappenas, Indeks Pembangunan Desa). Sementara, yang dimaksudkan dengan desa 

mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang 

mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum 

yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.  

 

Gambar 2. 102 Jumlah Desa Tertinggal 

Sumber: Indeks Desa Membangun 2019 ς 2022 
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Gambar 2. 103 Jumlah Desa Mandiri 

Sumber: Indeks Desa Membangun 2019 ς 2022 

Selain indikator jumlah desa mandiri dan jumlah desa tertinggal, terdapat indikator 10.1.1.(d) yaitu 

jumlah daerah tertinggal yang menjadi salah satu indikator untuk mengukur pencapaian target dari 

TPB 10 ini. Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta 

masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, sesuai 

Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. 

Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut 1). Perekonomian 

masyarakat; 2). Sumber daya manusia; 3). Sarana dan prasarana; 4). Kemampuan keuangan daerah, 

5). Aksesibilitas; dan 6). Karakteristik daerah.  

Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan 

Indikator ini merupakan ukuran yang dipakai sebagai ukuran kemiskinan relatif dan digunakan di 

sejumlah negara maju, untuk memonitor perkembangan tingkat kesejahteraan secara relatif 

penduduk yang memiliki penghasilan di bawah setengah dari nilai median pendapatan penduduk. Jika 

persentasenya semakin rendah, berarti penduduk pada kelompok pendapatan rendah mengalami 

peningkatan tingkat kesejahteraan.  

Indeks Kebebasan 

Indeks Kebebasan merupakan aspek pertama yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). 

Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara harus dijamin kebebasannya 

untuk dapat beraktifitas dan mengekspresikan sikap dan gagasannya serta berdaulat untuk terbebas 

dari ancaman kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.  
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Indeks kebebasan ini dapat digunakan untuk mengukur kebebasan sipil yang dilihat hanya pada 

kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok 

masyarakat tertentu terhadap keempat variabel kebebasan yang diukur, yaitu kebebasan berkumpul 

dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi, 

serta memperoleh tingkat kesetaraan akses individu/kelompok untuk berpartisipasi dalam 

pemerintahan. 

 

Gambar 2. 104 Indeks Kebebasan 

Sumber: BPS Tahun 2018 - 2020 

Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. 

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib 

berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan 

Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada 

setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau 

berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia 

lanjut/pensiun, atau meninggal dunia. Program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 

terdiri atas:  

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan 

yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan 

oleh lingkungan kerja. 

2. Jaminan Hari Tua (JHT): Manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta 

memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.  
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3. Jaminan Pensiun (JP): Bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi 

peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah mereka memasuki 

usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 

4. Jaminan Kematian (JKm): Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta 

meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. 

Indikator 10.4.1.(b) terkait proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan adalah 

banyaknya pekerja yang telah membayar iuran (Pasal 1 angka 8 UU SJSN), yang memiliki jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 

 

Gambar 2. 105 Proporsi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan 

Sumber: BPS Tahun 2018 - 2020 

B. Tantangan  

Upaya mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah melalui berbagai kegiatan penanggulangan 

kemiskinan di Papua telah dilakukan secara serentak antar Pemerintah Pusat dan Daerah, namun 

pencapaian ini masih belum terlaksana maksimal karna kondisi pandemic yang sangat mempengaruhi 

kemampuan mengkases dan daya beli masyarakat. Kondisi geografis, minimnya akses pelayanan dasar 

dan faktor kesenjangan antar wilayah masih menjadi tantangan pemerintah daerah provinsi dan 

kabupaten dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar makanan 

dan bukan makanan. Selain itu, diversifikasi pangan lokal dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar 

makanan juga belum terlaksana dengan maksimal, sehingga ketergantungan masyarakt lokal terhadap 

pangan import masih cukup tinggi. 
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2.11 Kota dan permukiman berkelanjutan  

 

Tujuan 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh 
dan Berkelanjutan 

Tujuan dari TPB 11 meliputi target yang ingin dicapai untuk mewujudkan kota dan permukiman yang 

berkelanjutan pada tahun 2030 dan mencakup perbaikan dari sisi kelayakhunian dan keberlanjutan 

kota yaitu dari sisi perumahan dan permukiman, transportasi publik, efisiensi penggunaan lahan, 

ketangguhan terhadap bencana, kualitas lingkungan, ketersediaan RTH, penguatan perencanaan dan 

juga kebijakan terkait bangunan dan gedung. Pelaksanaan Tujuan 11 berkaitan erat dengan berbagai 

kegiatan dari institusi lintas sektor yang terlibat dalam pembangunan perkotaan seperti 

Kementerian/Lembaga diantaranya Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, BNPB, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perhubungan, pelaku usaha 

dan filantropi, serta lembaga nonpemerintah. 

A. Tantangan  

Tantangan dalam peningkatan akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau oleh masyarakat di 

Papua adalah Keterbatasan akses pembiayaan perumahan terutama pada kelompok masyarakat 

berpenghasilan rendah serta berpenghasilan tidak tetap. Sementara tantangan untuk akses yang 

nyaman dan terlayani pada transportasi publik antara lain; 1.) Manajemen lahan untuk perumahan 

yang belum efektif serta terintegrasi dengan sistem transportasi publik dan infrastruktur dasar 

pemukiman; dan 2). Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan di bidang perumahan dan 

kawasan permukiman. Selain itu, keterbatasan jumlah sarana transportasi publik, tingginya biaya 

transport dan ketersediaan prasarana pendukung seperti terminal atau halte juga turut 

mempengaruhi pemanfaatan masyarakat terhadap transportasi umum.  

Tantangan yang dihadapi dalam sistem pengelolaan sampah antara lain 1). Masih rendahnya 

penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah; 2) kurangnya 

armada pengangkutan sampah dan adanya tantangan geografis dan aksesibilitas yang menghambat 

proses pengangkutan sampah; 3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang telah terbangun, sebagian 

besar masih dioperasikan dengan sistem open dumping, sedangkan desain dari sistem TPA yang 

disiapkan adalah sistem sanitary landfill; dan 4) komitmen pemerintah daerah masih harus terus 

ditingkatkan dalam pengelolaan sampah di daerah, khususnya terkait pembiayaan infrastruktur 

persampahan untuk operasional dan pemeliharaan (O&M).  
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B. Status Capaian  

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. 

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang 

layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan 

bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu 

dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan SDG Goal 11  Monitoring Framework, 

terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan (durabel 

housing), kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space), akses air minum (access to improved 

water), akses sanitasi layak (access to adequate sanitation) dan keamanan bermukim (security of 

tenure).  

Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria yang diwajibkan 

terpenuhi kelayakannya dan 2 (dua) kriteria yang akan terus dikawal adalah sebagai berikut: 

1. Ketahanan bangunan (durabel housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah 

memenuhi syarat a). Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, kayu/sirap, dan 

seng; b). Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok/GRC board, plesteran 

anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu; dan c). Bahan bangunan lantai rumah 

terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, 

dan semen/bata merah. 

2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapitŀ җ тΣн Ƴн  

3. Memiliki akses air minum (access to improved water) yaitu sumber air yang berasal dari leding 

meteran (keran individual), leding eceran, keran umum (komunal), hidran umum, 

penampungan air hujan (PAH), sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. 

Sementara itu, bagi rumah tangga yang menggunakan air kemasan dan/atau air isi ulang 

sebagai sumber air minum dikategorikan sebagai rumah tangga yang memiliki akses layak jika 

sumber air untuk masak dan MCK-nya menggunakan sumber air minum terlindung. 

4. Memiliki akses sanitasi layak (access to adequate sanitation) yaitu fasilitas sanitasi yang 

memenuhi kelayakan bangunan atas dan bawah, antara lain: memiliki fasilitas sanitasi yang 

klosetnya menggunakan leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan 

tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi 

tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain 

tertentu. Khusus untuk rumah tangga di perdesaan, tempat pembuangan akhir tinja berupa 

lubang tanah dikategorikan layak. 
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Sedangkan dua komponen yang akan terus dikawal adalah: 1). Keamanan bermukim dengan proksi 

berupa bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal. Rumah tangga dikategorikan memiliki 

keamanan bermukim jika jenis bukti kepemilikan rumah/bangunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) 

atas nama ART, SHM bukan atas nama ART, Sertifikat selain SHM (SHGB, SHSRS). Adapun Surat bukti 

lainnya (Girik, Letter C, dll), masih dikategorikan bukti kepemilikan yang kurang aman; dan 2). Hunian 

didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak 

melebihi dari 30%. Saat ini perhitungan keterjangkauan akan dilakukan terbatas bagi rumah tangga 

dengan kategori sewa, sementara untuk rumah tangga yang menghuni milik sendiri maka diasumsikan 

terjangkau.  

 

Gambar 2. 106 Presentase Rumah tangga yang memiliki akses hunian layak dan terjangkau 

Sumber: BPS Tahun 2018 - 2020 

Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman dan terlayani pada transportasi publik  

Untuk memastikan ketersediaan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah 

diakses dan berkelanjutan, maka terdapat 2 indikator yang akan dipakai untuk mengukur pencapaian 

target ini, antara lain : indikator 11.2.1.(a) ς Proporsi populasi yang mendapat akses nyaman pada 

transportasi publik dan indikator 11.2.1.(b) ς Presentase penduduk terlayani transportasi umum. Yang 

dimaksudkan dengan persentase penduduk yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi 

publik adalah perbandingan jumlah penduduk dengan jarak rumah ke tempat menunggu 

kendaraan/angkutan umum dengan rute tertentu terdekat dalam jarak 0,5 km  dibandingkan   jumlah  

semua penduduk yang berada di wilayah layanan angkutan umum tersebut, sedangkan yang 

dimaksudkan dengan persentase penduduk terlayani transportasi umum adalah perbandingan jumlah 

penduduk yang menggunaan transportasi umum dibandingkan jumlah semua penduduk yang berada 

di wilayah layanan angkutan umum tersebut. Kedua indikator ini dapat dimanfaatkan untuk 
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melakukan pemantauan penggunaan dan akses penduduk terhadap transportasi umum yang nyaman 

serta gerakan menurunkan ketergantungan akan penggunaan kendaraan pribadi. 

Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk. 

Lahan terbangun adalah area tidak bervegetasi yang memiliki tutupan lahan buatan yang biasanya 

bersifat kedap air dan relatif permanen. Lahan terbangun terdiri atas permukiman, jaringan jalan, 

jaringan jalan kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut (SNI 7645:2010 tentang Klasifikasi 

penutupan lahan). Laju perluasan lahan terbangun adalah angka yang menunjukkan tingkat 

pertambahan area tidak bervegetasi yang memiliki tutupan lahan permanen maupun semi permanen 

yang bersifat kedap air. Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk 

adalah perbandingan laju perluasan lahan terbangun (tidak bervegetasi, memiliki tutupan permanen 

atau semi permanen yang kedap air) dengan laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu yang 

sama. 

Kerugian akibat bencana  

Kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada 

berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) 

yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah kota. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana 

adalah jumlah total kerugian yang didapatkan setelah adanya bencana dibandingkan total pendapatan 

domestic bruto (PDB). 

Berikut ini adalah damak terhadap kondisi sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan dari berbagai kejadian 

bencana di Provinsi Papua Tahun 2021 

Tabel 2. 6 Dampak Multi Bencana Tahun 2021 

 

Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021 

 

Tabel 2. 7 Dampak Bencana Gempa Bumi Tahun 2021 

Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi

Kota Jayapura - - 313,031.00 - - 2,771,466.00 - - 1,889,000.00 - 33,740.00 -

Jayapura - 83.00 171,582.00 - 333.00 1,761,719.00 - 967.00 3,060,066.00 - 564,335.00 5,749.00

Biak Numfor 284.00 6,283.00139,485.00 - 20,838.001,607,129.00 - 63,391.00 907,447.00 - 120,948.00 3,321.00

Keerom - 165.00 64,215.00 - 164.00 703,182.00 - 3,721.00 919,520.00 - 443,678.00 3,760.00

Kepulauan Yapen 59.00 6,432.00106,562.00 - 18,999.001,162,824.00 - 46,639.00 954,635.00 - 85,113.00 1,503.00

Mamberamo Raya - 5,663.00 27,411.00 - 15,363.00 408,182.00 - 53,555.00 242,161.00 - 1,194,635.00 95,325.00

Sarmi - - 40,840.00 - - 469,400.00 - - 926,000.00 - 776,039.00 517.00

Supiori 114.00 394.00 24,211.00 - 1,994.00 321,279.00 - - 289,000.00 - 38,927.00 31.00

Waropen 187.00 5,638.00 30,480.00 - 42,624.00 367,025.00 - 35,574.00 478,482.00 - 373,505.00 89,571.00

Jumlah 644.00 24,658.00917,817.00 0.00 100,315.009,572,206.00 0.00 203,847.009,666,311.00 0.00 3,630,920.00199,777.00

Sosial (Jiwa) Fisik (Juta Rupiah) Ekonomi (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha)
Kab / Kota
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Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021 

 

Tabel 2. 8 Dampak Bencana Tsunami Tahun 2021 

 

Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021 

 

Tabel 2. 9 Bencana Banjir Tahun 2021 

 

Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021 

 

Tabel 2. 10 Dampak Bencana Banjir Bandang Tahun 2021 

 

Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021 

 

Tabel 2. 11 Dampak Bencana Tanah Longsor Tahun 2021 

Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi

Kota Jayapura - - 313,031 - - 2,771,466 - -                     - 1,889,000 - - -

Jayapura 17 89 171,559 - 339 1,761,547 - 1,178 3,059,583 - - -

Biak Numfor 732 12,395 132,925 - 29,524 1,552,313 - 71,619 873,515 - - -

Keerom - 1,414 62,966 - 6,416 683,795 - 28,717 862,544 - - -

Kepulauan Yapen 195 9,182 103,676 - 23,089 1,136,637 - 71,254 904,282 - - -

Mamberamo Raya 1,023 14,229 17,822 - 52,529 269,868 - 86,153 170,111 - - -

Sarmi 7 - 40,833 - - 469,347 - - 926,000 - - -

Supiori 383 597 23,739 - 2,197 317,744 - 141 288,719 - - -

Waropen 921 17,564 17,820 - 68,897 224,793 - 93,010 360,552 - - -

Jumlah 3,278.00 55,470.00884,371.00 0.00 182,991.009,187,510.00 0.00 352,072.009,334,306.00 0.00 0.00 0.00

Sosial (Jiwa) Fisik (Juta Rupiah) Ekonomi (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha)
Kab / Kota

Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi

Kota Jayapura 3274 3164 22637 4414 185084 5412 39056               

Jayapura 47 30 3947 30 33599 30 9668 0.1 28

Biak Numfor 614 840 14960 2701 161406 128 12014 10 282

Kepulauan Yapen 1538 10418 5069 13404 41371 19217 28329 39 147

Mamberamo Raya 163 103 789 103 5919                    23 104

Sarmi 1443 1311 8983 4761 73871 2092 62623 0.4 53

Supiori 216 291 6350 541 76322 211 22653 1 63

Waropen 197 2514 19734                  1251 4 96

Jumlah 7,492.00 18,671.00 62,735.00 0.00 45,688.00577,572.00 0.00 28,341.00174,343.00 0.00 77.50 773.00

Sosial (Jiwa) Fisik (Juta Rupiah) Ekonomi (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha)
Kab / Kota

Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi

Kota Jayapura 670 22,203 43,527 - 38,473 376,193 - 148,835 351,939 - 377 183

Jayapura 41 12,184 51,371 - 28,661 482,426 - 204,971 574,125 - 19,467 11,833

Biak Numfor 49 7,847 27,760 - 15,178 328,703 - 19,682 209,153 - 1,817 1,341

Keerom 149 12,353 22,899 - 29,458 240,886 - 102,447 190,010 - 12,883 7,137

Kepulauan Yapen 514 32,246 10,056 - 66,027 86,573 - 57,954 56,572 - 577 287

Mamberamo Raya 54 4,884 8,821 - 17,734 118,959 - 35,393 51,759 - 125,473 75,246

Sarmi 226 7,086 12,641 - 14,937 135,410 - 108,080 146,099 - 46,592 28,769

Supiori - 706 909 - 706 17,020 - 7,950 7,316 - 223 147

Waropen 74 5,674 13,801 - 21,306 130,347 - 84,997 106,165 - 23,353 13,970

Jumlah 1,777.00 105,183.00191,785.00 0.00 232,480.001,916,517.00 0.00 770,309.001,693,138.00 0.00 230,762.00138,913.00

Lingkungan (Ha)Ekonomi (Juta Rupiah)Fisik (Juta Rupiah)Sosial (Jiwa)
Kab / Kota

Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi

Kota Jayapura                                               670 3,494 20,667 - 6,115 182,802 - 4,388 12,433 - 0 1

Jayapura                                                    1934 8,786 16,920 - 9,826 197,366 - 22,026 102,123 - 103 399

Keerom                                                           98 786 1,947 - 1,785 28,669 - 6,116 27,038 - 69 282

Kepulauan Yapen                                          260 4,441 11,227 - 6,301 93,766 - 8,637 46,294 - 10 32

Mamberamo Raya 391 1,300 2,802 - 2,901 21,513 - 6,054 15,767 - 100 374

Sarmi 66 254 800 - 1,255 9,000 - 5,113 21,118 - 213 715

Supiori - 22 114 - 22 856 - - - - - -

Waropen 188 688 1,975 - 687 14,808 - 4,725 14,266 - 71 277

Jumlah 3,607.00 19,771.00 56,452.00 0.00 28,892.00548,780.00 0.00 57,059.00239,039.00 0.00 566.00 2,080.00

Sosial (Jiwa) Fisik (Juta Rupiah) Ekonomi (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha)
Kab / Kota
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Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021 

 

Tabel 2. 12 Dampak Bencana Kekeringan Tahun 2021 

 

Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021 

 

Tabel 2. 13 Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 

 

Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021 

Tabel 2. 14 Dampak Bencana Cuaca Ekstrem Tahun 2021 

 

Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021 

 

Tabel 2. 15 Dampak Bencana Gelombang Ekstrem Tahun 2021 

Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi

Kota Jayapura 22,364 31,568 94,234 - 40,782 845,868 - 24,282 785,791 - 49 48

Jayapura 4,989 3,423 12,579 - 21,664 197,329 - 53,086 561,012 - 27,247 24,880

Biak Numfor 2,614 2,934 314 - 15,190 6,517 - 44,013 60,867 - 7,639 1,083

Keerom 508 392 4,016 - 2,394 59,408 - 3,339 88,422 - 4,192 4,055

Kepulauan Yapen 7,642 10,909 7,866 - 54,260 197,146 - 111,675 277,762 - 15,404 9,644

Mamberamo Raya 547 859 7,535 - 16,058 120,821 - 2,728 75,575 - 93,581 64,986

Sarmi 580 178 2,325 - 1,178 39,635 - 7,106 26,099 - 40,444 14,448

Supiori 972 718 2,769 - 12,918 55,575 - 13,929 20,120 - 6,400 3,795

Waropen 1,555 1,991 1,383 - 19,672 59,973 - 8,477 8,801 - 63,762 43,182

Jumlah 41,771.00 52,972.00133,021.00 0.00 184,116.001,582,272.00 0.00 268,635.001,904,449.00 0.00 258,718.00166,121.00

Kab / Kota
Sosial (Jiwa) Fisik (Juta Rupiah) Ekonomi (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha)

Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi

Kota Jayapura - - 313,031 - - - - -                     -                     

-                -                     

1888415 - 36,722

Jayapura - - 171,665 - - - - -                     -                     

-                -                     

3061940 - 721,016

Biak Numfor - 133,364 12,688 - - - - 419,456 197586 - 60,152 18,642

Keerom - - 64,380 - - - - -                     -                     

-                -                     

927000 - 488,429

Kepulauan Yapen - 109,236 3,817 - - - - 478,915 81878 - 78,248 5,355

Mamberamo Raya - 20,750 12,324 - - - - 67,226 216548 - 556,474 580,579

Sarmi - - 40,840 - - - - - 925469 - 795,938

Supiori - 24,354 365 - - - - 143,937 - - 26,642 228

Waropen - 36,305 - - - - - 274,954 - - 273,154

Jumlah 0.00 324,009.00 619,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,384,488.007,298,836.00 0.00 994,670.002,646,909.00

Kab / Kota
Sosial (Jiwa) Fisik (Juta Rupiah) Ekonomi (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha)

Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi

Kota Jayapura - - - - - - - 595,633 53,683 - 1,815 27

Jayapura - - - - - - - 1,077,761 246,243 - 19,034 458

Biak Numfor - - - - - - - 376,897 160 - 9,946 169

Keerom - - - - - - - 231,798 273,356 - 10,151 914

Kepulauan Yapen - - - - - - - 158,357 - - 2,749 -

Mamberamo Raya - - - - - - - 13,139 - - 58,656 5,794

Sarmi - - - - - - - 239,502 - - 34,536 1,832

Supiori - - - - - - - 13,929 - - 126 -

Waropen - - - - - - - 121,543 - - 30,873 1,881

Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,828,559.00573,442.00 0.00 167,886.00 11,075.00

Kab / Kota
Lingkungan (Ha)Sosial (Jiwa) Fisik (Juta Rupiah) Ekonomi (Juta Rupiah)

Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi

Kota Jayapura 82,957 32,915 71,507 - 52,679 622,066 - 146,422 512,695 - - -

Jayapura 11,917 14,848 44,218 - 37,891 445,145 - 463,935 91,548 - - -

Biak Numfor 10,852 23,028 96,130 - 67,465 956,046 - 144,707 80,453 - - -

Keerom 7,319 9,340 42,030 - 31,925 412,414 - 218,956 133,339 - - -

Kepulauan Yapen 20,562 16,833 39,154 - 32,668 334,166 - 80,884 53,462 - - -

Mamberamo Raya 8,644 8,360 6,520 - 30,011 82,506 - 48,765 37,455 - - -

Sarmi 4,723 5,836 20,274 - 9,086 194,357 - 213,271 236,613 - - -

Supiori 5,329 6,933 5,459 - 22,084 58,344 - 40,452 41,929 - - -

Waropen 6,266 8,578 18,904 - 27,860 164,414 - 91,806 246,699 - - -

Jumlah 158,569.00126,671.00344,196.00 0.00 311,669.003,269,458.00 0.00 1,449,198.001,434,193.00 0.00 0.00 0.00

Sosial (Jiwa) Fisik (Juta Rupiah) Ekonomi (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha)
Kab / Kota 
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Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021 

 

Tabel 2. 16 Dampak Bencana Likuefaksi Tahun 2021 

 

Sumber: Indeks Resiko Bencana Tahun 2021 

Mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan 

Dalam upaya untuk mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan maka 

terdapat 4 indikator yang menjadi kewenangan provinsi antara lain indikator 11.6.1.(a) - Persentase 

rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya; indikator 11.6.1.(b) - Persentase 

sampah nasional yang terkelola; indikator 11.6.2.(a) - Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 

10; dan indikator 11.6.2.(b) - Indeks Kualitas Udara. 

Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah adalah jumlah rumah 

tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap pengelolaan sampah dibandingkan dengan jumlah 

rumah tangga di perkotaan secara keseluruhan. Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008, Pengelolaan 

sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi 

pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan: pembatasan 

timbulan sampah, pendaur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan 

penanganan sampah meliputi: pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan jenis 

sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke 

tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dalam 

bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau 

dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, pengolahan dalam 

bentuk mengubah karakteristik komposisi dan jumlah sampah, dan/atau pemrosesan akhir sampah 

Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi

Kota Jayapura 20,756        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Jayapura 3,159         41               100              - 40               750                - 302             363              - 5                                

Biak Numfor 15,858       1,362         1,712          - 2,365         22,035          - 607             831              - 390             26               

Keerom 7                   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Kepulauan Yapen 22,914        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Mamberamo Raya 1,093         152              -  - 152              -  -  -  -  - 89               1                  

Sarmi 196             234             6,715          - 235             50,852          - 73,913       74,079        - 353             274             

Supiori 6,221          -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Waropen 271             186             3,881          - 17,407       29,109          - 2,779         3,335          - 173             37               

Jumlah 70,475.00 1,975.00 12,408.00 0.00 20,199.00 102,746.00 0.00 77,601.00 78,608.00 0.00 1,010.00 338.00

Kab / Kota
Sosial (Jiwa) Fisik (Juta Rupiah) Ekonomi (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha)

Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi

Kota Jayapura 8,986 6,578 315,001 - 21,649 2,793,209 - 130,843 2,013,627 - 34,255 252

Jayapura 93 4,081 172,588 - 13,131 1,773,291 - 190,378 3,233,192 - 590,836 17,022

Biak Numfor 654 20,114 156,047 - 48,923 1,776,119 - 69,845 914,508 - 121,671 3,421

Keerom 1,684 1,612 114,927 - 4,912 1,223,105 - 38,401 1,572,725 - 450,486 6,239

Kepulauan Yapen 131 38,883 143,690 - 79,895 1,497,629 - 149,030 1,050,073 - 86,865 2,158

Mamberamo Raya 5,359 11,007 28,765 - 38,756 429,351 - 99,126 245,886 - 1,376,213 134,370

Sarmi 164 8,312 43,249 - 22,263 487,468 - 47,781 1,018,507 - 833,939 15,789

Supiori 606 3,547 32,523 - 14,248 408,921 - 20,191 358,084 - 39,529 329

Waropen 17,438 11,032 30,519 - 57,716 367,315 - 104,219 478,482 - 414,951 89,895

Jumlah 35,115.00105,166.001,037,309.00 0.00 301,493.0010,756,408.00 0.00 849,814.0010,885,084.00 0.00 3,948,745.00269,475.00

Sosial (Jiwa) Fisik (Juta Rupiah) Ekonomi (Juta Rupiah) Lingkungan (Ha)
Kab / Kota
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dalam bentuk pengambilan sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media 

lingkungan secara aman. 

 

Gambar 2. 107 Pengelolaan Sampah 

Sumber: BPS Tahun 2019 - 2022 

Indeks Kualitas Udara dan Pemantauan konsentrasi Partikulat halus (SPM) 

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah 

perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di 

Indonesia. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan 

bertambahnya jumlah penduduk. Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima 

pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur 

dioksida (SO) dan nitrogen dioksida (NO). Parameter NOx mewakili emisi dari kendaraan bermotor 

yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SOx mewakili emisi dari industry dan kendaraan diesel 

yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Ukuran 

yang digunakan untuk menilai kualitas udara berdasarkan pengukuran parameter pencemar udara 

yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara yaitu NO2, SO2 dan PM2,5. 
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Gambar 2. 108 Indeks Kualitas Udara Provinsi Papua 

Sumber: Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022 

Pemantauan Suspended Particulated Matter (SPM) dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi 

dan Geofisika (BMKG) di 37 stasiun di Indonesia. Pemantauan SPM dilakukan dengan metode sampling 

menggunakan, High Volume Sampler (HVS), sedangkan untuk analisis laboratorium 

menggunakan Neraca Analitik (Analytical Balance).  

Tabel 2. 17 Konsentrasi Partikulat halus (SPM) Provinsi Papua 

Stasiun 
SPM 2019 SPM 2020 SPM 2021 SPM 2022 

Min 
Rata-
Rata 

Max Min 
Rata-
Rata 

Max Min 
Rata-
Rata 

Max Min 
Rata-
Rata 

Max 

Mokmer 30.64 36.61 46.84 32.44 42.57 55.94 28.34 38.76 48.34 25.54 41.57 55.34 

Angkasa Pura 16.34 23.26 32.94 14.74 25.26 55.84 11.54 20.3 32.84 15.14 17.77 24.54 
Sumber: Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022 

Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir 

Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir 

mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah 

semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang 

mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan dan 

perampokan), penganiayaan, dan pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan 

sebagainya). Sehingga, cakupan korban kejahatan kekerasan adalah penganiayaan, pencurian dengan 

kekerasan, dan pelecehan seksual. Penghitungan proporsi jumlah penduduk yang menjadi korban 

kejahatan adalah jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir 

dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut dikali 100 persen. 
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Gambar 2. 109 Penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir 

Sumber: Simfoni PPA Tahun 2019 ς 2022 

2.12 Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan  

 

Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan 

Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan atau Sustainable Consumption and Production (SCP) 

merupakan salah satu subtema aksi menuju perwujudan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 

Development) yang telah dicanangkan sejak Deklarasi Rio tahun 1992, yakni adanya komitmen untuk 

meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berkesinambungan. 

Dalam principle ke-8 Deklarasi Rio untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan pada tahun 1992, 

ŘƛǎŜōǳǘƪŀƴ ōŀƘǿŀ άΦΦΦ ǳƴǘǳƪ ƳŜƴŎŀǇŀƛ pembangunan yang berkelanjutan dan kualitas hidup lebih baik 

bagi semua orang, negara-negara harus mengurangi dan menghapus pola konsumsi dan produksi yang 

tidak ōŜǊƪŜƭŀƴƧǳǘŀƴ Řŀƴ ƳŜƳǇǊƻƳƻǎƛƪŀƴ ƪŜōƛƧŀƪŀƴ ŘŜƳƻƎǊŀŦƛ ȅŀƴƎ ǎŜǎǳŀƛΦέ 

A. Status Capaian  

Dalam upaya untuk mencapai target 12.3 mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita 

global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi 

dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen, maka terdapat 1 indikator yang menjadi 

kewenangan provinsi yaitu indikator 12.3.1.(a) ς Presentase sisa makanan. Konsep Makanan adalah 

segala zat, apakah diproses, setengah diproses, atau mentah ς yang dimaksudkan untuk konsumsi 

manusia; termasuk minuman dan zat apa pun yang telah digunakan dalam pembuatan.  
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Gambar 2. 110 Presentase Sisa Makanan 

Sumber: SIPSN MenLHK 2019 ς 2022 

Makanan juga termasuk bahan yang telah rusak dan karenanya tidak lagi layak untuk dikonsumsi 

manusia, tetapi, TIDAK termasuk kosmetik, tembakau, atau zat yang hanya digunakan sebagai obat. 

Itu tidak termasuk agen pengolahan yang digunakan sepanjang rantai pasokan makanan, misalnya, air 

untuk membersihkan atau memasak bahan baku di pabrik atau di rumah. Bagian yang tidak dapat 

dimakan (atau tidak dapat dimakan) adalah Komponen yang terkait dengan makanan yang, dalam 

rantai pasokan makanan tertentu, tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh manusia, contohnya: 

tulang, Tidak termasuk kemasan. Sekitar sepertiga dari semua makanan hilang atau terbuang (FAO, 

2011) sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi dan meningkatnya tekanan pada sistem pangan.  

B. Tantangan  

Tantangan yang dihadapi dalam sistem pengelolaan sampah antara lain 1). Masih rendahnya 

penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah; 2) kurangnya 

armada pengangkutan sampah dan adanya tantangan geografis dan aksesibilitas yang menghambat 

proses pengangkutan sampah; 3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang telah terbangun, sebagian 

besar masih dioperasikan dengan sistem open dumping, sedangkan desain dari sistem TPA yang 

disiapkan adalah sistem sanitary landfill; dan 4) komitmen pemerintah daerah masih harus terus 

ditingkatkan dalam pengelolaan sampah di daerah, khususnya terkait pembiayaan infrastruktur 

persampahan untuk operasional dan pemeliharaan (O&M). 

Terdapat beberapa data capaian yang belum tersedia terkait dengan target pencapaian tujuan TPB 12 

ini, antara lain: 

2 Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri. 

3 Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline. 
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4 Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah 

berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya. 

5 Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. 

6 Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya. 

7 Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 

8 Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya 

lingkungan hidup. 

9 Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. 

10 Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development. 
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2.13 Penanganan perubahan iklim dan penanggulangan kebencanaan perubahan iklim dan penanggulangan  

 

Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim 
dan Dampaknya 

Perubahan iklim telah, sedang dan akan dapat menimbulkan dampak yang nyata terhadap masyarakat 

di semua negara dan wilayah. Dampak perubahan iklim beresiko mengganggu perekonomian nasional 

dan mempengaruhi kehidupan masyarakat saat sekarang dan  akan lebih besar lagi dampaknya di 

masa mendatang tanpa ada penanganan yang kontinyu dan menyeluruh. Dampak perubahan iklim ini 

dapat dirasakan mulai dari perubahan pola cuaca, meningkatnya permukaan air laut, kejadian cuaca 

ekstrim yang semakin sering terjadi, hingga bencana terkait iklim atau hidrometeorologi akibat 

pemanasan global atau perubahan iklim, seperti banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan.   

Emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global menurut IPCC (2018) sebagian besar 

dipicu oleh aktivitas manusia untuk mencapai kesejahteraan global. Aktivitas manusia diperkirakan 

telah menyebabkan sekitar 1,0°C pemanasan global diatas tingkat praindustri, dengan kisarannya 

antara 0.8° C hingga 1.2°C.  Namun, pemanasan global kemungkinan besar akan mencapai 1,5° C 

antara tahun 2030 dan 2052 jika suhu terus meningkat dengan laju seperti saat ini.  Suhu rata-rata 

akan terus meningkat sebesar 3-5°C ada akhir abad ini dibandingkan dengan pada era pra-industri. 

Untuk mempertahankan kenaikan suhu di bawah batas 2°C diperlukan koordinasi semua pihak untuk 

berkontribusi sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Upaya bersama tersebut juga 

memerlukan berbagai perubahan, termasuk teknologi, kelembagaan dan perilaku. Indonesia telah 

mengadopsi kesepakatan bersama, yaitu Paris Climate Agreement yang tujuannya untuk memperkuat 

respon global terhadap ancaman perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan dengan 

cara menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2,0° C dari angka sebelum masa 

revolusi industri, dan mengupayakan untuk membatasi peningkatan temperatur hingga setidaknya 

1,5° C. Hal ini karena dipahami bahwa pembatasan ini akan dapat mengurangi risiko dan dampak 

perubahan iklim secara signifikan (Alisjahbana dan Murniningtyas, 2018). 

Penanganan perubahan iklim dalam bentuk pembangunan yang rendah karbon untuk menekan laju 

emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan pembangunan yang berketahanan iklim untuk peningkatan 

ketangguhan dan mengurangi kerentanan masyarakat dan sektor akibat dampak negatif perubahan 

iklim perlu disinergikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan 

nasional.  Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim juga merupakan instrumen penting 

dalam upaya transformasi pembangunan hijau menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.   
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A. Status Capaian  

Ketahanan masyarakat mIskin dari bencana alam.  

Risiko perubahan iklim dan bencana merupakan ancaman serius pada pembangunan sosial ekonomi 

Indonesia dan dapat mengganggu perolehan pendapatan negara yang saat ini juga sudah cukup sulit. 

Berbagai risiko tersebut diperkirakan akan meningkat di masa mendatang dengan adanya perubahan 

iklim, dengan dampak yang meluas pada empat sektor prioritas dalam Kebijakan Pembangunan 

Berketahanan Iklim (PBI) 2020-2045. Guncangan dan tekanan iklim juga akan memaksa penduduk 

yang hampir miskin masuk ke dalam kategori miskin, oleh karena itu diperlukan hubungan yang lebih 

erat antara upaya untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan ketahanan iklim sehingga 

pencapaian keduanya dapat berkelanjutan. Intervensi pengentasan kemiskinan, termasuk penurunan 

beban ekonomi, penanganan isolasi spasial, dan peningkatan kapasitas ekonomi, perlu direncanakan 

dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan risiko iklim saat ini dan masa depan. Aksi iklim perlu 

direncanakan dengan seksama sehingga dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat 

miskin dan hampir miskin serta mencegah meningkatnya kerentanan dan ketidaksetaraan 

Tabel 2. 18 Indeks Resiko Bencana Kab/Kota di Papua  

Kab/Kota 2018 2019 2020 2021 2022 

Kota Jayapura 144.79 143.94 143.94 128.86 114.40 

Kab. Jayapura 203.20 203.20 203.20 203.20 203.20 

Keerom 127.20 127.20 127.20 127.20 127.20 

Sarmi 166.98 166.98 166.98 166.98 169.00 

Memberamo Raya 165.60 165.60 165.60 165.60 165.60 

Biak Numfor 138.40 138.40 138.40 138.40 138.40 

Supiori 92.40 92.40 92.40 92.40 92.40 

Yapen 83.65 83.48 83.48 83.48 93.60 

Waropen 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 

Sumber: Indeks Resiko Bencana ς BNPB 2018-2022 

Keterangan 

  TINGGI 

  SEDANG 

 

Emisi GRK Papua 

Emisi gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia di bumi menimbulkan efek 

rumah kaca di atmosfer. Gas-gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida (CO2), belerang dioksida 

(SO2), nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida (NO2), gas metana (CH4), dan klorofluorokarbon 

(CFC). Gas karbon sebagai pencemar utama dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak, batu 
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bara, dan bahan bakar organik lain. Gas karbon itu terakumulasi di lapisan atmosfer karena tak 

terserap tumbuhan atau kawasan hutan di darat dan padang lamun serta rumput laut di perairan yang 

luasannya menciut. Sementara paparan panas matahari, terutama radiasi inframerah, tak bisa 

terpantul keluar atmosfer karena tertahan lapisan gas rumah kaca (GRK) yang menebal di lapisan 

udara atas. Itu menyebabkan suhu Bumi terus naik. 

Tabel 2. 19 Emisi GRK per Sektor Provinsi Papua 

TAHUN ENERGI IPPU PERTANIAN KEHUTANAN LIMBAH TOTAL 

2000 238.03 0.00 347.48 0.00 139.11 724,61 

2001 268.94 0.00 323.96 -133,821.85 229.10 -132.999,84 

2002 296.66 0.00 327.81 -127,764.51 221.33 -126.918,71 

2003 329.12 0.00 268.53 -131,573.40 181.89 -130.793,86 

2004 1,867.79 0.00 243.63 -104,904.95 198.93 -102.594,60 

2005 356.31 0.00 190.23 -114,787.19 186.92 -114.053,73 

2006 409.35 0.00 320.67 -103,131.55 199.95 -102.201,58 

2007 1,298.48 0.00 355.61 -119,914.64 226.00 -118.034,55 

2008 1,541.75 0.00 383.84 -122,290.62 236.01 -120.129,02 

2009 1,296.10 0.00 387.15 -115,067.10 249.58 -113.134,27 

2010 1,356.84 0.00 390.85 -124,940.10 355.80 -122.836,61 

2011 1,373.54 0.00 2,662.69 -122,562.82 341.82 -118.184,77 

2012 1,631.27 0.00 456.34 -121,361.40 374.36 -118.899,43 

2013 1,709.34 0.00 538.48 -125,182.53 396.91 -122.537,80 

2014 2,822.76 0.00 488.35 -108,915.32 416.52 -105.187,70 

2015 2,422.73 0.00 505.93 -76,906.84 428.82 -73.549,35 

2016 2,185.89 0.00 528.07 -115,209.82 255.39 -112.240,48 

2017 2,191.29 0.00 785.72 -104,427.47 610.06 -100.840,39 

2018 2,107.91 0.00 723.32 2,353.18 671.22 5.855,63 

2019 2,107.91 0.00 790.28 0.00 738.85 3.637,04 

2020 2,107.91 0.00 936.93 0.00 787.38 3.832,22 

2021 2,107.91 0.00 991.59 0.00 988.23 4.087,72 

2022 2,107.91 0.00 318.85 0.00 1,083.40 3.510,16 

 

Sumber: Sign-Smart KLHK Tahun 2023 

 



 

111 

   

Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup 

Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan 

hidup, dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan hidup. Salah satu cara untuk peningkatan kapasitas dan kesadaran tersebut adalah melalui 

satuan Pendidikan formal serta melalui lembaga dan masyarakat. 

¶ Jumlah pendidikan formal peduli lingkungan 

¶ Jumlah komunitas masyarakat peduli lingkungan 

B. Tantangan  

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan penanggulangan bencana di Papua 

antara lain:  

1. Meningkatnya kejadian bencana geologi dan hidrometeorologi akibat perubahan iklim yang 

menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi;  

2. Kapasitas dan kesadaran para pihak terhadap bencana yang masih rendah; dan  

3. Tata kelola kelembagaan termasuk rotasi personel dan konvergensi pembangunan 

berketahanan bencana dan iklim masih perlu ditingkatkan. 

Penanganan perubahan iklim telah dilakukan secara bersungguh-sungguh dan telah memberikan hasil 

yang baik, namun masih diperlukan upaya untuk menanggulangi tantangan dinamika pembangunan 

masa depan. Tantangan strategis yang masih dihadapi dalam penanganan perubahan iklim, khususnya 

pembangunan rendah karbon diantaranya (KemenPPN/Bappenas, 2020) adalah:  

1. Penurunan emisi dan intensitas emisi GRK memerlukan upaya yang holistik dan terintegrasi 

dalam program pembangunan: 

a. Untuk mencapai target penurunan emisi GRK sebesar 29 persen dengan usaha sendiri 

dan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional di bawah baseline emisi GRK 

pada tahun 2030 memerlukan penerapan pembangunan rendah karbon yang bersifat 

holistik dalam penanganan perubahan iklim dan mengintegrasikan kebijakan 

penanggulangan perubahan iklim ke dalam program pembangunan nasional, 

b. Pertumbuhan ekonomi dan sosial perlu dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan 

yang rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan 

melalui pembangunan rendah karbon, 

c. Penurunan emisi GRK dan intensitas emisi sangat tergantung dari efektifitas 

implementasi kebijakan di sektor energi, lahan dan gambut, industri, limbah, 

pertanian serta pesisir dan kelautan.   
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2. Pembangunan rendah karbon memerlukan dukungan lintas sektor dan multipihak: 

a. Komitmen penerapan pembangunan rendah karbon perlu diperkuat di tingkat 

subnasional, nasional, dan internasional, baik dari unsur pemerintah maupun 

nonpemerintah, 

b. Keterlibatan dan dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan rendah karbon 

perlu ditingkatkan, khususnya terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan 

Rendah Karbon Daerah dan pelaksanaan berbagai aksi pembangunan rendah karbon 

secara terintegrasi, 

c. Keterlibatan dan dukungan aktor non-pemerintah, seperti peneliti, sektor swasta dan 

organisasi kemasyarakatan terhadap pembangunan rendah karbon masih perlu 

ditingkatkan, 

d. Komunikasi dan penjangkauan terhadap berbagai pihak, khususnya aktor non-

pemerintah untuk peningkatan kesadaran terhadap pembangunan rendah karbon 

masih perlu ditingkatkan.  

3. Upaya peningkatan teknologi rendah emisi perlu terus didorong: 

a. Transisi pembangunan rendah karbon perlu diselaraskan dengan dukungan 

pengembangan teknologi dan inovasi, 

b. Ketersediaan teknologi rendah karbon perlu diupayakan agar dapat terjangkau dan 

memiliki nilai ekonomi yang lebih menguntungkan,  

c. Kemajuan teknologi perlu dimanfaatkan untuk perencanaan, pengawasan, dan 

pengendalian pembangunan beserta dampaknya terhadap lingkungan secara lebih 

efisien,  

d. Inovasi usaha ramah lingkungan masih perlu dikembangkan untuk menurunkan 

dampak negatif pencemaran dan sekaligus meningkatkan daya saing usaha yang 

ramah lingkungan, Potensi dukungan dunia usaha melalui program CSR pada bidang-

bidang pembangunan rendah karbon perlu dioptimalkan 2.14 Pele 
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2.14 Pelestarian dan pemanfaatan ekosistem lautan  

 

Tujuan 14. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber 
Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan 

Perairan Laut Provinsi Papua masuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 717 

dengan potensi sumberdaya kelautan yang besar baik untuk sektor perikanan, minyak dan gas, wisata, 

perhubungan laut, dan konservasi. Dengan potensi sumberdaya kelautan yang tinggi meliputi kawasan 

pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal 

sehingga di masa mendatang, melalui pemanfaatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber devisa, kebutuhan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya akan 

bermuara kepada peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua.  

Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan 

di WPPRI 717 berdasarkan KEPMEN KP 19 Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2. 20 Estimasi Potensi Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat 
Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPRI 717 

Estimasi 
Potensi 

Cumi-
Cumi 

Ikan 
Dimersal 

Ikan 
Karang 

Ikan 
Pelagis 
Besar 

Ikab 
Pelagis 
Kecil 

Kepiting Lobster 
Rajun
gan 

Udang 
Penaeid 

JTB (Ton) 1,278 48,447 9,907 132,803 121,626 491 515 146 6,681 

Potensi (Ton) 1,826 69,210 19,814 189,718 135,140 545 736 291 7,423 

Tingkat 
Pemanfaatan 
(Ton) 

0.60 0.50 1.20 0.90 0.30 0.20 0.80 1.50 0.50 

Sumber: Statistik KKP Tahun 2023 

Dalam TPB 14 ini terdapat 6 target dan 7 indikator yang merupakan kewenangan provinsi dalam 

pencapaian Tujuan Ekosistem Laut, dan ke-7 indikator tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

memastikan setiap usaha dan upaya dalam melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya kelautan 

dan samudera secara berkelanjutan dapat terlaksana. 

A. Status Capaian  

Presentase sampah terbuang ke laut 

Salah satu masalah yang saat ini dihadapi di Indonesia terkait menjaga kelestarian keanekaragaman 

hayaitu laut adalah adalah masalah pencemaran laut yang berasal dari sampah hasil aktivitas 

masyarakat. Pencemaran sampah dapat berasal dari sampah seperti sampah plastik, sampah kayu, 

sampah logam, sampah dari bahan organik yang dihasilkan oleh manusia yang dibuang ke sungai yang 
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selanjutnya mengalir akan bermuara ke laut atau aktivitas manusia yang secara langsung membuang 

sampah ke laut.  

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2020 wilayah 

lautan Indonesia diperkirakan sudah tercemar oleh sekitar 1.772,7 gram sampah per meter 

persegi (g/m2), dengan komposisi bobot dan jenisnya terlihat pada gambar berikut ini.  

 

Gambar 2. 111 Bobot sampah di laut Indonesia berdasarkan jenisnya tahun 2020 

Sumber: KLHK Tahun 2021 

Dengan total bobot sampah sekitar 1.772,7 gr/m2 ini maka diperkirakan jumlah sampah di laut 

Indonesia yang memiliki total luas sebesar 3,2 juta km2 adalah sebanyak 5,75 juta ton. Provinsi Papua 

memiliki luas wilayah pesisir (hingga jarak 12 mil) kurang lebih sebesar 247.678 ha atau sekitar 

2.476,78 km2, maka diperkirakan sampah laut yang berada pada wilayah pesisir Provinsi Papua 

berjumlah 4.390,58 ribu ton sampah laut di tahun 2020. 

Kebijakan Pengelolaan Areal Lautan 

Dalam upaya pengelolaan dan perlindungan ekosistem laut dan pesisir secara keseluruhan secara 

berkelanjutan, maka Pemerintah Provinsi Papua saat ini telah mengitegrasikan Rencana Zonasi 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3-K) kedalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi (RTRWP) Papua Tahun 2023 ς 2043. 

Pengintegrasian dokumen RZWP3K dengan RTRW ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah beberapa pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2007, diantaranya Pasal 17 Angka 2 Pasal 6 Ayat (6), menyebutkan bahwa penataan ruang wilayah 

provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di 

dalam bumi sebagai satu kesatuan dan Pasal 18 angka 3 Pasal 7A Ayat (1) Huruf (a) UU. No. 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 245 huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang, menyatakan bahwa RZWP-3-K diintegrasikan ke dalam RTRWP. 
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Selanjutnya Pasal 13 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang menyebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah provinsi mencakup muatan 

pengaturan Perairan Pesisir mengakibatkan Perda tersebut perlu diubah lagi paling lambat dalam 

waktu 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Undang-Undang tersebut diberlakukan.  

Kawasan Konservasi Perairan Laut 

Dalam rangka perlindungan terhadap sumberdaya perairan, pemerintah baik pemerintah pusat 

maupun daerah telah menetapkan beberapa kawasan konservasi perairan di wilayah Provinsi Papua. 

Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan perubahannnya pada Undang-undang 45 

Tahun 2009, serta Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil dan perubahannya pada Undang-undang No. 1 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa 

pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya 

kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. 

Provinsi Papua memiliki banyak kawasan konservasi yang berada di kawasan pesisir atau berbatasan 

dengan pantai. Sebaran lokasi kawasan konservasi di Provinsi Papua dapat dilihat pada gambar berikut 

ini. 

 

Gambar 2. 112 Peta Kawasan Konservasi 

Sumber: KLHS RTRW Provinsi Papua Tahun 2023 - 2043 
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Beberapa kawasan konservasi yang berada dalam wilayah WP3K Provinsi Papua, antara lain 

1. Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Biak Numfor. Memiliki luas kawasan 24.910 ha dan 

terletak di Kabupaten Biak Numfor yang mempunyai kondisi terumbu karang yang rata-rata 

kurang bagus. Hasil survei yang dilakukan oleh LIPI tahun 2006, rataan terumbu karang di 

Kecamatan Biak Timur diperkirakan 797 ha, sedangkan di Pulau Padaido rataan terumbu 

karang lebih luas dibandingkan dengan yang ada di Kecamatan Biak Timur, yaitu sekitar 6.274 

ha. Sementara itu, di Kecamatan Biak Numfor persentase tutupan tertinggi didominasi oleh 

karang mati yang tertutup alga dengan persentase 10-89,1%, dan persentase tutupan karang 

hidup sebesar 2,9%. Dan hasil survey di Kecamatan Padaido didapatkan bahwa persentase 

karang hidup tertinggi tercatat di Pulau Owi dengan persentase sekitar 1 - 74,1%, sementara 

untuk karang Acropora tutupannya bervariasi antara 1,9% - 64,8%, karang lunak sekitar 1,04% 

- 42,86%. Hasil sensus visual ikan menunjukkan bahwa jumlah jenis ikan karang bervariasi 

antara 12 sampai 61 jenis dengan kelimpahan ikan karang berkisar 2.880 - 59.080 ekor/ha. 

Adapun beberapa ikan target yang ditemukan antara lain Plectropomus areolatus, Gracila 

albomarginata, Variola louti (Serranidae), Caranx ignobilis, Elagatis bipinnulata (Carangidae), 

Aprion virescens (Lutjanidae), Sphyraena barracuda (Sphyraenidae), dan Cheilinus undulatus 

(Labridae). Selain terumbu karang, hasil survei di sepanjang pesisir Biak Timur dan Oridek 

ditemukan ada 4 jenis lamun, yaitu Thallasia hemprichii, Cymodocea rotundata, Syringodium 

isoetifolium dan Enhalus acoroides. Adapun rata-rata persentase penutupan berkisar 14,17% 

yang ditemukan di Yenusi dan 71,67% yang ditemukan di Woniki. 

2. Taman Wisata Perairan Pulau Padaido/Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan 

Padaido, Kabupaten Biak Numfor. Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Padaido beserta 

Laut di sekitarnya seluas lebih kurang 183.000 hektar, ditetapkan berdasarkan Keputusan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 68/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan 

Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Padaido dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua. 

Kepulauan Padaido merupakan salah satu tempat yang memilliki keragaman hayati ekosistem 

koral terbesar di dunia. Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Padaido memiliki pusat 

rehabilitasi terumbu karang sehingga potensi wisata bahari yang ada di kepulauan tersebut 

dapat tertata dengan baik. Di kepulauan ini terdapat 95 spesies koral, 155 spesies ikan seperti 

berbagai jenis hiu karang dan gurita serta berbagai kekayaan maritim lainnya. 

3. Taman Wisata Alam Teluk Youtefa. Teluk Youtefa pertama kali ditunjuk sebagai Taman 

Wisata berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 372/Kpts/Um/1978 tanggal 9 

Juni 1978 dengan luas areal 1.650 ha. Teluk Youtefa kemudian ditetapkan sebagai Taman 

Wisata Alam dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 714/Kpts-II/1996 tanggal 11 
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November 1996 dengan luas areal 1.675 ha (BKSDA, 2007). Pesisir pantai Teluk Youtefa 

umumnya memiliki tebing yang terjal, sedangkan sepanjang Tanjung Marine, Tanjung Kaswari 

sampai pesisir pantai Teluk Yos Sudarso hampir seluruhnya memiliki hamparan yang landai 

dan berpasir putih yang ditumbuhi oleh pohon kelapa dan pohon bakau. 

Ekosistem dan sumberdaya alam pesisir merupakan suatu himpunan integral dari komponen hayati 

dan nirhayati, yang secara fungsional berhubungan satu sama lain dan saling berinteraksi membentuk 

suatu sistem yang dikenal dengan ekosistem atau sistem ekologi. Apabila terjadi perubahan pada salah 

satu dari kedua komponen tersebut maka akan dapat mempengaruhi keseluruhan sistem yang ada 

baik dalam kesatuan struktur fungsional maupun dalam keseimbangannya. Di dalam suatu ekosistem 

pesisir terjadi transformasi energi yang berlangsung diantara kedua komponen dalam sistem tersebut 

maupun dengan komponen-komponen dari sistem lainnya. Kelangsungan fungsi ekosistem sangat 

menentukan kelestarian sumberdaya alam sebagai komponen yang terlibat dalam sistem tersebut. 

Karena itu untuk menjamin kelestarian sumberdaya alam, perlu diperhatikan hubungan ekologis yang 

berlangsung di antara komponen-komponen sumberdaya alam yang menyusun suatu sistem. 

Kepatuhan Pelaku Usaha 

Indikator persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan merupakan indikator proxy dari 

indikator global: tingkat pelaksanaan dari instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi 

penangkapan ikan yang illegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing).  Indikator tersebut pada 

hakikatnya mengukur kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan 

dan perikanan oleh para pelaku usaha dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kelautan dan perikanan. Rumusan indikator ini merupakan representasi kinerja nasional dalam upaya 

pemberantasan praktik-praktik Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing karena dengan 

meningkatnya kepatuhan para pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang kelautan dan perikanan maka secara tidak langsung praktik-praktik para pelaku usaha kelautan 

dan perikanan bergeser menjadi Legal, Regulated, and Reported Fishing serta memperhatikan 

keseimbangan ekologi untuk keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan yang selaras dengan 

konsep ekonomi biru.  

Penyediaan akses untuk nelayan 

a. Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan 

melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil 

Pengakuan dan perlindungan hak akses perikanan skala kecil telah diatur dalam UU No. 7/2016 

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.  
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Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan 

untuk: (1) Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; (2) 

Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; (3) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas 

Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola 

sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, 

maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; (4) 

Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; (5) 

Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan (6) Memberikan 

jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum. 

Selanjutnya, implementasi dari UU No. 7/2016 adalah terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan No. 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Peraturan 

Menteri ini merupakan dasar dari pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.  Pengaturan 

partisipasi masyarakat ini bertujuan untuk: (1) Menjamin terlaksananya partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; 

(2) Menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelindungan dan 

pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; (3) Mewujudkan penyelenggaraan 

pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang transparan, 

efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan (4) Meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dalam 

penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. 

Tabel 2. 21 Jumlah Nelayan Tangkap dan Nelayan Budidaya Provinsi Papua 

Provinsi Papua 2018 2019 2020 2021 2022 

Nelayan Tangkap 62,506 74,005 56,169 57,634 33,857 

Nelayan Budidaya Air Laut 1,920 810 810 875 410 

Nelayan Budidaya Air Tawar 16,506 9,647 9,753 21,564 22,864 

Nelayan Budidaya Air Payau 396 211 222 1,221 1,221 

Sumber: Statistik KKP Tahun 2023 

b. Akses pendanaan usaha nelayan 

Kondisi usaha penangkapan ikan saat ini rata-rata masih belum bankable sehingga menjadi hambatan 

dalam mengakses sumber permodalan. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional RI telah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala 

Kecil untuk Peningkatan Akses Permodalan dalam rangka peningkatan pengembangan diversifikasi 

usaha melalui Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT). Kegiatan ini dimaksudkan untuk 
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memfasilitasi nelayan dalam memperoleh kepastian hukum atas aset yang dimiliki (berupa bidang 

tanah) agar dapat dijadikan sebagai jaminan (agunan) dalam memperoleh kredit dari lembaga 

keuangan atau perbankan sehingga nelayan dapat mengembangkan usahanya ataupun dapat 

mengembangkan usaha ekonomi produktif sebagai mata pencaharian alternatif (diversifikasi usaha). 

Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui proses sertipikasi memberikan beberapa 

manfaat bagi nelayan: (1) mengurangi potensi hilangnya aset tanah nelayan akibat tidak adanya 

kepastian hukum atas kepemilikan, (2) dengan tanah yang dimiliki maka nelayan dapat membangun 

tempat tinggal menetap permanen, layak dan sehat, (3) tanah juga merupakan aset yang dapat 

dijadikan agunan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan/bank, sebagai salah satu 

solusi untuk menyelesaikan permasalahan pengembangan usaha nelayan yaitu permodalan. Dengan 

tersedianya modal usaha, diharapkan akan mendorong pengembangan dan penciptaan usaha-usaha 

ekonomi produktif oleh nelayan. Kegiatan ini merupakan kegiatan lintas sektor yang melibatkan 

Kementerian ATR/BPN, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kantor Wilayah BPN Provinsi, Dinas 

Perikanan Kab/Kota dan Kantor Pertanahan Kab/Kota.  

c. Nelayan yang terlindungi 

Perlindungan terhadap nelayan kecil sebagaimana tertuang dalam UU No. 7/2016 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang mengatur 

beberapa dukungan untuk nelayan kecil.  Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) merupakan salah 

satu bentuk perlindungan kepada nelayan demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan. 

Adapun tujuan BPAN adalah: (1) memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko yang 

dialami Nelayan pada masa yang akan datang, (2) menumbuhkan kesadaran bagi Nelayan terhadap 

pentingnya berasuransi, (3) membangun keinginan nelayan untuk turut serta berasuransi secara 

mandiri, (4) memberikan bantuan bagi ahli waris, dan (5) memindahkan risiko yang seharusnya 

ditanggung nelayan kepada pihak asuransi. Sasaran BPAN Tahun 2019 adalah nelayan kecil dan 

nelayan tradisonal sebagaimana diatur dalam UU No. 7/2016.  Resiko yang dijamin oleh asuransi 

adalah kematian, cacat tetap, dan biaya pengobatan. Indikator keberhasilan kegiatan asuransi nelayan 

adalah tersalurkannya BPAN yang tepat sasaran dan terlaksananya kepastian manfaat asuransi bagi 

nelayan. Bentuk BPAN berupa bantuan pembayaran premi yang diberikan dalam bentuk uang untuk 

pembayaran premi dengan jangka waktu pertanggungan asuransi 1 (satu) tahun yang mulai berlaku 

sejak Polis Realisasi Asuransi diterbitkan oleh Penanggung. 

B. Tantangan  

Tantangan dalam upaya penurunan sampah yang terbuang ke laut antara lain adalah pola pikir, 

perilaku, dan pengetahuan masyarakat terkait lingkungan, khususnya pengelolaan sampah plastik 
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yang masih terbatas; sumber daya manusia yang masih terbatas dalam penanganan sampah plastik; 

jumlah sampah plastik yang terlalu banyak; dan komitmen pemerintah daerah yang masih belum 

maksimal dalam penanganan sampah plastik. Tantangan lainnya adalah terkait pemutakhiran data 

sampah laut Nasional yang dapat digunakan sebagai data sampah laut provinsi untuk digunakan 

sebagai acuan dalam pengembangan program dan kegiatan pengelolan sampah laut di Paua Barat, 

terutama sampah plastik yang terapung. Saat ini, pengembangan pemanfaatan teknologi 

penginderaan jauh melalui teknologi penerbangan dan antariksa (earth observation) diharapkan 

dapat menambah dan meningkatkan akurasi data sebaran sampah laut dan pencemaran laut yang 

disebabkan oleh tumpahan minyak, serta meningkatkan efektifitas pendataannya. 

Tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan laut adalah terkait 

peningkatkan efektivitas pengelolaannya. Hal ini membutuhkan upaya peningkatan kelembagaan dan 

sarana prasarana dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Selain itu, kawasan konservasi juga 

diharapkan dapat memberikan manfaat secara sosial ekonomi. Utamanya bagi masyarakat di kawasan 

konservasi yang berada pada wilayah terpencil, sehingga diperlukan upaya dalam meningkatkan 

kapasitas masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk mendukung linearitas manfaat konservasi dari 

aspek ekologi dan sosial ekonomi. 

Beberapa tantangan dalam peningkatan akses pendanaan usaha nelayan antara lain adalah masih 

perlunya peningkatan kapasitas dan kemampuan operasionalisasi, penguatan kelembagaan nelayan, 

penyusunan regulasi yang tepat dalam mengatur pemanfaatan bantuan pendanaan dan bantuan 

teknis bagi nelayan skala kecil, pengaturan dan pengelolaan wilayah tangkap, sehingga dapat 

menjamin terwujudnya model pengelolaan perikanan berkelanjutan.   

Tantangan dalam peningkatan jumlah nelayan yang terlindungi adalah masih perlu ditingkatkan 

sinergitas komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dapat 

memfasilitasi keikutsertaan nelayan setempat pada asuransi nelayan, baik yang dibiayai melalui APBD 

maupun secara mandiri.  Tujuan dari fasilitasi perlindungan nelayan (skema asuransi nelayan mandiri) 

adalah untuk menjamin keberlangsungan perlindungan nelayan melalui program asuransi bagi 

nelayan yang masa premi BPAN-nya telah berakhir serta diperuntukkan bagi nelayan lain yang belum 

mendapatkan program asuransi BPAN 
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2.15 Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan  

 

Tujuan 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan 
Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, 
Menghentikan Pengguruan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta 
Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati 

TPB 15 tentang Ekosistem Daratan, mempunyai tujuan melindungi, merestorasi dan meningkatkan 

pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan 

penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. 

Pencapaian Tujuan 15 berdasarkan wilayah administrasi Provinsi akan dicapai melalui 4 target dengan 

6 indikator. Isu utama dalam Tujuan 15, meliputi: tata kelola kehutanan, konservasi dan 

keanekaragaman hayati, kawasan bernilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV), 

melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, serta penegakan hukum.  

A. Status Capaian  

Luas dan distribusi kawasan hutan menurut fungsi menunjukan bahwa kawasan hutan di Provinsi 

Papua, masing-masing didominasi oleh fungsi hutan produksi (HPT, HP dan HPK) yaitu seluas ± 

3.942.297 hektar atau sebesar 51,37%, selanjutnya fungsi hutan konservasi dan hutan lindung dengan 

luasan yang hampir sama. Selanjutnya dalam rangka memfasilitasi pengembangan investasi 

pemanfaatan kawasan maka telah dialokasikan hutan produksi konversi seluas 608.412 hektar atau 

sebesar 7,33% dari luas kawasan hutan di Provinsi Papua. 

Tabel 2. 22 Luas Kawasan Hutan Provinsi Papua 

No Fungsi Hutan 
Luas 

Ha % 

1. Hutan Konservasi         1.694.155,56  22,32% 

2. Hutan Lindung         1.898.249,57  22,66% 

3. Hutan Produksi Tetap         1.384.041,99  15,56% 

4. Hutan Produksi Terbatas         2.077.684,06  24,62% 

5. Hutan Produksi Konversi            606.039,57  7,33% 

Total Kawasan Hutan        7.660.170,75  92,50% 

6. Areal Penggunaan Lain            611.123,99  7,37% 

7. Perairan               10.764,79  0,13% 

Total Kawasan Non Hutan            621.888,78  7.50% 

Jumlah        8.282.059,53  100,00% 

Sumber: SK Menteri LHK Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 

Luas Kawasan Hutan per Kabupaten/Kota yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua sebagaimana 

terlampir pada gambar di atas adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2. 113 Luas Kawasan Hutan pe Kabupaten/Kota 

Sumber: SK Menteri LHK Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 

Kawasan Konservasi 

Kawasan Konservasi adalah kawasan yang ditetapkan fungsinya sebagai kawasan suaka alam dan 

kawasan pelestarian alam, yang memiliki ekosistem atau flora fauna atau habitat atau lansekap atau 

situs sejarah yang menjadi prioritas di dalam pengelolaannya. Data statistik Kehutanan Provinsi Papua 

Tahun 2021 menunjukan bahwa terdapat beberapa kawasan konservasi berupa cagar alam, suaka 

margastwa, taman wisata alam dan suaka alam, yang tersebar di beberapa kabupaten di provinsi 

Papua. Perkembangan pengelolaan kawasan konservasi di Provinsi Papua sebagaimana disajikan pada 

tabel berikut ini 

Tabel 2. 23 Perkembangan Status Kawasan Konservasi di Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2021 

No Nama Kawasan Luas (Ha) 
Pengesahan Kawasan 

Status SK 
Pengesahan oleh: Tanggal 

Cagar Alam     

1.  CA. Peg. Cycloops ς 

Kab. Jayapura 
28.758,46 Dirjen KSDAE 30 Nov 2016 

Penetapan blok 

Perlindungan 

2.  CA. Biak Utara ς Kab. 

Biak Numfor 
5.404,22 Dirjen KSDAE 29 Mei 2020 Penetapan 

3.  CA. Pulau Supiori ς Kab. 

Supiori 
40.787,25 Dirjen KSDAE Agustus 2017 

Penetapan blok 

Perlindungan 

4.  CA. Peg. Yapen Tengah 

ς Kab. Kep Yapen 
110.962,56 Dirjen KSDAE Agustus 2017 

Penetapan blok 

Perlindungan 

Suaka Margasatwa 

1.  SM. Mamberamo Foja 

ς Kab. Mamberamo 

Raya 

1.224.791,53 Dirjen KSDEA Okt 2021 Penetapan 

Taman Wisata Alam 

1.  TWA. Teluk Yotefa ς 

Kota Jayapura 
294,36 

DIRJEN PHKA SK. 

157/IV-SET/2015 
1 Juni 2015 

Penetapan blok 

Perlindungan 

Sumber: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua Tahun 2022 
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Pemanfaatan hutan juga dilakukan dalam Kawasan Konservasi. Pemanfaatan tersebut diatur 

berdasarkan pembagian Blok Kawasan yang telah disusun oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya 

Alam Papua, dan disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE Kementrian Lingkungan Hiudap dan 

Kehutanan. Perkembangan pemanfaatan hutan dalam kawasan konservasi hingga dengan Desember 

2022 sebagaimana terlampir pada tabel di bawah. 

Tabel 2. 24 Perkembangan Penataan Blok/Zona Pada Hutan Konservasi s/d Desember 2022 

Blok pada Hutan 

Konservasi 

Blok / Zona (hektar) 

Khusus Rehabilitasi Pemanfaatan 
Religi Budaya 

dan Sejarah 
Tradisional Grand Total 

CA Pegunungan 

Cycloops 
109,96 2.611,47    2.271,43 

CA Biak Utara 21,71 712,11    733,82 

CA Pulau Supiori 210 992,75    1.202,75 

CA Yapen Tengah 193,41 1.249,61  330,92  1.773,94 

TWA Supiori   15   15 

TWA Teluk Youtefa 38,51  1.392,10 5,63 78,61 1.514,85 

Grand Total 573,59 5.565,94 1.407,1 336,55 78,61 7.961,79 

Sumber: Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua Tahun 2022 

Keterangan: (Sumber: PERMEN LHK No. P.76/Menlhk-Setjen/2015) 

¶ Zona/Blok Khusus adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman 

kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana 

telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis. 

¶ Zona/Blok Rehabilitasi adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemulihan 

komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan. 

¶ Blok Pemanfaatan adalah bagian dari SM, TWA dan TAHURA yang ditetapkan karena letak, kondisi dan 

potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi 

lingkungan lainnya. 

¶ Zona/Blok Religi, Budaya dan Sejarah adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk 

kegiatan keagamaan, kegiatan adat-budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. 

¶ Zona/Blok Tradisional adalah bagian dari KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan 

pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan 

dengan sumber daya alam. 

Dalam perkembangan pengelolaan kawasan konservasi di Papua, terdapat beberapa beberapa 

wilayah kawasan konservasi yang disetujui pinjam pakai dengan SK Menhut untuk kepentingan umum 

dan pertahanan wilayah. Kawasan konservasi yang wilayahnya telah disetujui Kerjasama kemitraan 

dan peruntukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 2. 25 Perkembangan Status Kerjasama (PKS) Kawasan Konservasi sampai dengan tahun 2021 

No Kawasan 
Konservasi 

Persetujuan Kerjasama Pemohon Peruntukan 
SK Tanggal Luas  

(Ha) 
1 Cagar Alam 

Pegunungan 
Cycloops 

436/Menhut-
VII/1995 

5 Januari 1995 0,06 PDAM 
Jayapura 

Intake dan 
pipa air bersih 

081/Menhut-
IV/1984 

17 Februari 1984 3,50 TNI AL Pemancar 
radio 

257/Menhut-
II/1996 

30 Juni 1996 1,35 PLN Jayapura Jaringan listrik 

592.8/2695Q(Rek
om Gubernur 

- 20 Kodam XVII 
Cenderawasih 

Kantor 
Makodam 

2 Cagar Alam 
Pegunungan 
Yapen Tengah 

122/Menhut-
VII/1992 

14 juli 1992 32.000 Pemda 
Kabupaten 
Yapen 

Jalan Raya 

3 Cagar Alam Biak 
Utara 

718/Menhut-
II/1992 

14 Juli 1992 8.800 Pemda 
Kabupaten 
Biak Numfor 

Jalan Raya 

4 Taman Wisata 
Alam Teluk 
Youtefa 

1285/Menhut-
IV/1984 

2 September 
1984 

426 Kanwil PU 
Provinsi Papua 

Jalan Raya 

171/Menhut-
IV/2000 

8 Maret 2000 0,80 Yayasan Cinta 
Tanah Air 

Saluran 
Drainase 

Sumber: Statistik Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2021 

Terdapat berbagai macam habitat flora dan fauna yang hidup dalam kawasan konservasi dan masuk 

dalam tumbuhan dan satwa lindung di Provinsi Papua. Ada 8 jenis anggrek dan 1 jenis kantung semar 

dari kelompok tumbuhan, dan terdapat beberapa jenis dari tumbuhan tersebut telah masuk dalam 

Permen LHK No 106/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Selain itu terdapat 8 

jenis mamalia, 17 jenis burung, 17 jenis reptilian, 2 jenis insect, 2 jenis pisces dan 2 jenis anthozoa 

yang masuk dalam kategori fauna dilindungi (Statistik Kehutanan Provinsi Papua, 2021). Jenis-jenis 

endemik ini semata-mata hanya terdapat di Papua dan tidak terdapat di daerah lain. Berdasarkan 

penelitian untuk mengungkap jenis-jenis keanekaragaman hayati saat ini sedang dilaksanakan oleh 

lembaga konservasi internasional, Papua dianggap merupakan salah satu dari beberapa tempat di 

dunia ini yang masih lengkap keanekaragaman hayatinya. Disamping nilai-nilai ilmu pengetahuan dan 

untuk keperluan penelitian, keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Papua juga merupakan 

komoditi untuk mendukung ecoturisme di Papua.  

Dalam pengelolaan kawasan konservasi di Papua juga didukung dengan dikembangkannya Balai 

Taman Burung dan Taman Anggrek Papua di Kabupaten biak pada tahun 1984. Awalnya tempat ini 

adalah kawasan wisata, dan selanjutnya berkembang menjadi tempat konservasi, pendidikan dan 

penelitian. Saat ini, terdapat kurang lebih 19 jenis burung dengan jumlah 63 ekor, 79 jenis anggrek 

dengan jumlah 2.023 anggrek. Selain itu, terdapat Balai Kebun Raya Koya Koso yang terletak di kota 

Jayapura yang saat ini menampung berbagai 1.859 jenis pohon kayu (Statistik Kehutanan Provinsi 

Papua, 2021).  
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Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) 

Kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) adalah kawasan mengandung nilai-nilai penting untuk 

lingkungan hidup, kehidupan sosial dan ekonomi. Nilai penting itu, di antaranya kawasan bernilai 

konservasi tinggi yang mempunyai habitat satwa liar endemik (spesies kunci/mega fauna), daerah 

perlindungan resapan air dan merupakan situs arkeologi (kebudayaan). Nilai-nilai tersebut 

diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional maupun 

global (Konsorsium revisi HCV Toolkit Indonesia 2008). Dengan kata lain bahwa kawasan bernilai 

konservasi tinggi merupakan kawasan hutan yang memiliki keanekaragaman hayati yang penting, baik 

pada level ekosistem, populasi hingga ke tingkat spesies, tidak terkecuali daerah-daerah yang 

merupakan kantung-kantung satwa prioritas yang wilayah jelajahnya menjangkau dan masuk ke 

dalam kawasan ekosistem esensial (KEE). 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan 

peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH merupakan bagian dari sistem 

pengurusan hutan nasional. Seluruh kawasan hutan terbagi habis ke dalam wilayah KPH. Berdasarkan 

luas dominan fungsi kawasan hutan, KPH terbagi menjadi KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL) 

dan KPH Produksi (KPHP). Organisasi KPHL dan KPHP berada dibawah pemerintah provinsi melalui Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). 

Terdapat 7 KPH yang saat ini di Provinsi Papua yang terdiri dari 5 KPH Produksi (KPHP) dan 2 KPH 

Lindung (KPHL), seperti di tampilkan pada tabel berikut ini. 

 

Gambar 2. 114 Sebaran Unit KPHP dan Unit KPHL di Provinsi Papua  

Sumber: Statistik Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2021 



 

126 

   

Tabel 2. 26 KPHP dan KPHL Provinsi Papua 

NO KPHP_KPHL Wilayah Luas_ha 

1 KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura 84,909.40 

2 KPHP Unit XXIII Bonggo_Sarmi 224,207.00 

3 KPHP Unit XVII Waropen 605,740.00 

4 KPHP Unit XIX Yapen 243,480.00 

5 KPHP Unit XXIX Keerom 174,363.00 

6 KPHL Unit XXI Lintas Sarmi - Mamberamo Raya 256,634.00 

7 KPHL Unit XX Biak Numfor 294,102.00 
Sumber: Statistik Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2021 

Degradasi lahan 

Degradasi lahan adalah proses penurunan produktivitas lahan. Sektor pertanian mendefinisikan 

degradasi lahan sebagai proses penurunan produktivitas lahan bersifat sementara maupun tetap, 

sementara sektor kehutanan mendefinisikan degradasi lahan sebagai lahan yang tidak berfungsi 

sesuai kegunaannya untuk media produksi dan tata air. 

Degradasi Lahan di Provinsi Papua dapat di lihat dari luasan perubahan tutupan lahan sejak tahun 

2012 hingga tahun 2021. Pengurangan luas tutupan hutan paling luas terjadi pada kategori hutan 

primer dimana terlihat bahwa terjadi pengurangan luas tutupan dari tahun 2012 ke 2021 mencapai 

159.851,05 hektar. Beberapa kegiatan yang teridentifikasi sebagai penyebab perubahan luas tutupan 

hutan antara lain disebabkan oleh kegiatan HPH/PBPH, kebakaran hutan, perluasan areal pertanian 

dan perkebunan dan perluasan areal pemukiman. 

Tabel 2. 27 Perubahan luas tutupan lahan tahun 2012 ς 2021 di Provinsi Papua 

No Kelas Penutupan Hutan 
Luas Penutupan Lahan (Ha) Selisih Tutupan 

2012 - 2021 Tahun 2012 Tahun 2021 
A. Hutan    
1. Hutan Primer 5.274.179,89  5.114.328,84 (159.851,05) 
2. Hutan Sekunder 950.975,69  1.072.071,61 121.095,92  
3. Hutan Rawa Primer 110.458,50  101.142,39 (9.316,11) 
4. Hutan Rawa Sekunder 34.078,31  51.706,65 17.628,34  
5. Hutan Mangrove Primer 1.129.377,84  1.103.698,40 (25.679,44) 
6. Hutan Mangrove Sekunder 248.378,16  270.089,39 21.711,23  
7. Hutan Tanaman 51,47                 51,47  (0,00) 

 Jumlah A 7.747.499,87   7.713.088,75  (34.411,12) 
B. Non Hutan    
1. Semak Belukar 83.781,20           66.329,32  (17.451,88) 
2. Semak Belukar Rawa 111.985,53         110.604,16  (1.381,37) 
3. Savana 3.754,90           12.289,08  8.534,17  
4. Perkebunan 31.453,30           45.416,21  13.962,91  
5. Pertanian 25.376,68           25.331,50        (45,18) 
6. Pertanian Campuran 88.222,86         116.060,70  27.837,84  
7. Transmigrasi 18.139,97           15.040,68  (3.099,29) 
8. Sawah 1.318,19             4.816,91  3.498,72  
9. Tambak 433,10                      9,50  (423,60) 

10. Terbuka 27.498,45           10.551,52  (16.946,93) 
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No Kelas Penutupan Hutan 
Luas Penutupan Lahan (Ha) Selisih Tutupan 

2012 - 2021 Tahun 2012 Tahun 2021 
11. Pertambangan                      4,12   4,12  
12. Pemukiman 8.743,35           24.654,90  15.911,55  
13. Rawa 7.922,28             7.667,48  (254,80) 
14. Bandara/Pelabuhan 266,48                 558,18  291,70  
15. Tubuh Air 125.663,38         129.630,88  3.967,50  
 Jumlah B 534.559,67        568.965,12  34.405,45  
 Jumlah Total 8.282.059,53  8.282.059,53   

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023 

Indeks tutupan hijau pegunungan 

Indeks Tutup Hijau Pegunungan (Mountain Green Cover Index/MGCI) dimaksudkan untuk mengukur 

perubahan vegetasi hijau di area pegunungan, yaitu: kelas tutupan lahan hutan, lahan pertanian, 

savanna/padang rumput, lahan basah, pemukiman, dan tanah lainnya (sesuai IPCC). Indeks akan 

memberikan informasi tentang perubahan tutupan vegetasi dan akan membantu mengidentifikasi 

status konservasi lingkungan pegunungan. Indikator ini memastikan bahwa gunung dikelola secara 

efisien, dan keseimbangan yang lebih baik tercapai antara konservasi dan pemanfaatan sumber daya 

alam yang berkelanjutan. Misalnya, pengurangannya umumnya dapat dikaitkan dengan 

penggembalaan yang berlebihan, pembukaan lahan, urbanisasi, eksploitasi hutan, ekstraksi kayu, 

pengumpulan kayu bakar, kebakaran. Peningkatannya disebabkan oleh pertumbuhan vegetasi yang 

mungkin terkait dengan restorasi lahan, reboisasi, atau program aforestasi. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 

Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua 

sampai dengan Tahun 2021 dan pemekaran wilayah Provinsi Papua. Luas kawasan hutan di Provinsi 

Papua ± 7.660.170,75 Hektar atau sekitar 92,50% dari luas daratan Papua. 

Tabel 2. 28 Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua Tahun 2021 

No Fungsi Hutan 
Luas 

Ha % 

1. Hutan Konservasi         1.694.155,56  22,32% 

2. Hutan Lindung         1.898.249,57  22,66% 

3. Hutan Produksi Tetap         1.384.041,99  15,56% 

4. Hutan Produksi Terbatas         2.077.684,06  24,62% 

5. Hutan Produksi Konversi            606.039,57  7,33% 

Total Kawasan Hutan        7.660.170,75  92,50% 

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023 
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B. Tantangan  

Tantangan pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia adalah inventarisasi yang hanya berfokus 

kepada kawasan konservasi seluas 1,6 juta hektar atau sekitar 22,32% dari total luas Kawasan Hutan 

di Papua, sedangkan pada kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan APL yang mungkin memiliki 

potensi keanekaragaman hayati tinggi, belum dilakukan inventarisasi dan verifikasi dengan maksimal. 

Inventarisasi dan verifikasi juga perlu dilakukan pada kawasan konservasi, ini bertujuan untuk 

mengetahui mana saja kawasan konservasi yang masih memiliki keanekaragaman hayati tinggi untuk 

dilindungi. Manfaat lain dari identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi adalah dapat memberikan 

alternatif kebijakan yang dapat diterapkan seperti: 1). Perlindungan sistem penopang kehidupan 

(maintance of essential ecological processes and life-support system); 2). Pengawetan 

keanekaragaman hayati dan ekosistemnya (preservation of genetic diversity); dan 3) pemanfaatan 

secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (sustainable utilization of species and 

ecosystem), sehingga mampu mempertahankan kawasan bernilai konservasi tinggi dan ekosistemnya 

secara menyeluruh di masa yang akan datang.   

Tantangan pengelolaan KPH saat ini adalah semua bentuk pemanfaatan hutan pada KPH melalui 

perizinan berusaha dan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. KPH tidak lagi menjadi subjek 

hukum dalam pemanfaatan hutan di dalam kawasan hutan, menurut Undang-Undang Cipta Kerja 

(UUCK) Nomor 11 Tahun 2020. UUCK yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2021 (PP 23/2021) ikut mengatur perubahan peran organisasi KPH yang bertanggung jawab 

terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi: perencanaan pengelolaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan sehingga menjadi 

tantangan tersendiri dalam menerapkannya. 
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2.16 Menciptakan perdamai Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global kses keadilan, dan  

 

Tujuan 16. Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan Damai untuk 
Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, 
dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di 
Semua Tingkatan 

Tujuan TPB 16 merupakan indikator yang menjadi landasan atau pondasi dan menentukan 

keberhasilan pencapaian Tujuan lainnya dalam TPB/SDGs atau disebut sebagai enabler goal. Dalam 

kerangka pembangunan nasional, Tujuan 16 memfokuskan pada upaya untuk memperkuat 

masyarakat yang inklusif dan damai, usaha untuk menciptakan akses yang sama terhadap keadilan 

bagi seluruh masyarakat, serta membangun suatu kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif, 

dalam upaya pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Tujuan 16 berdasarkan disagregasi wilayah provinsi 

terdiri dari 9 target dan 31 indikator berdasarkan pada Metadata Edisi II. 

A. Status Capaian  

Mengurangi segala bentuk Kejahatan kekerasan dan tingkat kematian dimanapun 

Pada target ini, terdapat 4 indikator yang merupakan indikator proksi yang digunakan oleh pemerintah 

Indonesia untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan 

masyarakat serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Indikator tersebut antara lain 

16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir; 16.1.2.(a) Kematian 

disebabkan konflik per 100.000 penduduk; 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban 

kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir; dan 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman 

berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Tabel berikut ini menujukan kondisi ke-4 indikator 

tersebut pada periode tahun 2018 s/d 2022 berdasarkan data Statistik Kriminal. 

Tabel 2. 29 Bentuk Kekerasan dan Tingkat Kematian tahun 2018 - 2022   

Indikator Satuan 2018 2019 2020 2021 2022 

16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan 
pembunuhan pada satu tahun 
terakhir. 

Kejadian 43 52 27 31 40 

16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 
100.000 penduduk. 

% 8.05 NA NA 2.52 NA 

16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi 
korban kejahatan kekerasan dalam 
12 bulan terakhir. 

% NA 0.12 0.11 0.07 0.06 

16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa 
aman berjalan sendirian di area 
tempat tinggalnya. 

% NA NA 70.09 NA NA 

Sumber: Statistik Kriminal Tahun 2018 - 2022 
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Menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak 

Upaya menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan 

penyiksaaan terhadap anak memperlihatkan tren yang dinamis di dua indikator utama disegregasi 

wilayah administrasi provinsi yaitu indikator 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak 

umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam 

setahun terakhir, 16.2.1.(b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan 

sepanjang hidupnya, dan 16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk 

menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi. 

Tabel 2. 30 Bentuk Kekerasan terhadap anak tahun 2018 - 2022   

Indikator Satuan 2018 2019 2020 2021 2022 

16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang 
memiliki anak umur 1-17 tahun 
yang mengalami hukuman fisik 
dan/atau agresi psikologis dari 
pengasuh dalam setahun terakhir. 

Anak 72  94  151  66  119  

16.2.1.(b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun 
yang pernah mengalami kekerasan 
sepanjang hidupnya. 

Anak 9  40  40  35  34  

16.2.2* Angka korban perdagangan 
manusia per 100.000 penduduk 
menurut jenis kelamin, kelompok 
umur dan jenis eksploitasi. 

Angka 
Korban 

1 1 0 0 0 

Sumber: Kementrian PPA (Simfoni PPA) 

 

Gambar 2. 115 Jumlah anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan 

Sumber: Kementrian PPA (Simfoni PPA) 
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Menegakan hukum dan menjamin akses keadilan yang sama bagi semua 

Sebagai negara berbasis hukum, pemerintah dengan dukungan dan kerjasama dari berbagai lembaga 

nonpemerintah terus berusaha melindungi masyarakat dan menjamin akses yang sama terhadap 

keadilan bagi seluruh warga negara.  

Tabel 2. 31 Penegakan hukum dan akses keadilan  

Indikator Satuan 2018 2019 2020 2021 202 

16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 
12 bulan terakhir yang melaporkan 
kepada polisi. 

% NA 
NA 

55.31  32.49  73.04  

16.3.1.(b) Persentase orang miskin yang 
menerima bantuan hukum secara 
litigasi dan nonlitigasi 

% 
     

16.3.1.(c) Persentase orang tidak mampu 
yang menerima layanan hukum 
berupa pos bantuan hukum, sidang 
di luar gedung pengadilan, dan 
pembebasan biaya perkara. 

% 
     

16.3.2. 
(a) 

Proporsi tahanan yang melebihi 
masa penahanan terhadap seluruh 
jumlah tahanan. 

% 
     

Sumber: Statistik Kriminal Tahun 2018 - 2022 

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 

Indikator pengurangan korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya diukur dengan indikator 

16.5.1 (a) tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) merupakan indeks yang mengukur tingkat 

pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi. Di Indonesia IPAK diukur 

dengan menggunakan survei yang menilai perilaku anti korupsi termasuk di dalamnya terkait dengan 

penyuapan yaitu Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat 

dalam tindakan korupsi skala kecil (petty corruption) dan tidak mencakup korupsi skala besar (grand 

corruption). Data yang dikumpulkan melalui SPAK mencakup pendapat terhadap kebiasaan di 

masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan pelayanan publik dalam hal perilaku penyuapan 

(bribery), pemerasan (extortion) dan nepotisme. 

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Dimensi 

persepsi bertujuan untuk melihat penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku antikorupsi di 

masyarakat. Sementara itu, dimensi pengalaman bertujuan untuk melihat perilaku antikorupsi dari sisi 

pengalaman masyarakat ketika menggunakan atau berinteraksi dengan layanan publik dan 

pengalaman lainnya. 



 

132 

   

 

Gambar 2. 116 Alur Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 

Sumber: BPS, SPAK 2022 

Tujuan SPAK adalah untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi 

dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini mengukur perilaku masyarakat 

dalam tindakan korupsi skala kecil (petty corruption) dan tidak mencakup korupsi skala besar (grand 

corruption). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan 

pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal penyuapan (bribery), gratifikasi 

(graft/gratuities), pemerasan (extortion), nepotisme (nepotism), dan 9 (sembilan) nilai antikorupsi.  

 

Gambar 2. 117 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di Indonesia 

Sumber: BPS, SPAK 2022 

Tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi yang diukur melalui IPAK menunjukkan 

tren yang cenderung berfluktuasi dari tahun 2012 hingga tahun 2022. Selama kurun waktu 2012-2013, 

IPAK mengalami kenaikan dari 3,55 pada 2012 menjadi 3,63 pada tahun 2013. Namun setelah itu, IPAK 
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terus turun hingga tahun 2015 menjadi 3,59. Pada tahun 2017 IPAK kembali meningkat menjadi 3,71. 

Kenaikan tersebut tidak bertahan lama, dimana pada tahun 2018 IPAK kembali mengalami penurunan 

menjadi 3,66. Periode peningkatan IPAK dimulai pada tahun 2019. Di tahun tersebut, IPAK terus 

meningkat dari 3,70 (tahun 2017), 3,84 (tahun 2020), hingga 3,93 (tahun 2022). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa meskipun angka IPAK berfluktuasi, tetapi secara umum terlihat bahwa IPAK 

menunjukkan tren meningkat. 

Kegiatan SPAK 2022 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar di 171 kabupaten/kota 

dan di 34 provinsi. Jumlah sampel seluruhnya sebanyak 10.040 rumah tangga. Responden terpilih 

untuk SPAK 2022 adalah anggota rumah tangga yang berumur antara 18-65 tahun. Hal ini berdasarkan 

pertimbangan bahwa orang yang berumur 18 tahun sudah dianggap dewasa dan memiliki peluang 

yang lebih besar untuk melakukan akses terhadap pelayanan publik. Sementara umur 65 tahun 

diambil dari rata-rata angka harapan hidup 

Indonesia pada tahun 2002 (individu yang pada 

tahun 2020 berumur 18 tahun). Dengan demikian, 

diharapkan responden terpilih dapat memberikan 

jawaban yang lebih relevan terkait muatan 

pertanyaan dalam SPAK 2022. Kegiatan SPAK di 

Provinsi Papua terlihat fluktuatiff sejak tahun 2019 

dengan responden sebanyak 94,44%, menurun 

menjadi 76,67% di Tahun 2020, dan terus menurun 

di tahun 2021 menjadi 51,11%, namun kemudian 

meningkat kembali menjadi 100% di Tahun 2022 

Membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan transparan 

Reformasi birokrasi dan tata kelola terus dilakukan dengan meningkatkan persentase instansi 

pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori Baik ke Atas. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, program penguatan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah, antara lain: 1). Peningkatan komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja 

dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata; 2). Peningkatan kemampuan 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mengelola kinerja organisasi; 3). Peningkatan 

kemampuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menetapkan strategi yang tepat untuk 

mencapai tujuan organisasi; 4). peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran 

kementerian/ lembaga/pemerintah daerah.  
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Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif 

Indikator dari target ini menampilkan tentang Persentase perempuan anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi /DPRD kabupaten kota terhadap 

keseluruhan anggota DPR atau DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. 

 

Gambar 2. 118 Presentase Keterwakilan Perempuan di DPRRI dan DPRD 

Sumber: BPS Tahun 2018-2022 

 

Gambar 2. 119 Presentase Keterwakilan Perempuan di Esalon I dan Esalon II 

Sumber: BPS Tahun 2018-2022 

Kepemilikan indentitas yang sah  

Lembaga pencatatan sipil berdasar pada UU No. 24 Tahun 2013 adalah instansi pelaksana yaitu 

perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan 

pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh 
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penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan 

berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan 

menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.  

 

Gambar 2. 120 Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran 

Sumber: BPS Tahun 2018-2022 

 

Gambar 2. 121 Proporsi anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran 

Sumber: BPS Tahun 2018-2022 

Indeks Demokrasi Indonesia 

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat 

perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena 

terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah. Adapun metode baru dalam penghitungan Indeks 

Demokrasi Indonesia meliputi 3 aspek penyusun, yaitu: 

1. Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi; 
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2. Indeks Aspek Kebebasan; dan 

3. Indeks Kesetaraan 

Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi 

Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi adalah indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia 

(IDI) yang merupakan aspek ketiga yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini 

mengukur kapasitas lembaga negara untuk menjamin keberlangsungan proses demokrasi. Tidak 

semua warga negara memiliki kebebasan dan kesetaraan akses untuk berpartisipasi dan memastikan 

dirinya terwakili dalam pemerintahan. Peran lembaga negara selaku pemegang otoritas kekuasaan 

dibutuhkan untuk menjamin agar kebebasan warga tidak dicederai dan kesetaraan akses warga 

terjamin baik ketika mereka melakukan partisipasi politik maupun saat menjalani kehidupan 

keseharian. 

Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi terdapat 7 (tujuh) indikator, 

yaitu:  

1. Tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Signifiansi dari indikator ini terkait dengan 

transparansi sebagai prinsip tata kelola yang demokratis dengan pencegahan institusional 

terhadap korupsi dan transaksitransaksi tidak adil lainnya. Demokrasi harus terbangun di atas 

kredibilitas dan integritas dari nilai-nilai demokratis. 

2. Penegakkan supremasi hukum di Indonesia. Signifiansi dari indikator ini adalah jaminan atas 

keadilan hukum bagi seluruh warga negara merupakan prinsip penting dalam demokrasi. 

Lembaga peradilan yang menjunjung tinggi supremasi hukum bisa dilihat dari penegakkan etik 

dan perilaku hakim. 

3. Jaminan netralitas dan independensi penyelenggaran pemilu. Signifiansi dari indikator ini 

merupakan pemilu yang demokratis ditopang oleh unsur penyelenggara pemilu yang 

berpegang teguh pada etika dan azas penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu yang 

professional, mandiri, imparsial dan independen merupakan salah satu ukuran kualitas pemilu 

yang demokratis. 

4. Keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik. Signifiansi dari indikator 

ini adalah partai politik sebagai representasi dari kekuatan politik demokoratis yang ada di 

masyarakat harus mencerminkan pula hadirnya identitas dan kepentingan perempuan. 

5. Peran pemerintah dalam tanggung jawab perusahaan terkait tindak merusak lingkungan. 

Signifiansi dari indikator ini menunjukkan aktivitas perusahaan yang berdampak pada 

lingkungan menempatkan masyarakat pada posisi yang lemah dan kerap dirugikan ketika 

terjadi suatu kerugian bagi masyarakat dalam aktivitas ekonomi perusahaan. Untuk mengatasi 
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masalah peran negara melalui pemerintah diharapkan hadir untuk mengatasi dampak serta 

meminta pertanggung jawaban perusahaan. 

6. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah. 

Signfiansi dari indikator ini terkait dengan transparansi pencegahan institusional terhadap 

korupsi serta upaya dalam mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat atas kinerja 

lembaga negara dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya kepada masyarakat. 

7. Tindakan dan perilaku pejabat yang sejalan dengan nilai demokrasi. Signfiansi dari indikator 

ini terkait dengan pejabat publik yang bertindak sebagai representasi dari seluruh lapisan, 

kelompok dan golongan. Oleh karenanya pejabat publik dituntut untuk bertindak dan 

berperilaku yang jauh dari sikap yang diskriminatif. 

Indeks Aspek Kebebasan. 

Indeks Aspek Kebebasan merupakan aspek pertama yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia 

(IDI). Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara harus dijamin kebebasannya 

untuk dapat beraktivitas dan mengekspresikan sikap dan gagasannya serta berdaulat untuk terbebas 

dari ancaman kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. 

Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kebebasan terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu: 

1. Terbebas dari ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan 

berpendapat oleh aparat negara. Signifiansi indikator ini menunjukkan bahwa kekerasan yang 

mengancam kebebasan dan kedaulatan warga negara untuk berkumpul, berekspresi, dan 

berpendapat adalah indikator kunci dalam pengukuran demokrasi. Kekerasan mengurangi 

dan menekan aksi sipil demokratis yang dilakukan oleh waga negara, yang dapat mengarah 

pada kemunduran demokrasi mengarah pada otoritarianisme. 

2. Terbebas dari Ancaman/kekerasan yang terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan 

berpendapat oleh masyarakat. 

3. Terbebas dari ancaman/penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berkeyakinan. 

Signifiansi dari indikator ini khususnya sebagai upaya untuk melindungi kebebasan 

berkeyakinan. Saat indidivu, kelompok dan komunitas diizinkan untuk berpikir secara bebas, 

mengekspresikan dan membagikan gagasan-gagasan mereka pada saat yang sama juga 

memiliki hak untuk berkeyakinan dan beribadah, maka dapat dikatakan landasan sejati dari 

demokrasi telah terbentuk.  

4. Pemenuhan hak-hak pekerja yang bebas dari diskriminasi terkait pembentukan serikat 

pekerja, upah, jam kerja dan pemenuhan cuti bagi perempuan. Signifiansi dari indikator ini 



 

138 

   

terkait dengan hak untuk mengorganisir serikat pekerja sebagai hak mendasar bagi kelompok 

yang rentan secara ekonomi untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang layak dan 

menghindari eksploitasi. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam hal ini terkait upah 

bermakna bahwa para pekerja dijamin kondisi dasarnya sehingga mereka dapat bertindak 

sebagai entitas ekonomi. Masalah pekerja perempuan masih sering diabaikan meski sudah 

diatur dalam regulasi ketengakerjaan.  

5. Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu. Signifikasi dari 

indikator ini menjelaskan hak pilih sebagai hak mendasar warga negara dalam masyarakat 

demokratis. Ini adalah hak untuk memilih perwakilan politik dan untuk mengawasi para wakil. 

Hanya saat hak pilih universal ini dijamin secara penuh maka pemilu dapat disebut 

demokratis.  

6. Terbebas dari aturan tertulis yang diskriminatif dan menghambat kebebasan berekspresi, 

berpendapat, berkumpul, dan berkeyakinan. Signifi ansi indikator ini sebagai perwujudan 

supremasi hukum agar negara untuk bertindak berdasarkan hukum dan mencegah 

penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Melindungi 

kebebasan sipil adalah indikator kunci suatu masyarakat modern dan titik awal dari 

demokrasi. Saat indidivu, kelompok dan komunitas diizinkan untuk berpikir secara bebas, 

mengekspresikan dan membagikan gagasan-gagasan mereka pada sesama warga negara, 

maka dapat dikatakan landasan sejati dari demokrasi telah terbentuk. 

7. Pers yang merdeka dari segala bentuk kekerasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Indeks Kesetaraan 

Indeks Kesetaraan merupakan aspek kedua yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks 

ini mengukur kesetaraan akses individu untuk berpartisipasi dan memastikan dirinya terwakili dalam 

pemerintahan. Terdapat berbagai kelompok marjinal berdasarkan gender, identitas dan kelas yang 

mengalami hambatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sehingga kebijakan yang diambil tidak 

mengabaikan kepentingan mereka. Prinsip kesetaraan menjamin terbukanya keadilan akses untuk 

keterlibatan warga secara langsung melalui partisipasi atau melalui perwakilan untuk mewakili 

kepentingan berbagai kelompok warga agar tidak terjadi monopoli sumberdaya pada sekelompok 

pihak tertentu. 

Di dalam konteks IDI, prinsip atau variabel Kesetaraan terdapat 7 (tujuh) indikator, yaitu:  

1. Keterwakilan perempuan di legislatif. Signifiansi dari indikator ini merupakan bagian dari 

perwakilan politik sebagai salah satu prinsip penting dalam demokrasi. Indikator ini berfokus 
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pada pertanyaan apakah perwakilan politik kelompok-kelompok minoritas sudah secara 

memadai diwujudkan. 

2. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik. Signifikansi dari indikator ini 

merupakan sebagai hak mendasar warga negara untuk menyampaikan pendapat/opini 

mereka. Partisipasi yang tidak terbatas dan kesadaran publik akan partisipasi aktif adalah 

senjata demokrasi yang paling ampuh untuk mengontrol tidak setaranya distribusi kekuasaan 

politik. 

3. Terbebas dari monopoli ekonomi. Signifikansi dari indikator ini yaitu mengukur derajat 

distribusi sumber daya ekonomi yang adil di antara berbagai kelompok. 

4. Terbebas dari diskriminasi Jaminan Sosial dan perlindungan bagi orang miskin. Signifikansi 

dari indikator ini mempertegas sistem jaminan sosial sebagai elemen mendasar dari 

masyaraka yang demokratis. Sistem jaminan sosial dapat mengurangi kondisi buruknya 

ketimpangan pendapatan dan melindungi hak-hak sosial warga negara, sehingga dapat 

memperkuat demokrasi.  

5. Kesetaraan ekonomi (derajat kesenjangan masyarakat). Signifikansi indikator ini merupakan 

bentuk ketimpangan ekonomi yang dimaksud sebagai ketimpangan antar wilayah, khsusunya 

di tempat-tempat yang memiliki berbagai kelompok suku yang tinggal dalam masyarakat yang 

sama atau yang menerapkan strategi pembangunan yang tidak merata. Tingkat 

pembangunan yang rendah dan/ atau pembangunan yang tidak merata dapat mewujud 

dalam bentuk ketimpangan tajam antara penduduk di wilayah perkotaan dan perdesaan. 

6. Akses masyarakat terhadap teknologi informasi. Signifikansi indikator ini mengukur 

kesenjangan dalam informasi. Efektivitas masyarakat sipil antara lain dapat ditentukan oleh 

derajat akses informasi warga negara. Revolusi teknologi informasi (IT) berpotensi besar 

untuk membantu pembangunan demokrasi. Namun dia juga dapat memunculkan 

kesenjangan informasi, yang semakin meminggirkan masyarakat yang tidak memiliki akses 

pada IT. 

7. Terbebas dari diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Signifikansi dari indikator ini 

merujuk pada hak untuk memiliki pekerjaan sebagai salah satu hak paling mendasar dalam 

masyarakat demokratis. Walaupun dalam suatu demokrasi telah ada perlindungan secara 

sistemik terhadap hak ini, dalam kenyataannya banyak orang yang haknya untuk bekerja tidak 

terpenuhi. Hak untuk bekerja dengan demikian merupakan indikator penting dengan 

mempertimbangkan juga ketidaksetaraan hak untuk bekerja berbasis kelas, kelompok etnis, 

tingkat pendidikan, agama, perbedaan wilayah dan gender. 
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Gambar 2. 122 Indeks Demokrasi Indonesia  

Sumber: BPS Tahun 2021 dan 2022 

B. Tantangan  

Tantangan yang dihadapi dalam upaya penghentian berbagai bentuk kekerasan dan penyiksaan anak 

antara lain:   

1. Masih sulitnya mendapatkan informasi dan ilustrasi yang menyeluruh tentang insiden 

kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia karena terbatasnya ketersediaan data. 

Meskipun berbagai layanan yang terkait isu kekerasan perempuan dan anak telah tersedia 

namun ditengarai masih belum semua bentuk layanan tersebut beroperasi secara baik akibat 

belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) layanan dan rujukan secara merata, 
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terbatasnya ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan layanan yang belum 

mampu menjangkau penanganan kasus hingga ke tingkat komunitas.   

2. Upaya pencegahan dan penangangan kekerasan yang dicanangkan belum secara intensif 

menjangkau kelompok rentan dan terpinggirkan seperti anak dan perempuan yang hidup 

dalam lingkungan rumah tangga tradisional (Bappenas, 2020).   

3. Tantangan yang dihadapi di tengah masa pandemi khususnya bagi anak dan perempuan yang 

merupakan kelompok yang paling rentan dalam upaya menanggulangi penyebaran COVID-19 

akibat adanya kebijakan pembatasan mobilitas dan kegiatan.   

4. Pengadaan pelayanan dan pendamping di masa pandemi antara lain waktu layanan yang lebih 

Panjang akibat adanya perubahan waktu dan cara kerja lembaga layanan akibat kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pengalihan layanan langsung (offline) menjadi 

layanan daring/online sehingga berdampak pada kualitas layanan (UNWomen, 2020; Komnas 

Perempuan, 2020). 

Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan akses keadilan selama ini masih bertumpu 

pada isu pemantauan dan perbaikan kualitas pendampingan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi. 

Salah satu aspek penting dari isu tersebut adalah ketersediaan data berdasarkan persebaran wilayah, 

jenis kasus, usia tersangka, dan hasil pendampingan yang lebih lengkap dan detil. Perlunya memahami 

konteks berbagai kasus dari data pendampingan dan kebutuhan hukum di tingkat masyarakat yang 

tersedia secara berkala, dapat meningkatkan kemampuan analisis yang lebih baik tentang kesesuaian 

dan efektivitas bantuan hukum yang disediakan pemerintah Indonesia. Selain itu, tantangan dalam 

upaya peningkatan akses keadilan untuk semua masyarakat yaitu persebaran organisasi bantuan 

hukum (OBH) yang masih belum merata, sehingga penyediaan layanan bantuan hukum belum dapat 

menjangkau secara optimal seluruh pelosok wilayah Kabupaten/Kota 

Tantangan yang dihadapi dalam upaya memberikan identitas yang sah bagi semua terutama pada 

aspek hambatan pencatatan kelahiran yang masih dialami anak-anak di rumah tangga termiskin. 

Beberapa kajian menemukan beberapa aspek yang membatasi akses masyarakat pada akta kelahiran 

meliputi layanan yang sulit dijangkau, biaya yang muncul dalam proses permohonan serta prosedur 

yang dianggap rumit (Duff, Kusumaningrum, dan Stark, 2016; Sumner dan Kusumaningrum, 2014) dan 

juga tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah dalam pendaftarkan anaknya setelah 

kelahiran.  

Tantangan yang dihadapi terkait penjaminan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, 

partisipatif dan representatif yaitu terkait pemanfaatan data dan informasi dalam kegiatan 

perencanaan pembangunan yang belum optimal. Sebagai contoh, indikator yang mengukur kinerja 
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lembaga demokrasi yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) idealnya digunakan untuk dapat 

menggambarkan kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia berdasarkan realitas berbasis bukti. 

Namun, pemanfaatan indikator ini belum secara penuh terjadi di daerah khususnya saat pemerintah 

daerah melakukan pertimbangan perencanaan pembangunan politik di daerahnya masing-masing. 

Selain itu, IDI juga dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merancang 

kebijakan. Oleh karena itu, strategi pemerintah terkait indikator ini adalah memperkuat kelompok 

kerja IDI di daerah. 

Tantangan yang dihadapi dalam upaya menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi 

kebebasan mendasar yaitu memastikan semua aturan dan kebijakan yang implementasinya bersifat 

nondiskriminatif serta memberikan akses yang sama pada keadilan dan layanan dasar bagi 

perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Dengan kata lain, pemerintah masih perlu 

memperhatikan pelaksanaan peraturan yang ada apabila masih mengandung unsur-unsur yang 

mengecualikan kelompok masyarakat tertentu. Menurut Komnas Perempuan, masih ditemukan 

adanya 438 peraturan baik di tingkat nasional maupun di daerah yang terindikasi memuat aturan 

diskriminatif terhadap perempuan, anak dan kelompok marjinal di tahun 2019. Menurut Yayasan 

Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), telah terlihat adanya upaya perbaikan dalam penanganan kasus 

penodaan agama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, di mana mereka melakukan klarifikasi, 

memfasilitasi mediasi, dan memberhentikan laporan dalam beberapa kasus (YLBHI, 2020). Namun, 

secara umum masih terdapat beberapa tantangan bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun 

daerah untuk menyediakan solusi dan perlindungan yang adil 
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2.17 Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global  

 

Tujuan 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi 
Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan 

Covid pandemic 19 yang terjadi pada awal tahun 2020 sangat mempengaruhi kondisi perekonomian 

di seluruh Indonesia termasuk di 5 dari 9 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Papua. Kondisi 

pandemic ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penurunan kinerja pada sebagian 

besar lapangan usaha seperti sektor utama minyak dan gas bumi serta pertambangan dan penggalian. 

Dari 5 kabupaten/kota tersebut, terlihat pertumbuhan ekonomi di kabupaten biak yang berdampak 

cukup besar baik pertumbuhan ekonomi dengan tambang yaitu sebesar minus 4,78 maupun tanpa 

tambang yaitu sebesar minus 4,79. Perekonomian di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kepulauan 

Yapen juga terlihat menurun di tahun 2020, mencapai minus 2,48 untuk perekonomian dengan 

tambang di Kabupaten Jayapura dan minus 2,36 untuk untuk perekonomian dengan tambang di 

Kabupaten Kepulauan Yapen. Kondisi Perekonomian di Kabupaten Keerom, Sarmi, Supiori dan 

Mamberamo Raya juga terlihat mengalami penurunan, tapi tidak sampai mencapai angka di bawah 

nol. Gambar berikut ini menunjukan grafik perekonomian dengan tambang dan tanpa tambang pada 

9 kabupaten/kota di Provinsi Papua. 

 

Gambar 2. 123 Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang  

Sumber: BPS Tahun 2021 dan 2022 
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Gambar 2. 124 Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang  

Sumber: BPS Tahun 2021 dan 2022 

A. Status Capaian  

Pendapatan Daerah 

Dalam menghitung capaian Indikator 17.1.1* untuk Provinsi Papua, dilihat dari presentase 

pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB. Perhitungan pendapatan 

pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB ini adalah dengan membandingkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dengan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang 

bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (UU No. 33/2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Presentase Pendapatan 

Pemerintah Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB Provinsi Papua dapat dilihat pada gambar berikut 

ini. 
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Gambar 2. 125 Pendapatan Pemerintah Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB 

Sumber: BPS Tahun 2021 dan 2022 

Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB 

Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).  

 

Gambar 2. 126 Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDRB 

Sumber: BPS Tahun 2021 dan 2022 

Gambar ini menunjukan Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB Provinsi Papua Tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2022. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Provinsi berdasarkan UU No 28 antara lain: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor; 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
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4. Pajak Air Permukaan; dan 

5. Pajak Rokok. 

Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. 

Proporsi anggaran domestik daerah yang didanai oleh Pendapatan Asli Daerah, dihitung dengan cara 

Total pendapatan asli daerah dibagi dengan total belanja daerah dikalikan 100%. Untuk tingkat daerah 

baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, indikator ini diukur berdasarkan pada Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri 

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

lainlain pendapatan asli daerah yang sah. (UU No. 33/2004) tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan Asli Daerah didapat dari sumber daerah 

lainnya yang sah, yang bukan dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). 

 

Gambar 2. 127 Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh PAD 

Sumber: BPS Tahun 2021 dan 2022 

Presentase Pengguna Internet  

Internet adalah jaringan komputer global yang menyediakan berbagai fasilitas informasi dan 

komunikasi, yang terdiri dari jaringan yang saling terhubung menggunakan protokol komunikasi 

standar. Akses dapat melalui suatu jaringan tetap maupun bergerak. Internet menjadi alat yang 

penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental 

terhadap informasi. Internet menjadi indikator kunci yang digunakan oleh pengambil kebijakan untuk 

mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan komunikasi di daerah.  
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Gambar 2. 128 Proporsi penduduk pengguna internet 

Sumber: BPS Tahun 2021 dan 2022 

B. Tantangan  

Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan daerah antara lain perlu adanya 

penyesuaian dan penguatan implementasi regulasi hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan 

pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 

Hubungan Keuangan Pemerintan Pusat dan Pemerintah Daerah, belum optimalnya kelembagaan dan 

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah, masih 

kurangnya pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak dan belum optimalnya 

pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan potensi pendapatan 

daerah. Selain itu, penerimaaan dalam rangka otonomi khusus Papua dikelola secara efisien, efektif, 

transparan, taat pada peraturan perundang undangan, partisipasi masyarakat, keberpihakan pada 

OAP dan akuntabel dengan memperhatikan azas kepatutan, kemanfaatan, keadilan dan keberlanjutan 

yang diwujudkan dalam pengelolaan APBD. 

Tantangan terkait akses terhadap telepon genggam sangat dipengaruhi oleh cakupan area signal dan 

jaringan telepon selular hingga signal internet dan kapasitas daya beli perangkat telepon oleh 

masyarakat dan keterjangkauan harga perangkat telpon. Selain itu, wilayah cakupan jaringan telepon 

dan signal internet di Papua masih sangat terbatas terutama pada Kabupaten Mamberamo Raya, 

Kabupaten Waropen dan Kepulauan Yapen Kondisi ini sangat berkaitan erat dengan karakteristik 

Provinsi Papua dan konektivitas yang dibutuhkan untuk menjangkau wilayah di daerah pegunungan 

dan pinggiran pantai. Investasi yang dibutuhkan untuk menyediaakan jaringan signal terutama 

jaringan internet sangat besar tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang sedikit dan 

tersebar/jarang 
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BAB III 
TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN 

PENCAPAIAN TPB/SDGs 
BAB III. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs  

3.1 Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan  

Dalam Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun, terdapat 5 target dan 11 

indikator yang menjadi kewenangan Provinsi Papua. Target-target tersebut antara lain 

pemberantasan kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, 

mengurangi kerentanaan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi 

berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan.  

 

Gambar 3. 1 Target Pencapaian TPB 1. 

Keterkaitan berbagai dimensi selain faktor kurangnya pendapatan masyarakat miskin menjadi target 

dalam menurunkan angka kemiskinan, yang kemudian dijabarkan dalam 3 dimensi kemiskinan yaitu 

dimensi kesehatan dan gizi, dimensi pendidikan dan dimensi standart hidup.  

Dalam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan multidimensi tersebut, telah ditetapkan arah 

kebijakan pencaiapan TPB-1 dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua 

Tahun 2024 ς 2026  dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-

2041. 

I. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 ς 2026 telah menetapkan 

arah kebijakan pencapaian TPB 1 kedalam Tujuan, Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut : 

Tujuan 1. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis 

kampung, dengan sasaran sebagai berikut: 

Å Pembangunan kampung mandiri ekonomi   

Å Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian 

pangan  
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Tujuan 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing, 

dengan sasaran sebagai berikut: 

Å Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat 

II. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041 telah 

menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 1 kedalam Kebijakan, Strategi, Prioritas & Fokus 

yang dijabarkan sebagai berikut : 

1. Arah kebijakan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan strategi 

sebagai berikut : 

a. Mempercepat peningkatan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik 

pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan 

terakreditasi, dengan prioritas sebagai berikut : 

1) Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine dan 

pembangunan puskesmas di kecamatan tanpa puskesmas dengan fokus : 

¶ Pembangunan puskesmas di seluruh distrik tanpa puskesmas 

¶ Kelanjutan telemedicine 

¶ Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine 

¶ Penjaminan pasokan listrik, air bersih, dan internet yang memadai 

2) Perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bergerak termasuk fying 

healthcare (FHC) dan pelayanan kaki telanjang di daerah sulit akses, dengan fokus : 

¶ Penguatan pelayanan kaki telanjang dan pelayanan kesehatan bergerak 

¶ Pemantapan pelaksanaan flaing healthcare terintegrasi (pelayanan kesehatan 

bergerak dan kaki telanjang) termasuk potensi skema baru. 

2. Arah kebijakan meningkatkan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja, dengan strategi 

sebagai berikut : 

a. Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan 

daya saing tenaga kerja lokal, dengan prioritas : 

1) Penguatan cakupan dan distribusi pendidikan, kompetensi, dan keahlian, terutama 

bagi Orang Asli Papua (OAP), dengan fokus : 

¶ Pemberian bantuan sertifikasi profesi bagi peserta didik pendidikan dan 

pelatihan vokasi 

¶ Pelaksanaan kartu pra-kerja 

b. Mengembangkan dan membangun pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skill 

development center, dengan prioritas : 
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1) Pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan keahlian dan keterampilan tenaga kerja 

balai latihan kerja, dengan fokus : 

¶ Penyiapan lahan, sarana dan prasarana, dan SDM pelatih untuk pusat keahlian 

ketenagakerjaan dalam rangka penyiapan pemuda yang produktif dan inovatif 

c. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda Papua, dengan 

prioritas : 

1) Perluasan konsultasi dan inkubasi bisnis bagi wirausaha pemula, dengan fokus : 

¶ Perluasan konsultasi bisnis bagi wirausaha untuk meningkatkan skala 

usahanya 

¶ Inkubasi usaha bagi start-up atau wirausaha baru 

2) Peningkatan kapasitas dan kreativitas pengusaha muda Papua, dengan fokus : 

¶ Pelatihan dan pendampingan keterampilan wirausaha 

3) Penguatan pelatihan kewirausahaan dan dukungan inkubasi usaha dalam 

pendidikan dan pelatihan vokasi, khususnya Orang Asli Papua (OAP) , dengan fokus: 

¶ Pemetaan potensi pasar dan analisis kebutuhan tenaga kerja (market demand 

analisis dan kebutuhan pelatihan (training needs analisis) 

¶ Penguatan pelatihan kewirausahaan dan dukungan inkubasi usaha dalam 

pendidikan dan pelatihan vokasi 

4) Pembukaan dan perluasan akses pasar digital untuk pengembangan wirausaha 

muda yang produktif dan inovatif, dengan fokus : 

¶ Pelatihan literasi digital bagi wirausaha baru 

¶ Perluasan akses pasar digital bagi wirausaha 

5) Perluasan skema permodalan bagi wirausaha, dengan fokus :  

¶ Pendampingan wirausaha untuk mengakses pembiayaan 

3. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata, dengan 

strategi sebagai berikut : 

a. Meningkatkan jangkauan pendataan dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan 

pelaksanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan 

pembangunan berdasarkan pada data terpilah Orang Asli Papua (OAP) yang kontekstual 

Papua, dengan prioritas : 

1) Penguatan dan percepatan verifikasi dan validasi data terpadu untuk membantu dan 

mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan perlindungan social, 

dengan fokus : 
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¶ Peningkatan jangkauan pendataan berdasarkan pada data terpilah Orang Asli 

Papua (OAP) 

¶ Pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP) secara berkala melalui 

sistem informasi mencapai 6O persen 

¶ Pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP) secara berkala melalui 

sistem informasi mencapai 100 persen 

¶ Pemanfaatan data untuk mendukung verifikasi dan validasi data terpadu 

kesejahteraan social 

¶ Pemanfaatan data dalam perencanaan dan penargetan program 

penanggulangan kemiskinan (perlindungan sosial, layanan dasar, dan 

pemberdayaan masyarakat) 

b. Meningkatkan dukungan dan afirmasi perlindungan sosial terhadap penyandang 

disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya, dengan prioritas : 

1) Penyediaan sarana prasarana dan fasilitas yang aksesibel bagi kebutuhan 

penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya 

Tabel berikut ini menunjukan proyeksi target capaian indikator TPB 1 berdasarkan kewenangan 

Provinsi Papua tahun 2024 ς 2029, dengan merujuk pada hasil analisa capaian pelaksanaan TPB di 

Papua hingga tahun 2022.
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Tabel 3. 1 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan 

KODE 
INDIKATOR 

TARGET/INDIKATOR 
SUMBER  

DATA 
SATUAN 

Baseline 
2023 

Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029 Instansi 
Pelaksana 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 

Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.  

1.1.1*  Tingkat kemiskinan 
ekstrim. 

BPS % 10.00 8.93 7.38 5.83 4.28 2.73 1.18 BAPPERINDA 
Dinas Sosial, 

Kependudukan 
dan Pencatatan 

Sipil 

Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, 
sesuai dengan definisi nasional  

1.2.1*    Persentase 
penduduk yang 
hidup di bawah garis 
kemiskinan provinsi 

BPS % 21.04 20.68 20.31 19.95 19.59 19.22 18.86 BAPPERINDA 
Dinas Sosial, 

Kependudukan 
dan Pencatatan 

Sipil 

Jumlah Penduduk 
Miskin 

BPS ribu jiwa 16.58 16.46 16.35 16.23 16.12 16.00 15.89 BAPPERINDA 
Dinas Sosial, 

Kependudukan 
dan Pencatatan 

Sipil 

Presentase 
Penduduk Miskin 

BPS % 21.04 20.68 20.31 19.95 19.59 19.22 18.86 BAPPERINDA 
Dinas Sosial, 

Kependudukan 
dan Pencatatan 

Sipil 

Garis Kemiskinan BPS Rp/Kapita 
/Bulan 

       
780,353.03  

       
809,917.88  

       
839,482.72  

       
869,047.57  

       
898,612.42  

       
928,177.27  

       
957,742.12  

BAPPERINDA 
Dinas Sosial, 

Kependudukan 
dan Pencatatan 

Sipil 

Indeks Kedalaman 
Kemiskinan (P1) 

BPS % 4.09 3.98 3.86 3.75 3.63 3.52 3.40 BAPPERINDA 
Dinas Sosial, 

Kependudukan 
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KODE 
INDIKATOR 

TARGET/INDIKATOR 
SUMBER  

DATA 
SATUAN 

Baseline 
2023 

Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029 Instansi 
Pelaksana 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

dan Pencatatan 
Sipil 

Indeks Keparahan 
Kemiskinan (P2) 

BPS % 1.20 1.15 1.11 1.06 1.01 0.97 0.92 BAPPERINDA 
Dinas Sosial, 

Kependudukan 
dan Pencatatan 

Sipil 

1.2.2* Persentase laki-laki, 
perempuan dan 
anak-anak dari 
semua usia, yang 
hidup dalam 
kemiskinan dalam 
berbagai dimensi, 
sesuai dengan 
definisi nasional. 

                  BAPPERINDA 

Imunisasi Dasar; 
Persentase 
imunisasi dasar 
pada penduduk usia 
12 - 23 bulan, 
terjadi deprivasi jika 
ada penduduk usia 
12-23 bulan yang 
tidak mendapatkan 
imunisasi dasar. 

BPS % 57.92 61.23 64.53 67.84 71.14 74.45 77.75 Dinas Kesehatan 

Gizi; Prevalensi of 
Undernourishment 
(tingkat kekurangan 
gizi), terjadi 
deprivasi jika ada 
anggota rumah 

BPS % 5.00 4.69 4.34 3.98 3.63 3.27 2.92 Dinas Kesehatan 
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KODE 
INDIKATOR 

TARGET/INDIKATOR 
SUMBER  

DATA 
SATUAN 

Baseline 
2023 

Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029 Instansi 
Pelaksana 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

tangga yang 
kekurangan gizi. 

Morbilitas; 
Persentase 
penduduk yang 
mengalami 
gangguan 
kesehatan 

BPS %                   
10.00  

                     
8.58  

                     
7.39  

                     
6.20  

                     
5.01  

                     
3.82  

                     
2.63  

Dinas Kesehatan 

Lama Sekolah; 
Persentase ART usia 
25 ς 60 tahun yang 
tidak tamat SMP, 
terjadi deprivasi jika 
ada anggota rumah 
tangga yang tidak 
menyelesaikan 
pendidikan SMP 
pada usia 25 ς 60 
tahun 

BPS % 9.52 9.64 9.75 9.87 9.99 10.11 10.23 Dinas Pendidikan 

Partisipasi Sekolah; 
Persentase anak 
usia sekolah 7 ς 18 
tahun yang 
tidak/belum 
bersekolah, terjadi 
deprivasi jika ada 
anak usia sekolah 7 
ς 18 tahun yang 
tidak/belum 
bersekolah 

BPS % 90.78 91.10 91.43 91.76 92.08 92.41 92.74 Dinas Pendidikan 

Listrik; Persentase 
rumah tangga yang 
sumber penerangan 
utamanya bukan 

BPS % 87.54 88.93 90.31 91.70 93.09 94.47 95.86 Dinas Energi dan 
Sumber daya 

Mineral. 
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KODE 
INDIKATOR 

TARGET/INDIKATOR 
SUMBER  

DATA 
SATUAN 

Baseline 
2023 

Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029 Instansi 
Pelaksana 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

listrik, terjadi 
deprivasi jika tanpa 
listrik 

Penanaman 
Modal dan PTSP 

Air Minum Layak; 
Persentase rumah 
tangga tanpa akses 
pada air minum 
bersih, terjadi 
deprivasi jika rumah 
tangga tanpa akses 
pada air minum 
bersih atau air 
bersih yang dapat 
diperoleh tidak lebih 
dari 30 menit jalan 
kaki dari rumah 

BPS % 59.52 66.49 73.45 80.42 87.39 94.35 100.00 Dinas Pekerjaan 
Umum, Penataan 

Ruang, 
Perumahan dan 

Kawasan 
Permukiman 

Sanitasi Layak; 
Persentase 
rumahtangga tidak 
mempunyai WC 
layak, terjadi 
deprivasi jika jika 
rumah tangga tidak 
mempunyai WC 
layak atau 
menggunakan WC 
bersama 

BPS % 27.85 31.44 35.03 38.62 42.21 45.80 49.40 Dinas Pekerjaan 
Umum, Penataan 

Ruang, 
Perumahan dan 

Kawasan 
Permukiman 

Lantai; Persentase 
rumah tangga 
dengan jenis lantai 
terluas adalah 
tanah atau luas 
lantai per kapita 
kurang dari 8 m2, 

BPS % 1.07 0.96 0.89 0.84 0.80 0.76 0.73 Dinas Pekerjaan 
Umum, Penataan 

Ruang, 
Perumahan dan 

Kawasan 
Permukiman 
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KODE 
INDIKATOR 

TARGET/INDIKATOR 
SUMBER  

DATA 
SATUAN 

Baseline 
2023 

Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029 Instansi 
Pelaksana 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

terjadi deprivasi jika 
rumah berlantai 
tanah, pasir atau 
lantai tercampur 
kotoran ternak atau 
luas lantai per 
kapita kurang dari 
8m 

Bahan Bakar 
Memasak; 
Persentase rumah 
tangga dengan 
Bahan bakar 
memasak 
menggunakan elpiji 
3kg, terjadi 
deprivasi jika 
memasak 
menggunakan elpiji 
3kg 

BPS % 2.64 2.96 3.28 3.60 3.92 4.24 4.56 Dinas Energi dan 
Sumber daya 

Mineral. 
Penanaman 

Modal dan PTSP 

Aset; Persentase 
rumah tangga yang 
tidak punya aset 
produktif, terjadi 
deprivasi jika rumah 
tangga tidak 
mempunyai sepeda 
atau sepeda motor, 
ternak, lahan, TV, 
tabung gas, lemari 
es, emas, mobil 

BPS % 27.45 27.37 27.35 27.31 27.28 27.26 27.24 Dinas Sosial, 
Kependudukan 
dan Pencatatan 

Sipil 

Akte Kelahiran; 
Persentase 
penduduk yang 

BPS % 26.51 24.28 22.05 19.82 17.58 15.35 13.12 Dinas Sosial, 
Kependudukan 
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KODE 
INDIKATOR 

TARGET/INDIKATOR 
SUMBER  

DATA 
SATUAN 

Baseline 
2023 

Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029 Instansi 
Pelaksana 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

berusia 0-17 tahun 
yang tidak memiliki 
akta kelahiran, 
terjadi deprivasi jika 
ada anggota 
rumahtangga yang 
berusia 0-17 tahun 
yang tidak memiliki 
akta kelahiran 

dan Pencatatan 
Sipil 

Akses Internet; 
Persentase rumah 
tangga yang tidak 
punya akses 
internet, terjadi 
deprivasi jika tidak 
ada anggota rumah 
tangga yang bisa 
mengakses internet 

BPS % 61.30 63.32 65.12 66.79 68.36 69.84 71.27 Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

Pekerjaan; 
Persentase rumah 
tangga dengan 
anggota rumah 
tangga bekerja, 
terjadi deprivasi jika 
tidak ada anggota 
rumah tangga yang 
bekerja atau semua 
anggota rumah 
tangga yang bekerja 
kurang dari 20 jam 
seminggu 

BPS % 67.73 66.70 68.17 67.13 68.60 67.57 69.04 Dinas Tenaga 
Kerja, Koperasi 

dan UKM 

Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 
mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan 
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KODE 
INDIKATOR 

TARGET/INDIKATOR 
SUMBER  

DATA 
SATUAN 

Baseline 
2023 

Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029 Instansi 
Pelaksana 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1.3.1* Proporsi penduduk 
yang menerima 
program 
perlindungan sosial, 
menurut jenis 
kelamin, untuk 
kategori kelompok 
semua anak, 
pengangguran, 
lansia, penyandang 
difabilitas, ibu 
hamil/melahirkan, 
korban kecelakaan 
kerja, kelompok 
miskin dan rentan. 

BPS % 36.00 38.85 41.70 44.55 47.40 50.26 53.11 Dinas Sosial, 
Kependudukan 
dan Pencatatan 

Sipil 

1.3.1.(a) Proporsi peserta 
jaminan kesehatan 
melalui SJSN Bidang 
Kesehatan. 

BPS % 93.71 93.45 93.75 94.15 94.50 94.84 94.39 Dinas Sosial, 
Kependudukan 
dan Pencatatan 

Sipil 

1.3.1.(b) Proporsi peserta 
Program Jaminan 
Sosial Bidang 
Ketenagakerjaan. 

BPS % 22.38 24.52 26.67 28.81 30.96 33.10 35.25 Dinas Sosial, 
Kependudukan 
dan Pencatatan 

Sipil 

Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya 
ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa 
keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 

1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar. 

Indeks pelayanan 
Dasar (IPD) 

BPS %               Dinas Pekerjaan 
Umum, Penataan 

Ruang, 
Perumahan dan 

Kawasan 
Permukiman 
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KODE 
INDIKATOR 

TARGET/INDIKATOR 
SUMBER  

DATA 
SATUAN 

Baseline 
2023 

Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029 Instansi 
Pelaksana 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Akses pada layanan 
Air Minum (IPAM) 

BPS % 83.44 86.19 88.94 91.70 94.45 97.20 99.95 100.00 

Akses pasa layanan 
sanitasi Dasar (IPSD) 

BPS % 41.38 42.00 42.63 43.25 43.88 44.50 45.13 45.75 

Akses pada 
mobilitas dasar rural 
(IPDM Rural) 

BPS %               Dinas Pekerjaan 
Umum, Penataan 

Ruang, 
Perumahan dan 

Kawasan 
Permukiman 

Akses pada 
mobilitas dasar 
urban (IPDM Urban) 

BPS %               Dinas Pekerjaan 
Umum, Penataan 

Ruang, 
Perumahan dan 

Kawasan 
Permukiman 

Akses Pada 
Mobilitas Dasar 
(IPDM) 

BPS %               Dinas Pekerjaan 
Umum, Penataan 

Ruang, 
Perumahan dan 

Kawasan 
Permukiman 

Akses pada Fasilitas 
Penyehatan Dasar 
(IFPD) 

BPS % 41.86 43.25 44.60 45.99 47.35 48.74 50.09 51.48 

1.4.2* Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis 
kelamin dan tipe kepemilikan. 

Hak Milik BPS % 69.44 75.52 81.60 87.68 93.76 99.84 100.00 100.00 

Sewa Kontrak BPS % 14.91 14.82 14.74 14.65 14.56 14.48 14.39 14.31 

Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap 
kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. 

1.5.1* Jumlah korban 
meninggal, hilang, 
dan terkena dampak 

BPBD Jiwa               Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 
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KODE 
INDIKATOR 

TARGET/INDIKATOR 
SUMBER  

DATA 
SATUAN 

Baseline 
2023 

Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029 Instansi 
Pelaksana 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

bencana per 
100.000 orang. 

1.5.2.* Jumlah kerugian 
ekonomi langsung 
akibat bencana 
terhadap PDB 

BPBD Rupiah               Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

1.5.4* Proporsi pemerintah 
daerah yang 
mengadopsi dan 
menerapkan 
strategi daerah 
pengurangan risiko 
bencana yang 
selaras dengan 
strategi nasional 
pengurangan risiko 
bencana 

BPBD %               Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 
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3.2 Tujuan 2. Tanpa Kelaparan 

Dalam Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta 

meningkatkan pertanian berkelanjutan, terdapat 7 target dan 13 indikator yang menjadi kewenangan 

Provinsi Papua. Gambar berikut ini menunjukan daftar target pencapaian indikator TPB 2. 

 

Gambar 3. 2 Target Pencapaian TPB 2 

TPB 2 dapat dicapai apabila setiap orang, khususnya warga miskin dan mereka yang berada dalam 

kondisi rentan termasuk ibu hamil, bayi dan disabilitas memiliki akses atas pangan yang aman, bergizi, 

dan cukup sepanjang tahun, untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif, dan produktif. Dalam upaya untuk 

menurunkan angka tanpa kelaparan tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan pencapaian TPB-2 

dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 ς 2026  dan 

Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041. 

I. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 ς 2026 telah menetapkan 

arah kebijakan pencapaian TPB 2 kedalam Tujuan, Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut : 

Tujuan 1. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri 

berbasis kampung, dengan sasaran sebagai berikut: 

Å Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian 

pangan  

. 
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II. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041 telah 

menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 2 kedalam Kebijakan, Strategi, Prioritas & Fokus 

yang dijabarkan sebagai berikut : 

1. Arah Kebijakan mengembangkan pemerataan kawasan ekonomi, melalui strategi: 

Mengembangkan kawasan pengembangan ekonomi (KPE) di setiap wilayah dengan 

pendekatan ekonomi hijau dan biru dengan prioritas: 

1) Kawasan pengembangan ekonomi Tabi berfokus pada sektor perkebunan dan 

peternakan, dengan didukung oleh sektor tanaman pangan, hortikultura, kelautan 

dan perikanan, serta industri, perdagangan, dan jasa, dengan focus: 

¶ Penyiapan lahan dan regulasi 

¶ Pengembangan balai benih pertanian, peternakan, dan perikanan 

¶ Pengembangan industri berbasis perkebunan, peternakan, kelautan dan 

perikanan, serta perdagangan dan jasa 

 

Tabel berikut ini menunjukan proyeksi target capaian indikator TPB 2 berdasarkan kewenangan 

Provinsi Papua tahun 2024 ς 2026, dengan merujuk pada hasil analisa capaian pelaksanaan TPB di 

Papua hingga tahun 2022.  
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Tabel 3. 2 Target dan Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan 

KODE 
INDIKATOR 

TARGET/INDIKATOR 
SUMBER  

DATA 
SATUAN  

Baseline 
2023 

Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029 Instansi 
Pelaksana 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 

Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, 
termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. 

2.1.1* Prevalensi 
Ketidakcukupan 
Konsumsi Pangan 
(Prevalence of 
Undernourishment). 

Badan 
Ketahanan 
Pangan; 
Dinas 

Tanaman 
Pangan 

% 9.43 8.06 6.79 5.59 4.36 3.19 2.01 Dinas Tanaman 
Pangan, 

Holtikultura dan 
Pangan 

2.1.2* Prevalensi 
penduduk dengan 
kerawanan pangan 
sedang atau berat, 
berdasarkan pada 
Skala Pengalaman 
Kerawanan Pangan. 

Badan 
Ketahanan 
Pangan; 
Dinas 

Tanaman 
Pangan 

Indeks 
Ketahanan 

Pangan 

5.78 4.81 3.84 2.88 1.91 0.95 0.00 Dinas Tanaman 
Pangan, 

Holtikultura dan 
Pangan 

Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk 
anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula 

2.2.1* Prevalensi stunting 
(pendek dan sangat 
pendek) pada anak 
di bawah lima 
tahun/balita. 

SSGI Tahun 
2021 

% 13.74 7.85 4.80 3.22 2.35 1.86 1.56 Dinas Kesehatan 

2.2.2* Prevalensi wasting 
(berat badan/tinggi 
badan) anak pada 
usia kurang dari 5 
tahun, berdasarkan 
tipe. 

SSGI Tahun 
2021 

% 11.08 10.68 10.28 9.88 9.48 9.08 8.68 Dinas Kesehatan 

2.2.2.(a) Kualitas konsumsi 
pangan yang 
diindikasikan oleh 

Evaluasi 
RPJMD 

% 90.00 90.40 90.80 91.20 91.60 92.00 92.40 Dinas Tanaman 
Pangan, 

Holtikultura dan 
Pangan 
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KODE 
INDIKATOR 

TARGET/INDIKATOR 
SUMBER  

DATA 
SATUAN  

Baseline 
2023 

Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029 Instansi 
Pelaksana 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

skor Pola Pangan 
Harapan (PPH). 

2.2.3* Prevalensi anemia 
pada ibu hamil usia 
15-49 tahun. 

Riskesdas % 13.90 13.32 12.73 12.14 11.55 10.96 10.38 Dinas Kesehatan 

Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk 
asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, 
jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian 

2.3.1* Volume produksi 
per tenaga kerja 
menurut kelas 
usaha tani 
tanaman/ 
peternakan/ 
perikanan/ 
kehutanan 

Evaluasi 
RPJMD 

                Dinas Tenaga 
Kerja, Koperasi 

dan UKM 

2.3.1.(a) Nilai tambah 
pertanian per 
tenaga kerja 
menurut kelas 
usaha tani 
tanaman/ 
peternakan/ 
perikanan/ 
kehutanan 

BPS Rupiah/ 
Tenaga 
Kerja  

              Dinas Tanaman 
Pangan, 

Holtikultura dan 
Pangan 

Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan 
produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memper- kuat kapasitas adaptasi ter- hadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, 
serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. 

2.4.1.(a) Proporsi luas lahan 
pertanian yang 
ditetapkan sebagai 
kawasan pertanian 
pangan 
berkelanjutan. 

Dinas 
Tanaman 
Pangan 

Hektar               Dinas Tanaman 
Pangan, 

Holtikultura dan 
Pangan 
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KODE 
INDIKATOR 

TARGET/INDIKATOR 
SUMBER  

DATA 
SATUAN  

Baseline 
2023 

Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029 Instansi 
Pelaksana 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank 
benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian 
keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara 
internasional. 

2.5.1* Jumlah sumber daya 
genetik tanaman 
dan hewan untuk 
pangan dan 
pertanian yang 
disimpan di fasilitas 
konservasi, baik 
jangka menengah 
ataupun jangka 
panjang. 

Dinas 
Tanaman 
Pangan 

Volume               Dinas Tanaman 
Pangan, 

Holtikultura dan 
Pangan 

Target 2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, 
pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara 
kurang berkembang. 

2.a.1* Indeks orientasi 
pertanian (IOP) 
untuk pengeluaran 
pemerintah. 

Dinas 
Tanaman 
Pangan 

%               Dinas Tanaman 
Pangan, 

Holtikultura dan 
Pangan 

Target 2.5 Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang 
tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim. 

2.c.1* Indikator anomali 
harga pangan. 

Dinas 
Tanaman 
Pangan 

                Dinas Tanaman 
Pangan, 

Holtikultura dan 
Pangan 
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3.3 Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera  

Tujuan TPB 3 adalah Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua 

orang di segala usia merupakan isu yang kompleks dan dalam pencapaiannya perlu 

mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kesenjangan pelayanan kesehatan, kesenjangan 

ekonomi, kesetaraan gender, perubahan iklim dan lingkungan, serta transisi epidemiologi penyakit 

menular dan tidak menular. Penguatan sistem kesehatan merupakan hal utama dalam mencapai 

sasaran pembangunan kesehatan berkelanjutan. Sistem kesehatan mencakup pelayanan kesehatan 

yang berkualitas dan merata, pemenuhan tenaga kesehatan serta farmasi dan alat kesehatan, 

penguatan tata kelola, pemberdayaan, pembiayaan dan sistem informasi kesehatan. Pencapaian 

sasaran pembangunan kesehatan berkelanjutan sangat bergantung pada peran aktif seluruh 

pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, 

lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, serta mitra pembangunan.  

 

Gambar 3. 3 Target Pencapaian TPB 3 

Dalam Tujuan 3, terdapat 10 target dan 26 indikator yang menjadi kewenangan Provinsi Papua, dan 

di dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2023 ς 2026. Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan sehat 

dan sejahtera tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan pencaiapan TPB-3 dalam dokumen Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 ς 2026  dan Rencana Induk Percepatan 

Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041. 

I. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 ς 2026 telah menetapkan 

arah kebijakan pencapaian TPB 2 kedalam Tujuan, Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut : 

Tujuan 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya 

Saing, dengan sasaran sebagai berikut:  
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¶ Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat  

II. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-2041 telah 

menetapkan arah kebijakan pencapaian TPB 3 kedalam Kebijakan, Strategi, Prioritas & Fokus 

yang dijabarkan sebagai berikut : 

1. Arah kebijakan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat melalui strategi: 

a. Meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam gerakan perilaku hidup 

bersih dan sehat melalui peningkatan komitmen/dukungan kebijakan daerah dan 

implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dengan prioritas: 

1) Mempercepat peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, kesehatan reproduksi, 

dan Keluarga Berencana (KB) dengan fokus : 

¶ Peningkatan cakupan dan kualitas persalinan di fasilitas pelayanan 

kesehatan serta pelayanan antenatal, neonatal, dan pascapersalinan 

dengan tenaga kesehatan terlatih 

¶ Perluasan capaian imunisasi dasar lengkap 

2) Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat, dengan fokus: 

¶ Penguatan pendidikan gizi melalui pemanfaatan pangan lokal untuk 

memenuhi kebutuhan gizi keluarga 

3) Mempercepat Pengendalian penyakit menular dan factor resiko penyakit tidak 

menular di Papua, dengan focus: 

¶ Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap dengan meningkatkan 

pelibatan sektor nonpemerintah 

¶ Pengendalian vektor penyakit menular di Papua seperti malaria, 

filariasis,demam berdarah, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya 

¶ Perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bergerak 

termasuk fying healthcare (FHC) dan pelayanan kaki telanjang di daerah 

sulit akses 

¶ Peningkatan ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 

melalui penerapan standar pelayanan kefarmasian dan system logistik 

elektronik 

4) Mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai  standar 

kualitas dan jumlah secara merata, dengan mengutamakan tenaga kesehatan 

OAP, dengan focus: 

¶ Penguatan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas 

kesehatan 
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¶ Peningkatan kualitas tenaga kesehatan prioritas melalui pendidikan dan 

pelatihan 

Tabel berikut ini menunjukan proyeksi target capaian indikator TPB 3 berdasarkan kewenangan 

Provinsi Papua tahun 2024 ς 2029, dengan merujuk pada hasil analisa capaian pelaksanaan TPB di 

Papua hingga tahun 2022. 
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Tabel 3. 3 Target dan Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera 

KODE 
INDIKATOR 

TARGET/INDIKATOR 
SUMBER  

DATA 
SATUAN  

Baseline 
2023 

Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029 Instansi 
Pelaksana 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 

Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup 

3.1.1* Angka Kematian Ibu 
(AKI). 

Profil 
Kesehatan 
Indonesia 

Angka 13.00 12.00 11.50 11.25 11.13 11.06 11.03 Dinas 
Kesehatan 

3.1.2* Proporsi perempuan 
pernah kawin umur 
15-49 tahun yang 
proses melahirkan 
terakhirnya (a) 
ditolong oleh tenaga 
kesehatan terlatih; 
(b) di fasilitas 
kesehatan. 

                    

  Tenaga Kesehatan 
Terlatih 

BPS % 79.32 80.05 80.48 80.66 81.34 81.74 82.08 Dinas 
Kesehatan 

  Fasilitas Kesehatan BPS % 66.69 66.82 66.95 67.08 67.21 67.34 67.47 Dinas 
Kesehatan 

Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal 
setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 

3.2.1* (a) Angka Kematian 
Balita (AKBa); (b) 
Angka Kematian 
Bayi (AKB) per 1000 
kelahiran hidup. 

                    

  Angka Kematian 
Balita 

Profil 
Kesehatan 
Indonesia 

Balita               Dinas 
Kesehatan 

  Angka Kematian 
Bayi 

Profil 
Kesehatan 
Indonesia 

Bayi               Dinas 
Kesehatan 
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KODE 
INDIKATOR 

TARGET/INDIKATOR 
SUMBER  

DATA 
SATUAN  

Baseline 
2023 

Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029 Instansi 
Pelaksana 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

3.2.2* Angka Kematian 
Neonatal (AKN) per 
1000 kelahiran 
hidup. 

Profil 
Kesehatan 
Indonesia 

Neonatal 23.01 22.68 22.35 22.02 21.69 21.36 21.03 Dinas 
Kesehatan 

Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta 
penyakit menular lainnya 

3.3.3* Kejadian Malaria per 
1000 orang. 

Profil 
Kesehatan 
Indonesia 

Orang              
104,925  

                
98,856  

                
92,786  

                
86,717  

                
80,647  

                
74,578  

                
68,509  

Dinas 
Kesehatan 

3.3.3.(a) Jumlah 
kabupaten/kota 
yang mencapai 
eliminasi malaria. 

Profil 
Kesehatan 
Indonesia 

Kab/Kota               Dinas 
Kesehatan 

3.3.4* Insiden Hepatitis B 
per 100.000 
penduduk. 

Profil 
Kesehatan 
Indonesia 

% 6.47 5.79 5.32 5.15 5.07 5.04 5.03 Dinas 
Kesehatan 

3.3.5* Jumlah orang yang 
memerlukan 
intervensi terhadap 
penyakit tropis yang 
terabaikan (a) 
Filariasis dan (b) 
Kusta. 

                    

  Filariasis Profil 
Kesehatan 
Indonesia 

Kasus  11.44 11.11 10.83 10.55 10.27 9.98 9.70 Dinas 
Kesehatan 

  Kusta Profil 
Kesehatan 
Indonesia 

Kasus  896 811 726 641 556 471 386 Dinas 
Kesehatan 

3.3.5.(a) Jumlah 
kabupaten/kota 
dengan eliminasi 
kusta. 

Profil 
Kesehatan 
Indonesia 

Jumlah 
Kab/Kota 

              Dinas 
Kesehatan 
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KODE 
INDIKATOR 

TARGET/INDIKATOR 
SUMBER  

DATA 
SATUAN  

Baseline 
2023 

Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029 Instansi 
Pelaksana 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

3.3.5.(b) Jumlah 
kabupaten/kota 
endemis filariasis 
yang mencapai 
eliminasi. 

Profil 
Kesehatan 
Indonesia 

Jumlah 
Kab/Kota 

                     
2.00  

                     
3.00  

                     
4.00  

                     
5.00  

                     
6.00  

                     
7.00  

                     
8.00  

Dinas 
Kesehatan 

Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan 
kesehatan mental dan kesejahteraan 

3.4.1.(a) Persentase merokok 
penduduk usia 10-
18 tahun. 

BPS % 17.48 17.19 16.89 16.60 16.30 16.01 15.71 Dinas 
Kesehatan 

3.4.1.(b) Prevalensi tekanan 
darah tinggi. 

BPS % 8.05 7.70 7.62 7.60 7.58 7.58 7.58 Dinas 
Kesehatan 

3.4.1.(c)  Prevalensi obesitas 
pada penduduk 
ǳƳǳǊ җ му ǘŀƘǳƴ 

BPS %               Dinas 
Kesehatan 

Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. 

3.5.1.(b)  Jumlah yang 
mengakses layanan 
pasca rehabilitasi.  

Badan 
Narkotika 
Nasional 

Kasus                Dinas 
Kesehatan 

Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan 
integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. 

3.7.1*  Proporsi perempuan 
usia reproduksi (15-
49 tahun) yang 
memiliki kebutuhan 
keluarga berencana 
terpenuhi menurut 
metode kontrasepsi 
modern.  

BPS %                   
97.81  

                  
98.40  

                  
99.00  

                  
99.59  

                  
99.98  

                
100.00  

                
100.00  

Dinas 
Kesehatan 

3.7.2*  Angka kelahiran 
remaja (umur 10-14 
tahun; umur 15-19 
tahun) per 1000 
perempuan di 

BPS %               Dinas 
Kesehatan 
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KODE 
INDIKATOR 

TARGET/INDIKATOR 
SUMBER  

DATA 
SATUAN  

Baseline 
2023 

Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029 Instansi 
Pelaksana 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

kelompok umur 
yang sama.   

3.7.2.(a)  Total Fertility Rate 
(TFR).  

BPS % 10.97 7.10 5.27 4.32 3.92 3.75 3.69 Dinas 
Kesehatan 

Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap 
obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang 

3.8.1*  Cakupan pelayanan 
kesehatan esensial.  

                    

Kesehatan 
reproduksi, ibu, 
bayi baru lahir dan 
balita 

                    

Keluarga berencana: 
persentase 
perempuan usia 
reproduksi (15-49 
tahun) yang pernah 
kawin atau hidup 
bersama kebutuhan 
keluarga berencana 
terpenuhi dan 
menggunakan alat 
kontrasepsi metode 
modern (Indikator 
SDG 3.7.1); 

BPS %                   
97.81  

                  
98.40  

                  
99.00  

                  
99.59  

                  
99.98  

                
100.00  

                
100.00  

Dinas 
Kesehatan 

Perawatan 
kehamilan: 
persentase 
perempuan usia 15-
49 tahun yang 
memiliki anak lahir 
hidup dalam periode 
waktu tertentu dan 
memperoleh 

Riskesdas 
2018 dan 
Dinkes 
2019-
2022 

% 29.29 31.01 32.73 34.44 36.16 37.88 39.60 Dinas 
Kesehatan 
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KODE 
INDIKATOR 

TARGET/INDIKATOR 
SUMBER  

DATA 
SATUAN  

Baseline 
2023 

Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029 Instansi 
Pelaksana 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

pelayanan antenatal 
4 kali atau lebih; 

Imunisasi anak: 
persentase bayi 
yang memperoleh 
tiga dosis vaksin 
yang mengandung 
diphtheria-tetanus-
pertussis; 

BPS % 48.11 50.87 55.60 62.58 66.79 70.54 73.91 Dinas 
Kesehatan 

Perawatan balita: 
Persentase anak 
dibawah usia lima 
tahun yang diduga 
mengalami 
pneumonia (batuk 
dan sulit bernapas 
bukan karena 
permasalah pada 
hidung dan dada) 
dalam kurun waktu 
dua minggu 
sebelum survei dan 
dibawa ke tenaga 
atau fasilitas 
kesehatan. 

BPS %               Dinas 
Kesehatan 

Penyakit menular.                     

Tuberkulosis: 
Persentase insiden 
TB yang terdeteksi 
dan berhasil diobati; 

BPS %               Dinas 
Kesehatan 

HIV/AIDS: 
Persentase 
penduduk yang 

BPS %               Dinas 
Kesehatan 
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KODE 
INDIKATOR 

TARGET/INDIKATOR 
SUMBER  

DATA 
SATUAN  

Baseline 
2023 

Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029 Instansi 
Pelaksana 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

hidup dengan HIV 
dan saat ini 
mendapatkan terapi 
antiretroviral; 

Malaria: persentase 
populasi di wilayah 
endemis malaria 
yang tidur 
menggunakan 
kelambu 
berinsektisida pada 
malam sebelum 
survei; 

BPS %               Dinas 
Kesehatan 

Air dan sanitasi: 
persentase Rumah 
tangga yang 
menggunakan 
fasilitas sanitasi 
improved. 

BPS %               Dinas 
Kesehatan 

Penyakit tidak 
menular. 

BPS %                 

Hipertensi: Age-
standardized 
prevalensi tekanan 
darah tidak 
meningkat (tekanan 
darah sistolik <140 
mmHg atau tekanan 
darah diastolik <90 
mmHg) pada 
ǇŜƴŘǳŘǳƪ ǳǎƛŀ җму 
tahun; 

BPS %               Dinas 
Kesehatan 

Diabetes: Age-
standardized rata-

BPS %               Dinas 
Kesehatan 
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KODE 
INDIKATOR 

TARGET/INDIKATOR 
SUMBER  

DATA 
SATUAN  

Baseline 
2023 

Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029 Instansi 
Pelaksana 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

rata gula darah 
puasa (mmol/L) 
pada penduduk usia 
җнр ǘŀƘǳƴ Τ 

Merokok: Age-
standardized 
prevalensi penduduk 
ǳǎƛŀ җмр ǘŀƘǳƴ ȅŀƴƎ 
tidak merokok 
dalam kurun waktu 
30 hari sebelum 
survei (indikator 
SDG 3.a.1). 

BPS % 17.48 17.19 16.89 16.60 16.30 16.01 15.71 Dinas 
Kesehatan 

Kapasitas dan akses 
pelayanan. 

                    

Akses ke Rumah 
sakit: Tempat tidur 
rumah sakit per 
kapita, relatif 
terhadap ambang 
batas maksimum 18 
per 10.000 
penduduk; 

BPS %               Rumah Sakit 
Umum Daerah 

Kepadatan tenaga 
kesehatan: tenaga 
kesehatan per 
kapita (dokter, 
psikiater, dan ahli 
bedah), relatif 
terhadap ambang 
batas maksimum 
untuk setiap kader 
(bagian dari 
indikator 3.c.1); 

BPS %               Rumah Sakit 
Umum Daerah 
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KODE 
INDIKATOR 

TARGET/INDIKATOR 
SUMBER  

DATA 
SATUAN  

Baseline 
2023 

Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029 Instansi 
Pelaksana 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Keamanan 
kesehatan: indeks 
kapasitas utama 
regulasi kesehatan 
internasional 
(International 
Health 
Regulations/IHR) 
yang diperoleh dari 
13 indikator 
kapasitas yang 
dicapai (Indikator 
3.d.1). 

BPS %               Rumah Sakit 
Umum Daerah 

3.8.1.(a)  Unmet Need 
Pelayanan 
Kesehatan.  

BPS % 1.95 1.73 1.50 1.27 1.04 0.82 0.59 Rumah Sakit 
Umum Daerah 

3.8.2*  Proporsi populasi 
dengan pengeluaran 
rumah tangga yang 
besar untuk 
kesehatan sebagai 
bagian dari total 
pengeluaran rumah 
tangga atau 
pendapatan.  

BPS %               Dinas 
Kesehatan 

3.8.2.(a)  Cakupan Jaminan 
Kesehatan Nasional 
(JKN). 

BPS % 90.00 90.21 90.72 91.23 91.75 92.26 92.78 Dinas 
Kesehatan 

Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. 

3.a.1* Persentase merokok 
pada penduduk 
ǳƳǳǊ җмр ǘŀƘǳƴΦ 

BPS % 15.00 12.25 9.50 6.75 4.00 1.25 0.00 Dinas 
Kesehatan 

Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, 
menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak 
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KODE 
INDIKATOR 

TARGET/INDIKATOR 
SUMBER  

DATA 
SATUAN  

Baseline 
2023 

Proyeksi Target SDGs 2024 - 2029 Instansi 
Pelaksana 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan 
untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. 

3.b.1* Proporsi target 
populasi yang telah 
memperoleh vaksin 
program nasional. 

                    

DPT Profil 
Kesehatan 
Indonesia 

% 71.82 72.15 72.48 72.81 73.14 73.47 73.80 Dinas 
Kesehatan 

CAMPAK Profil 
Kesehatan 
Indonesia 

% 94.38        94.04     94.09        94.14        94.18         94.21         94.24  Dinas 
Kesehatan 

3.b.3* Proporsi fasilitas 
kesehatan dengan 
paket obat esensial 
yang tersedia dan 
terjangkau secara 
berkelanjutan. 

Profil 
Kesehatan 
Indonesia 

%               Dinas 
Kesehatan 

Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, 
khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil. 

3.c.1* Kepadatan dan 
distribusi tenaga 
kesehatan. 

                    

  Dokter BPS Orang          317            380         444         508          572            635           699  Dinas 
Kesehatan 

  Perawat BPS Orang    3,929        4,595         5,262        5,929       6,596        7,262      7,929  Dinas 
Kesehatan 

  Bidan BPS Orang     1,527     1,801         2,075        2,348         2,622     2,895      3,169  Dinas 
Kesehatan 

  Tenaga Farmasi BPS Orang 460 517 575 633 691 749 807 Dinas 
Kesehatan 

  Ahli Gizi BPS Orang 307 362 418 473 529 584 640 Dinas 
Kesehatan 
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3.4 Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas  

Tujuan 4 mencakup empat isu utama, yaitu: (1) pemenuhan akses pendidikan; (2) peningkatan kualitas 

pengajaran dan pembelajaran; (3) pendidikan untuk peningkatan kebekerjaan termasuk pendidikan 

vokasi dan pelatihan; serta (4) penguatan pendidikan satu tahun pra-sekolah. Tujuan 4 ini terdiri dari 

8 target, 13 indikator yang diantaranya adalah target yang indikatornya secara langsung berkaitan 

dengan penerima manfaat dari sistem pendidikan, sementara tiga yang lain merupakan faktor 

pendorong kualitas pengajaran dan pembelajaran. Empat isu utama tersebut saling berkaitan, dan 

membutuhkan solusi yang sistematis.  

 

Gambar 3. 4 Target Pencapaian TPB 4 

Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera tersebut, telah ditetapkan arah 

kebijakan pencaiapan TPB-4 dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua 

Tahun 2024 ς 2026  dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) Tahun 2021-

2041. 

I. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 ς 2026 telah menetapkan 

arah kebijakan pencapaian TPB 4 kedalam Tujuan, Sasaran yang dijabarkan sebagai berikut : 

Tujuan 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya 

Saing, dengan sasaran sebagai berikut: 

¶ Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat 

 
























































































































































































































